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Puji syukur kehadirat Allah Swt., akan selalu muncul dari lubuk 
hati kita yang paling dalam, dan akan terucapkan dari lidah kita sebagai 
insan yang beriman kepada-Nya. Pada kesempatan ini rasa puji dan 
syukur itu diawali oleh selesai ditulisnya sebuah buku dengan judul 
Pengantar Ilmu Politik: Dalam Perspektif Barat dan Islam.

Buku ini ditulis dengan tujuan dalam upaya meningkatkan 
pembelajaran dan pelaksanaan konsep integrasi ilmu pada mata kuliah 
Pengantar Ilmu Politik di Jurusan Administrasi Negara, UIN Suska Riau. 
Pembahasan dalam buku ini fokus pada analisis tentang konsep Islam 
dalam melaksanakan politik kekuasaan dalam berpemerintahan dan 
bernegara, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Buku 
ini akan dapat membantu pembaca dalam menganalisis konsep integrasi 
keilmuan antara ilmu sosial dengan ilmu agama yang berkaitan dengan 
politik dan kekuasaan.

Penulisan buku ini tentulah tidak akan dapat dikatakan sebagai 
sebuah hasil penulisan yang sempurna. Oleh sebab itulah, penulis mohon 
diberikan kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya di 
waktu yang akan datang. Kepada pihak-pihak dan rekan-rekan seprofesi 
yang telah memberikan bantuan pikiran dan tenaganya dalam penulisan 
buku ini, kami mengucapkan terima kasih. Khusus kepada Bapak Dr. 

PRAKATA
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Drs. H. Muh. Said, H.M., M.Ag., M.M., sebagai Dekan Fekonsos UIN 
Suska Riau, kami juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga 
atas petunjuk, dan saran, serta usaha dan perjuangannya untuk terbitnya 
buku ini. 

       Pekanbaru, September 2019

     

  Penulis
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A. Pendahuluan
Islam adalah suatu sistem yang memiliki aturan dan ketentuan tersendiri 
yang berdasarkan kepada kitab suci Al-Qur’an. Perintah, aturan, dan 
ketentuan, apakah itu bersifat anjuran ataukah itu bersifat larangan. 
Menyentuh setiap aspek kehidupan umat manusia, baik itu pada bidang 
spiritual, moral, sosial, politik, ekonomi, dan juga undang-undang. 
Oleh sebab itu, Islam merupakan aturan dan ketentuan hidup yang 
membimbing dan mengarahkan urusan keduniaan dan aktivitas spiritual 
penganutnya. Oleh sebab itulah, agama Islam adalah suatu sistem yang 
komprehensif, yang tidak akan membeda-bedakan manusia di samping 
ajarannya meliputi semua aspek kehidupan umat manusia, dan syariat 
telah dianggap oleh orang Islam sebagai undang- undang yang berasal 
dari Allah Swt., yang akan membimbing dan mengarahkan setiap 
tingkah laku manusia kepada kebaikan untuk keselamatan kehidupan 
di dunia dan di akhirat.

 Melaksanakan suatu sistem politik atau pemerintahan yang bercirikan 
Islam di mana masyarakat dan negara berdasarkan kepada pemikiran 
undang-undang syariat perlu diciptakan. Tujuan melahirkan suatu sistem 
politik ataupun pemerintahan dalam Islam ialah untuk melaksanakan 
undang-undang syariat dan memenuhi kepentingan duniawi masyarakat 

1
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berdasarkan kepada perintah Allah. Oleh sebab itulah, negara dalam Islam 
sering kali disebut sebagai tempat untuk menyebarluaskan agama.

B. Hubungan antara Agama dan Politik dalam Islam 
Kuatnya hubungan antara agama dengan politik di dalam Islam dapat 
dilihat dengan jelas melalui ungkapan dari beberapa pemimpin dan juga 
para sarjana dan pakar Islam. Ali bin Abi Talib ra., menjelaskan bahwa: 
“Negara dan agama saling memerlukan di antara satu dengan yang lainnya. 
Agama ibarat suatu taman yang penuh dengan segala macam bahan-
bahan makanan, sedangkan negara dianggap sebagai pagar dari taman 
tersebut. Taman tidak akan berarti positif kalau tidak mendatangkan 
keindahan dan kesenangan, dan jika taman tidak mempunyai pagar maka 
akan sia-sialah segala tanaman di dalamnya”.1 Demikian juga Ibn Qayyim 
menegaskan: “Janganlah dikatakan bahwa politik yang adil bertentangan 
dengan agama. Politik sejalan dengan agama, bahkan politik itu adalah 
bagian dari agama. Walaupun kita menamakannya dengan siyasah, tetapi 
politik itu hanyalah sekadar mengikuti pemakaian yang umum terhadap 
istilah tersebut, sedangkan arti yang terkandung dalam perkataan siyasah 
adalah keadilan Tuhan dan rasulnya.2 Di samping itu seorang ulama dan 
pakar Islam di Mesir Abdul Muta’al Shu’aidi dalam bukunya, Dirasat 
al-Islamiyyah menegaskan bahwa apabila kita menganalisis sejarah para 
nabi, kita akan dapat memahami bahwa hanya dua orang rasul saja yang 
merangkap dua fungsi: membawa syariat agama dan memerintah, kedua 
rasul itu membawa agama yang diturunkan Tuhan, dan diperintahkan 
pula melakukan perjuangan untuk menegakkan suatu negara yang akan 
melindungi ajaran agama yang dibawanya. Kedua rasul itu ialah Nabi Musa 
as., dan Nabi Muhammad Saw. Bahkan kita juga menyaksikan bahwa 
masyarakat Islam ketika mencatat dan mengabadikan sesuatu kejadian 
dalam masyarakat, selalu didasarkan kepada hal-hal atau kejadian yang 
terkandung unsur politik dan agama di dalamnya. Misalnya, tahun baru 
Islam tidak didasarkan kepada tahun kelahiran Rasulullah Saw., seperti itu 
juga tentang tahun penerimaan wahyu oleh baginda, sebaliknya tahun baru 
Islam telah didasarkan kepada tahun penghijrahan Rasulullah Saw., dari 
Makkah ke Madinah. Penghijrahan ini penting karena umat Islam mendapat 

1Zainal Abidn Ahmed, Ilmu Politik Islam: Konsepsi Politik dan Ideologi Islam, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 27-28.

2Ibid.
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kebebasan dalam penyebaran ajaran Islam di samping diperbolehkannya 
mereka untuk bersatu dalam usahanya melahirkan sebuah masyarakat 
yang disebut sebagai “ummah” yang dianggap sebagai asas yang membawa 
kepada usaha untuk melahirkan sebuah negara berdaulat yang disebut 
dengan “negara Islam” yang pertama di kota Madinah. Syariat negara di 
dalam Islam hendaklah berdasarkan kepada persetujuan atau musyawarah 
dan walau bagaimanapun pemikiran tentang negara Islam yang berdasarkan 
sepenuhnya kepada syariat hanya dapat diwujudkan selama empat puluh 
tahun saja, yaitu semasa zaman Rasulullah Saw., dan zaman pemerintahan 
khulafaurasyidin (1-40 H/622-661 M).3 Pemikiran ini berangsur-angsur 
lemah setelah Mu’awiyyah melakukan kudeta pada tahun 40 H/661 M. 
Walaupun syariat harus disahkan dalam kehidupan orang Islam sehari-hari 
setelah Mu’awiyyah memerintah, namun pelaksanaannya hanya terbatas 
kepada bidang kehakiman biasa dan bidang spiritual.

Pelanggaran utama terhadap syariat oleh Mu’awiyyah adalah dalam 
bidang perundang-undangan. Kudeta kekuasaan yang dilakukannya 
secara tidak langsung telah mengesampingkan pemikiran tentang 
pemerintahan melalui permufakatan dan permusyawaratan seperti yang 
dinyatakan dalam Al-Qur’an. Berawal dari peristiwa ini umat Islam 
sudah tidak mampu lagi untuk melahirkan kembali pemikiran tentang 
pemerintahan melalui permusyawaratan setelah Mu’awiyyah berkuasa.4

Perbedaan di antara pemikiran perundang-undangan syariat 
dengan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Khalifah Mu’awiyyah 
telah menimbulkan suatu permasalahan tentang undang-undang 
dan moral bagi umat Islam di sepanjang zaman. Bagaimana mungkin 
keabsahan dan legitimasi pemerintah yang tidak pernah didasarkan 
kepada permusyawaratan dan kemufakatan serta tidak disesuaikan 
dengan perintah syariat, yang menetapkan supaya pemerintah dilahirkan 
atau diwujudkan melalui persetujuan dan permusyawaratan? Sebagian 
masyarakat Islam beranggapan bahwa praktik pemerintahan seperti ini 
sebagai pelanggaran terhadap syariat. Percepatan proses sekularisasi 
semenjak permulaan zaman kolonial telah meningkatkan lagi dilema ini. 
Proses sekularisasi berlangsung terus sehingga melemahkan semangat 
untuk melahirkan undang -undang syariat sebagai asas moral dan 

3Lukman Thaib, Syura dan Aplikasinya dalam Sistem Pemerintahan Masa Kini, 
(Kuala Lumpur: Penerbit Elman, 1995), hlm. 2.

4Ibid.
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undang-undang keseharian umat Islam. Kerenggangan yang semakin 
jelas di antara kehidupan yang berlandaskan syariat dengan kehidupan 
keseharian dalam aktivitas bermasyarakat dan bernegara tentu saja 
membahayakan Islam dan identitas penganutnya.

Dari segi sejarah, reaksi terhadap terjadinya kerenggangan itu 
berangsur-angsur untuk dikurangi dengan memperhatikan ajaran 
Islam walaupun banyak perbedaan analisis, yaitu dari yang dapat 
dilihat dan dianalisis mulai dari penyesuaian dan peninggalan hingga 
kepada penolakan yang sepenuhnya. Namun demikian, keinginan 
untuk melahirkan kembali sistem pemerintahan yang berlandaskan 
syariat semakin kuat dan dianggap sebagai sumber ketegangan dalam 
masyarakat Islam. Pada hakikatnya, permintaan ini menjadi penyebab 
utama terhadap ketidakstabilan dalam masyarakat Islam.

Walaupun melahirkan kembali pemerintahan Islam dianggap 
sebagai langkah utama ke arah kehidupan Islam yang sebenarnya. 
Bagaimanapun, syariat tidak menjelaskan sistem politik terperinci 
yang dapat dilaksanakan pada setiap zaman dan keadaan. Syariat 
hanya menyediakan kerangka kerja yang luas yang terdiri dari perintah 
Allah yang dapat disesuaikan mengikuti perubahan masa dan waktu. 
Orientasi syariat ini mensyaratkan bahwa tuntutan untuk melahirkan 
kembali perundang-undangan Islam hendaklah disertakan dengan usaha 
secara ilmiah untuk mengaitkan pemikiran perundang-undangan Islam 
dengan keperluan saat ini. Walau bagaimanapun, para ulama mengalami 
kegagalan dalam hal ini. Tuntutan mereka secara terus-menerus untuk 
melahirkan kembali perundang-undangan Islam mengalami kegagalan 
disebabkan ketiadaan program tindakan yang berarti dalam usaha 
menyesuaikan prinsip perundangan syariat dengan perubahan keadaan. 
Kebanyakan penulis dan pakar Islam hanya menyebutkan ketetapan 
perundangan Islam, akan tetapi mereka tidak dapat menjelaskan 
ketetapan tersebut untuk dapat dilaksanakan secara praktis. Kelemahan 
ini telah mengurangi kesan praktis terhadap tuntutan tersebut dan 
meminimumkan pencapaian sejarahnya.

Menurut pandangan kami, ancaman yang dihadapi oleh orang 
yang ingin menegakkan kembali perundangan Islam bukan saja untuk 
menyusun dan membuat perundangan Islam yang berasal dari syariat, 
tetapi juga untuk menyesuaikannya dengan kehidupan masyarakat 
saat ini.
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C. Politik Menurut Perspektif Barat dan Islam
1. Menurut Perspektif Barat

Perkataan “politik” adalah satu perkataan yang diambil dari bahasa Yunani, 
yaitu “polis” yang memiliki arti “sebuah kota” atau “a city”.5 Pada mulanya 
dalam pembentukan sebuah “negara kota” bangsa Yunani beranggapan 
bahwa dunia ini hanya seluas negeri mereka saja yang disebut dengan 
“city state”, oleh karena itulah mereka telah memusatkan segala aktivitas 
bernegara dan masyarakatnya dalam sebuah ibu kota yang disebutkan 
dengan Athena. Walau bagaimanapun beberapa abad kemudian beberapa 
kota baru telah muncul, seperti Sparta, Thesallia, Corynthe, Mylithos 
dan juga kota Samos, dan dalam usahanya untuk mempertahankan diri 
dari serangan bangsa luar akhirnya semua kota-kota tersebut termasuk 
Athena bersatu ke dalam satu perhimpunan negara bangsa. 

Walaupun dengan adanya penyatuan beberapa kota tersebut, wilayah 
pemerintahan menjadi bertambah luas, akan tetapi namanya tetap tidak 
berubah, yaitu “polis” yang diberi arti sebagai “pengelolaan kenegaraan”. 
Di samping penggunaan kata “polis”, dalam bahasa Yunani juga telah 
digunakan dalam beberapa perkataan itu, seperti “politikos” atau “politica” 
yang berarti “mengelola pemerintahan” atau politik. Berasaskan kepada 
perkataan politik seperti disebutkan di atas akhirnya lahirlah beberapa 
tokoh falsafah yang menulis buku-buku mereka berkaitan dengan ilmu 
pemerintahan dengan menggunakan istilah politik. Misalnya Aristoteles 
(384-322 SM) dalam usahanya untuk memopulerkan penggunaan kata 
politik yang bermaksud ilmu pemerintahan, telah menuliskan sebuah 
buku yang berjudul Politics. Begitu juga halnya dengan Plato (427-347 
SM) dengan bukunya yang berjudul Politeia. Kedua buku tersebut 
merupakan sumber utama yang merintis jalan dalam ilmu pengetahuan 
politik menurut pandangan Barat. Suatu hal yang perlu kita ketahui di 
sini, bahwa definisi perkataan politik yang diberikan oleh kedua ahli 
falsafah Barat itu “agak sempit” dengan memberi fokus analisisnya 
pada analisis “state organization” saja dan hanya sesuai dengan dimensi 
ilmu politik yang sezaman dengan masa hidup mereka. Oleh karena itu, 
definisi politik menurut konsep Aristoteles dan Plato adalah sebagai 
“penganalisisan tentang pemerintahan ataupun tinjauan tentang 

5Abdul Rashid Moten, Political Science: An Islamic Perspective, (London: 
Macmillan Press Ltd., 1996), hlm. 17.
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kegiatan yang melibatkan semua masalah yang berhubungan dengan 
pemerintahan, yaitu bentuk, struktur, fungsi, dan juga dasar-dasar 
pendirian negara dan pemerintahan”.6

Di zaman modern ini telah banyak para ahli dan pakar ilmu politik 
Barat merasakan bahwa definisi politik yang diberikan oleh kedua tokoh 
di atas tidak lagi mencerminkan keseluruhan makna dari perkataan ilmu 
politik pada masa sekarang. Oleh sebab itulah, lahir beberapa pakar dan 
ahli ilmu politik modern yang telah berusaha untuk menyusun kembali 
definisi politik sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Untuk 
mengisi kekosongan tersebut Robert A. Dahl di dalam bukunya Modern 
Political Analysis telah mendefinisikan politik sebagai: “Any persistent 
pattern of human relationship that involves, to a significant extent, power, 
rule or authority”.7 Politik adalah sesuatu yang melibatkan pengawasan, 
pengaruh, kekuasaan, dan juga kewenangan. Harold D. Laswell telah 
mendefinisikan politik dalam bukunya Power and Society sebagai: “Suatu 
analisis empirikal tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan”.8

Satu lagi definisi yang lengkap telah diberikan oleh Bernard Crik 
dalam bukunya, In Defence of Politic sebagai: “Satu kegiatan tentang 
pembagian kekuasaan di dalam sesuatu unit pemerintahan”.9 Menurut 
Crik pembagian kekuasaan ini juga melibatkan sifat tawar-menawar dan 
dilakukan untuk menjaga kebaikan dan keutuhan seluruh masyarakat. 
Sebagai kesimpulan dari definisi-definisi yang telah disebutkan di atas 
dapat kita nyatakan bahwa penggunaan istilah politik terkandung 
maksud bahwa definisi itu mencakup faktor-faktor pembagian kekuasaan, 
penganalisisan pemerintahan dan juga tingkah laku manusia dalam 
masyarakat agar perbedaan kepentingan dapat diselesaikan dengan baik.

2. Menurut Perspektif Islam

Menurut penganalisisan dalam perspektif Islam, perkataan “siyasah” 
adalah bahasa Arab yang berasal dari perkataan “sasa”, “yasus” dan 

6K. Ramanathan, Asas Sains Politik, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn 
Bhd, 1997), hlm. 25.

7A.R. Dahl, Modern Political Analysis, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1979), 
hlm. 6. 

8Harold D. Laswell, Power and Society, (London: George Allen and Unwin, 
1957), hlm. 2.

9Bernard Crik, In Defence of Politic, (London: Methuen, 1962), hlm. 21.
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“strategi” yang artinya menurut arti kata jika digunakan pada binatang 
akan berarti sebagai “menjaga atau berternak”. Jika digunakan pada 
manusia ia akan memiliki arti menjaga dan melayani/melaksanakan 
suatu urusan.10 Penggunaan pertama kali kata “siyasah” yang berarti 
“ilmu pemerintahan” atau “segala hal yang berkaitan dengan 
pemerintahan”, dapat kita temukan dalam sebuah hadis Rasulullah 
Saw., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, 
seperti berikut ini: “Kanat Banu Isra’da Tasusuhum al-Anbiya” (Kaum Bani 
Israil (Yahudi)) siyasah (hal-hal pemerintahan) mereka dipimpin oleh 
para nabi.11 Al-Qisthillam dan Imam al-Nawawi mengatakan bahwa 
perkataan “Tasusuhumal-Anbiya” memiliki arti para nabi adalah orang 
yang diberi tanggung jawab untuk mengurus pemerintahan kaum 
Bani Israil, seperti apakah setiap kepala negara melayani kepentingan 
rakyat mereka.12 Para pakar dan ulama Islam sangat menyadari akan 
kepentingan ilmu siyasah dalam kehidupan sebuah negara. Oleh sebab 
itulah, Kurdi Ali dalam bukunya Aqwaluna wa Af ’aluna (teori-teori dan 
praktik-praktik kita) menjelaskan: Wahajatu al-Umami Ila al-Siyasati 
Kahajatiha Ila al-Ma’i Wa al-Hawa’i yang berarti: “Kebutuhan bangsa-
bangsa akan politik, sama dengan kebutuhan manusia kepada air 
dan udara”. Beliau telah mendefinisikan perkataan siyasah sebagai: 
“Ilmu pemerintahan yang harus dimiliki oleh para ahli yang betul-
betul menguasai dasar-dasar pengetahuan dan peraturan-peraturan 
dalam negara”.13 Di sini sangat jelas bahwa perkataan “siyasah” kalau 
diperhatikan pada asal penggunaannya hanyalah diperuntukkan untuk 
“ilmu pemerintahan”, seperti penggunaan perkataan “politik” dalam 
konsep Barat.

Seperti para pakar dan ahli dari dunia Barat, ulama-ulama Islam 
juga berusaha untuk memopulerkan penggunaan kata “siyasah” sebagai 
perkataan yang memberi makna “politik” melalui karangan-karangan 
tulisan mereka. Di antara karya-karya ulama Islam yang terawal dalam 
ilmu politik yang menggunakan perkataan “siyasah” ialah tulisan Abu 
Hasan al-Ahwazi dengan judulnya, Tahzib al-Siyasah (Pendidikan Politik), 

10Fuad Ifram al-Bustani, Munjid al-Tullab, (Cairo: Dar al-Falah, 1956), hlm. 341.
11Diambil dari Zainal Abidin Ahmed, Ilmu Politik Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1977), hlm. 30. 
12Ibid.
13Mohd. Kurdi Ali, Aqwaluna wa Araluna, (Cairo: Dar al-Mukhtar al-Islami, 

1946), hlm. 244.
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yang ditulisnya pada tahun 446 H. Setelah itu beberapa karya lain juga 
telah muncul, seperti Al-Risalah al-Bir fi al-Siyasah (Risalah Kebaikan 
tentang Ilmu Politik) dan juga Al-Siyasah al-Ammah (Politik Umum). 
Kedua karya tersebut telah dihasilkan oleh Al-Kindi dalam tahun 866 H. 
Setelah wafatnya Al-Kindi, anak murid beliau juga turut menghasilkan 
karya politiknya dengan judul, Kitab al-Siyasah al-Kabir (Kitab Besar Ilmu 
Politik) dan Kitab al-Siyasah al-Saghir (Kitab Kecil tentang Ilmu Politik).14 
Keempat buku di atas dianggap sebagai kamus ilmu politik dalam Islam.

Walau bagaimanapun di zaman modern ini ulama-ulama Islam 
tidak lagi mendefinisikan perkataan “siyasah” dalam konteks ilmu 
pemerintahan di zaman Rasulullah Saw. Sebaliknya kebanyakan 
ulama dan pakar Islam modern, seperti Abdul Wahhab al-Khallaf telah 
mendefinisikannya sebagai: “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi 
negara Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindar 
dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat yang 
umum”. Yang dimaksudkan dengan “masalah-masalah yang umum” bagi 
sebuah negara adalah setiap pekerjaan yang memerlukan pengaturan, 
baik mengenai perundang-undangan, masalah harta benda, dan juga 
kebijaksanaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, apakah yang 
berkaitan dengan masalah-masalah dalam negeri ataupun permasalahan 
luar negara”.15 Dengan pengertian “siyasah” seperti yang telah dijelaskan 
di atas, adalah sesuai untuk menyebutkan bahwa inisiatif Rasulullah 
Saw., dalam mempersatukan pengikutnya dan juga golongan lain yang 
terdiri dari berbagai budaya dan etnis di kota Madinah, ke dalam satu 
bentuk masyarakat yang teratur dan tertata dengan baik dan dapat 
berdiri sendiri sehingga menjadi sebuah negara, yang berdaulat di 
bawah pimpinan beliau, adalah jelas hanya sebagai suatu praktik politik 
untuk mencapai tujuannya dalam mewujudkan sebuah negara Islam 
yang pertama di dunia.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa ulama-ulama Islam yang hidup 
di abad yang kesembilan belas kebanyakannya telah menerjemahkan 
perkataan “polis”, “politique”, dan “politics” secara harfiah ke dalam 
bahasa Arab yang disebutkan dengan “siyasah”. Kedudukan yang 

14Lukman Thaib, Catatan Kuliah Pemikiran Politik dalam Islam, (Bangi: Universiti 
Kebangsaan Malaysia, tt.).

15Abdul al-Wahhab al-Khallaf, Ilmi al-Ushul al-Fiqh, (Cairo: Dar al-Mukhtar 
al-Islami, 1956), hlm. 34-35.
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sesungguhnya berlainan dengan arti kata yang sebenarnya seperti yang 
terdapat dalam konsep perkataan siyasah menurut Islam. Ini karena di 
dalam konteks Islam konsep siyasah yang sebenarnya meliputi berbagai 
macam aspek politik. Sarjana Islam yang tergolong dalam golongan 
Ikhwanus Safa telah membagi isi perkataan “siyasah” itu kepada lima 
bagian: 1. Al-Siyasah al-Nabawiyyah (Politik Para Nabi), 2. Al-Siyasah 
al-Mulukiyyah (Politik tentang Sistem Pemerintahan Kerajaan), 3. Al -
Siyasah al-Ammah (Politik Secara Umum), 4. Al-Siyasah al-Khassah (Politik 
Khusus), 5. Al-Siyasah al-Zatiyyah (Politik Pribadi).16 Dengan melihat 
kepada perincian yang luas itu kita dapat membuat suatu kesimpulan 
bahwa apa yang dimaksud dengan kata politik dalam konsep Barat 
adalah satu aspek dari kata siyasah di dalam politik Islam.

D. Ilmu Politik Sebagai Cabang Ilmu Fikih dan Ahkam 
al-Syar’iyyah

Oleh karena keterikatan ilmu politik dengan agama di dalam Islam 
seperti yang telah dijelaskan di atas. Para ahli dan ulama Islam di zaman 
dahulu telah meletakkan ilmu politik sebagai subbidang ilmu yang 
begitu luas bidangnya. Dengan kata lain ilmu politik tidak dipelajari 
sebagai satu disiplin ilmu yang tersendiri.

Secara khusus pemikiran politik di zaman klasik Islam telah 
didiskusikan sebagai subbidang dari disiplin ilmu fikih ataupun ilmu 
ushul  fikih. Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa ahli fikih seperti Abu 
Hanifah (699-767 M) telah meletakkan perbincangan yang berkaitan 
dengan konsep kedaulatan (al-Hakimiyyah atau al-Siyadah), serta fokus 
analisis terhadap pelaksanaan sistem perwakilan politik (al-Syura) dalam 
satu bab yang disebutnya dengan al-Imamah.

Demikian juga halnya dengan Imam al-Syafi’i ketika mengarang 
kitab fikih beliau yang berjudul, Al-Umm telah meletakkan ilmu politik 
yang meliputi berbagai aspek di dalam bab-bab seperti: bab al-siyar 
(berkaitan dengan hubungan antarbangsa), demikian juga dengan bab 
fi ahli al-dar al-Islam (hak warga negara yang beragama Islam), bab fi 
ahli al-dar al-herb (hak masyarakat yang tertawan dalam peperangan), 
bab al-dar al-’and (hak masyarakat yang mempunyai perjanjian dengan 

16Lulamn Thaib, Catatan Kuliah Pemikiran Politik dalam Islam, (Bangi: Universiti 
Kebangsaan Malaysia, tt.).
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negara Islam), di samping bab diyatu ahli al-zimmah (hak warga negara 
yang bukan Islam di dalam negara Islam).

Di antara faktor yang menjadikan ilmu politik tidak dipelajari 
sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena pada zaman 
awal Islam ahli-ahli fikih adalah satu-satunya golongan ilmuwan yang 
dianggap sebagai ahli dan pakar yang dapat menetapkan undang-
undang untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat. Di samping 
itu lahirnya suatu undang-undang juga menurut mereka merupakan 
sebagai prasyarat untuk dapat melahirkan “kestabilan politik” dalam 
sebuah masyarakat ataupun negara dan kestabilan politik itu juga adalah  
prasyarat untuk menghasilkan suatu teori politik dan pemerintahan 
yang disebutkan dengan Siyasah al- Syar’iyyah.

E. Ilmu Politik Sebagai Satu Disiplin Ilmu yang Berdiri 
Sendiri

Di zaman awal keberadaan agama Islam seperti yang telah disebutkan di 
atas ahli-ahli fikih (al-fuqaha), adalah satu-satunya golongan cendekiawan 
yang dianggap sebagai golongan yang menggariskan bermacam-macam 
bentuk undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan 
sehingga dapat melahirkan suatu teori politik atau pemerintahan yang 
disebut dengan Siyasah al-Syar’iyyah. Di samping golongan fukaha itu 
sebagai pakar dalam ilmu politik mereka juga telah turut aktif dalam 
politik negara melalui dialog dan perbincangannya dengan negarawan 
yang berkemampuan dari segi intelektual untuk sama-sama berdiskusi 
dengan para cendekiawan Islam pada zaman tersebut. Para ulama -ulama 
fikih pada waktu itu telah dianggap sebagai pemimpin masyarakat 
yang menjadi pedoman masyarakat dalam penyelesaian masalah yang 
timbul pada kehidupan umat Islam pada waktu itu. Dengan suasana 
perkembangan pemikiran yang seperti itu jelas bahwa para ahli dan ulama 
Islam tidak pernah diancam oleh ide-ide pemikiran dari luar lingkungan 
mereka sehingga menyebabkan disiplin ilmu politik tetap bertahan dalam 
bentuk susunan dan metodologi keilmuan yang lama, yaitu dengan 
meletakkannya sebagai subbidang dari ilmu fikih, ataupun al-Ahkam 
al-Syar’iyyah pada umumnya. Bagaimanapun keadaan seperti ini tidak 
dapat bertahan lebih lama oleh karena ancaman kekuasaan kolonialisme 
dan imperialisme penjajah Barat. Mereka datang ke dunia Islam dengan 
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membawa kebijakan-kebijakan yang bersifat depolitisasi terhadap sistem 
Islam itu sendiri yang didasarkan pada pemahaman, bahwa Islam itu 
sendiri sebagai satu kekuatan yang dapat mengancam keagungan sistem 
pemerintahan dan politik yang dibawa oleh mereka itu.

Sebagai usaha untuk menyaingi kekuasaan Barat serta mengantisipasi 
ancaman sistem pemerintahan dan politik yang bersifat sekuler, 
akhirnya para pakar dan ulama Islam merasa diri mereka mendapat 
ancaman dan menyebabkan mereka juga harus dapat menghasilkan 
suatu metodologi penulisan yang baru dalam bidang pemikiran politik 
Islam yang sebanding dengan metodologi yang dibawa oleh orang Eropa 
pada waktu itu.

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka lahirlah beberapa pemikir 
dan ulama Islam yang berusaha ke arah tersebut, seperti Imam al-
Mawardi (459/1057 M) dengan bukunya Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beliau 
dianggap sebagai pemikir Islam pertama yang menganalisis bidang ini 
secara komprehensif dan sistematik serta sebagai satu disiplin ilmu yang 
tersendiri. Kemudian diikuti pula oleh Ibn Taimiyyah (728/1328 M) 
yang merupakan ulama pertama yang memperkenalkan istilah “Siyasah 
al-Syar’iyyah” secara lebih khusus bagi ilmu politik Islam melalui buku 
tersebut. Bahkan tidak kurang penting juga satu lagi karya Ibn Qayyim 
al-Jauziyyah dalam abad ketiga belas Masehi di bawah judul Al-Turuq 
al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah.

Melalui penggunaan istilah baru itu “al-Siyasah al-Syar’iyyah” 
menjadikan ilmu politik dalam Islam telah dapat memberi bentuk yang 
lebih sempurna dan menggambarkan sebagai satu disiplin ilmu yang 
tersendiri dalam hierarki keilmuan Islam. Al-Siyasah al  Syar’iyyah di sini 
pada dasarnya ialah sistem politik syariat atau “sistem pemerintahan 
berdasarkan undang-undang syariat”. Menurut Imam al-Ghazali 
politik yang paling tinggi ialah “Siyasah al-Nabawiyyah” atau “Siyasah 
al-Syar’iyyah” ini disebabkan politik dapat menjamin kestabilan dan 
kemakmuran di dunia di samping itu juga kebahagiaan di akhirat.17 
Para sarjana Islam modern telah mendefinisikan “Siyasah al-Syar’iyyah” 
sebagai: “Kelonggaran atau kekuasaan yang diberikan kepada penguasa 
untuk mengambil suatu tindakan atau pendirian atas dasar kepentingan 

17Lukman Thaib, Political System of Islam, (Kuala Lumpur: Penerbit Amal, 
1994), hlm. 6.
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umat (maslahah), walaupun tidak ada dalil yang khusus mengenainya, 
asalkan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama”. Ataupun 
secara lebih singkat dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membicarakan 
pengaturan masalah-masalah dalam pemerintahan atau kerajaan Islam.

F. Kesimpulan
Pemikiran dan penganalisisan politik, apakah itu menurut perspektif 
Barat ataupun Islam, merupakan satu kesatuan yang memiliki jalinan 
di antara pemikiran, doktrin, konsep, dan juga teori tentang asal mula 
lahirnya institusi negara. Bagaimanapun dari segi doktrin dan falsafah 
pemikiran politik Barat berbeda dengan pemikiran politik Islam. Hal ini 
dapat kita lihat di mana pemikiran politik Barat didasarkan atas dasar 
falsafah Yunani, sedangkan pemikiran politik Islam merupakan hasil 
dari  jalinan antara wahyu dan akal yang telah dipopulerkan oleh ahli-
ahli dan pakar Islam di masa yang silam. Pemikiran politik Barat juga 
merupakan satu pemikiran yang didasarkan atas dasar pemisahan nilai 
agama dalam menanggapi permasalahan keduniaan. Adapun pemikiran 
politik Islam tidak dapat menerima pemisahan-pemisahan agama 
dengan masalah kenegaraan, ini karena Islam berpendapat bahwa semua 
kegiatan yang bersifat keduniaan ataupun bersifat kebendaan terdapat 
juga di dalamnya asas dan nilai kerohanian. Di samping itu, pemikiran 
politik Barat juga lebih mementingkan kebendaan dalam permasalahan 
politik mereka, dunia Barat menentang kebesaran Allah yang dianggap 
oleh orang Islam sebagai pembuat undang- undang yang melimpahkan 
kedaulatan kepada rakyat.

Dalam usaha kita untuk menganalisis perkembangan pemikiran 
politik Islam saat ini penting bagi kita mengambil penganalisisan 
pada pemikiran politik Islam di zaman klasik. Pemikiran politik Islam 
di masa silam pada umumnya terdiri dari dua tingkatan, pertama 
disebutkan dengan fase yang berorientasikan syariat (syariatic trend), 
dan yang kedua dianggap sebagai fase yang berorientasikan falsafah 
(philosophical trend). 

Di antara ahli-ahli, ulama, dan pakar Islam yang dianggap sebagai 
perintis dalam syariatic trend ini terdiri dari: Imam al-Mawardi, Imam 
al-Ghazali, Ibn Jama’ah, dan juga Ibn Taimiyyah. Adapun yang dianggap 
sebagai pelopor dalam philosophical trend terdiri dari: Al-Farabi dan Ibn 
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Sina Fini. Ke semua ahli-ahli falsafah berusaha untuk menggabungkan 
ilmu politik dengan falsafah.

Adapun lahirnya pemikiran politik Islam modern hanya berawal 
setelah pembubaran tren khalifah (1924 M), dan juga karena semakin 
kuatnya kekuasaan penjajah Barat ke dunia Islam. Sebagai reaksi 
terhadap situasi ini pemikir-pemikir Islam menolak pengaruh penjajah 
Barat dan meminta ulama dan pakar Islam supaya memikirkan sejak 
awal usaha untuk pembentukan sistem politik di dunia Islam. Usaha ini 
telah diawali oleh beberapa pemimpin pembaharuan pemikiran Islam, 
seperti Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad 
Rashid Rida, di samping itu semua sarjana ini juga telah menjadi 
pendiri gerakan salaf. Oleh karena itu, pemikiran politik Islam di zaman 
modern ini adalah satu usaha untuk mencari sistem pemerintahan yang 
berasaskan kepada prinsip-prinsip Islam untuk menggantikan sistem 
negara bangsa yang lahir di dunia Islam zaman ini.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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A. Pendahuluan
Dalam bab pertama kita telah membahas dan dapat memahami apa yang 
dimaksud dengan ilmu politik menurut perspektif Islam, dan dapat kita 
ketahui ternyata perkembangan ilmu politik telah melalui satu masa 
dan tahapan perubahan yang pada akhirnya menjadikan sebagai satu 
disiplin ilmu yang berdiri sendiri yang disebutkan dengan “Siyasal al-
Syar’iyyah”. Dalam bab yang kedua ini kita akan mempelajari tentang 
hukum membuat institusi negara menurut pemikiran politik Islam. 
Hal ini penting karena tidak terdapatnya perkataan negara di dalam 
Al-Qur’an ataupun Hadis Rasulullah Saw.

B. Teori Lahirnya Negara
Menurut perspektif dan pemikiran dunia Barat lahirnya negara dalam 
suatu masyarakat merupakan sesuatu yang telah tersedia dalam diri 
manusia semenjak kelahirannya di muka bumi. Para ahli dan pakar 
falsafah Yunani, seperti Aristoteles menyatakan bahwa: “Manusia 
sejak awal kelahirannya adalah makhluk berpolitik atau makhluk 
bermasyarakat yang ditakdirkan harus hidup bersama dalam suatu 
masyarakat. Hanya Tuhan dan binatang menurutnya yang dapat hidup 

2

RASIONALITAS LAHIRNYA 
NEGARA DALAM PEMIKIRAN 
POLITIK ISLAM
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dan tinggal di luar suatu komunitas masyarakat”.1 Dari pandangan 
Aristoteles jelas bahwa lahirnya keinginan untuk bernegara itu adalah 
sesuatu yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, dengan demikian 
hubungan di antara lahirnya sebuah negara dengan manusia bukanlah 
karena adanya suatu persetujuan, akan tetapi karena memang manusia 
itu sendiri yang  sejak kelahirannya adalah sebagai masyarakat politik. 
Sarjana Islam juga turut memberi pemikiran mereka, di antaranya 
Al-Farabi yang memberikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa 
manusia menurut fitrahnya memiliki keinginan dalam hidupnya 
untuk bermasyarakat guna mencapai kesempurnaan hidup yang 
terbaik. Bagaimanapun apabila diperhatikan keahlian dan kemampuan 
yang dimiliki oleh seseorang manusia itu adalah terbatas, maka ia 
memerlukan manusia yang lain untuk mencapai cita-citanya.2 Sangat 
jelas bahwa setiap manusia itu dari segi kemampuannya adalah 
berbeda di antara satu dengan yang lainnya, maka untuk mencapai 
kesempurnaan hidup mereka sangat memerlukan adanya hubungan 
kerja sama di kalangan mereka dengan saling memberi dan menerima di 
antara sesama mereka untuk terpenuhinya kebutuhan dalam kehidupan 
mereka. Menurut Al-Farabi lahirnya sikap ingin bekerja sama dan 
juga berorganisasi secara harmonis di antara sesama manusia, akan 
memudahkan mereka mencapai tujuan hidup mereka, dan hal ini 
memerlukan adanya satu institusi yang disebutkan dengan “negara”. 
Lahirnya suatu negara memerlukan suatu undang-undang yang akan 
menjamin terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat 
tersebut. Pandangan yang sama dengan pandangan Al-Farabi, dikatakan 
oleh Rosenthal dalam alasannya tentang kelahiran suatu negara, 
Rosenthal menjelaskan bahwa: “Man is, therefore, a part of the state, he 
cannot live without it and he must contribute his share to its maintenance and 
functioning in his own as well as a whole. To be a citizen is part of the purpose 
of man”. Pandangan Rosenthal memiliki kesamaan dengan apa yang 
telah dikatakan oleh Plato yang menyatakan: “At the start, a city or 
state in my opinion, comes into being because no one of us is enough in himself. 

1Aristoteles, The Politics, (Baltimore: Penguin Books, 1962), hlm. 28. Diedit 
oleh Earnest Baker.

2Pourghourian, “Political Leadership”, Tesis Ph.D., Chicago University of 
Chicago Press, hlm. 71. 
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Every man is dependent on otherman”.3 Walaupun dari segi rasionalitas 
akan keperluan untuk lahirnya suatu negara, terdapat persamaan di 
antara Al-Farabi dengan Rosenthal dan Plato. Bagaimanapun dari segi 
tujuan kelahiran negara menurut Al -Farabi adalah untuk terbentuknya 
“negara yang terbaik” yaitu “negara yang mempunyai rakyat yang 
memiliki sifat tolong-menolong atas suatu masalah untuk mencapai 
kebahagiaan”.4 Di sini jelas, kebahagiaan adalah sebagai sasaran 
objektif dari tujuan pembentukan negara. Menurut beliau pentingnya 
dijadikan kebahagiaan sebagai tujuan dari lahirnya suatu negara, karena 
kebahagiaan merupakan salah satu dari nilai yang baik (virtue) yang 
sangat diharapkan oleh manusia sepanjang hidupnya. Satu hal yang 
amat penting dalam teori negara menurut Al-Farabi ialah terdapatnya 
penyesuaian antara tujuan asasi hidup manusia dengan tujuan yang 
hendak dicapai melalui pembentukan negara, yaitu kebahagiaan. 
Oleh sebab itulah, negara hanyalah sebagai perantara (wasilah) untuk 
mencapai kebahagiaan atau kesempurnaan hidup umat manusia.

Ibn Taimiyyah (1263-1328 M) berpendapat bahwa: “Seseorang 
manusia itu tidak akan mendapat kesejahteraan, apakah itu di dunia 
ataupun di akhirat, kecuali dengan adanya kesatuan (ijma’), dan melalui 
kesatuan itu akan dapat melahirkan bentuk kerja sama di antara 
anggota kesatuan dalam memenuhi keperluan hidup di samping untuk 
menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang dapat merusak kesatuan 
mereka. Dari rasionalitas ini beliau melahirkan suatu teori tentang 
lahirnya suatu negara.5

Dari sudut pandangan golongan Marxis seperti yang telah 
dirumuskan oleh V.I. Lenin, sebaliknya mengatakan bahwa: “Kelahiran 
negara adalah hasil atau manifestasi dari persaingan antarkelas dalam 
masyarakat yang tidak dapat didamaikan”.6 Pendiri Rusia modern 
ini selanjutnya mengatakan: “Menurut Marx, negara adalah suatu 

3Lukman Thaib, Catatan Kuliah Pemikiran Politik Islam, (Bangi: University 
Kebangsaan Malaysia, tt.).

4Idris Zakaria, Al-Farabi, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), 
hlm. 21.

5Lukman Thaib, The Islamic Polity and Leadership, (Kuala Lumpur: Delta 
Publishers, 1995), hlm. 33-35.

6V.I. Lenin, State and Revolution, (New York: International Publishers, 1981), 
hlm. 6.
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organisasi penguasaan kelas, suatu organisasi pemerasan yang satu 
terhadap yang lain; tujuannya ialah penciptaan ‘ketertiban’ yang 
dibenarkan secara hukum dan dilakukannya pemerasan ini dengan cara 
mengurangi pertentangan di antara kelas-kelas itu”.7 Teori ini bertujuan 
untuk penghapusan negara serta menciptakan suatu masyarakat tanpa 
negara sebagai tingkat terakhir dari revolusi komunis.

Bila dilihat dari sudut pandangan seorang Muslim tentang tujuan 
didirikannya suatu negara, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa: 
“Tujuan pembentukan sebuah negara menurut Islam adalah untuk 
memelihara keamanan dan integrasi negara, menjaga hukum serta 
ketertiban, dan untuk memajukan negara sehingga setiap individu 
dalam negara tersebut dapat merealisasikan seluruh potensinya sambil 
memberikan sumbangan bagi kesejahteraan bersama”.8 Berbeda dengan 
pandangan Marxis, dalam sebuah negara Islam yang sebenarnya, teori 
persaingan kelas, penguasaan kelas, dan teori tentang eksploitasi 
satu kelompok oleh kelompok yang lain, sama sekali tidak dapat 
dilaksanakan karena hal itu sama dengan menghancurkan prinsip-
prinsip dan perintah-perintah moral Al-Qur’an tentang suatu tata 
tertib sosial yang dinamis dan berakhlak. Segala bentuk eksploitasi 
dan dominasi, dari sisi penganalisisan Al-Qur’an, bukan saja tidak 
dibenarkan secara etik bahkan ia juga harus dikutuk secara keras dan 
dikikis habis dengan radikal. Karena semua itu bertentangan dengan 
prinsip kemuliaan manusia.

C. Rasionalitas Lahirnya Suatu Negara
Negara adalah salah satu institusi yang sangat penting dalam suatu 
masyarakat. Oleh sebab itulah, Islam tidak membantah kelahirannya 
yang dianggap bukan saja dapat digunakan sebagai alat dan tempat 
untuk pelaksanaan hukum syariat, bahkan melalui kelahiran negara 
juga nilai-nilai keadilan akan dapat ditegakkan. Terciptanya suatu 
sistem politik yang adil merupakan salah satu tugas kerasulan Nabi 

7Ibid.
8Fazlur Rahman, “The Islamic State”, dalam John Donuhue and John L. 

Esposito (eds.), Islam in Transtition: Muslim Perspectives, (New York: Oxford University 
Press, 1982), hlm. 261-262.
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Muhammad Saw.9 Seperti juga para nabi- nabi yang lain sebelumnya, 
beliau juga telah dapat melahirkan suatu masyarakat politik atau negara 
yang beliau sendiri telah bertindak sebagai pemimpin masyarakat atau 
negara tersebut.

Kekuasaan tidak dianggap sebagai satu perkataan yang kotor 
dalam terminologi pemikiran politik Islam. Sebaliknya masyarakat 
Islam telah mendapatkan penjelasan di dalam Al-Qur’an sebagai 
satu umat yang menggunakan kekuasaan yang ada pada diri mereka 
untuk mengisi kebutuhan dan mencapai kesempurnaan hidup mereka 
dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bermoral.10 
Memiliki kesamaan dengan tujuan ini juga Rasulullah bersabda 
dalam sebuah hadis yang artinya: “Lahirnya suatu kekuasaan politik 
akan memberikan kesempatan kepada suatu masyarakat untuk 
menghapuskan kemungkaran yang tidak dapat dihapuskan melalui 
kegiatan dakwah”.11 Seperti juga kelahiran institusi negara dalam 
suatu masyarakat diperlukan untuk dapat dilaksanakan suatu undang-
undang yang akan dapat menjamin kelangsungan hidup anggotanya 
dengan aman dan harmonis. Bagaimanapun mendirikan sebuah negara 
bukanlah tujuan utama dalam sistem politik ataupun pemerintahan 
Islam. Sebaliknya Islam percaya bahwa setiap reformasi, apakah itu 
yang berkaitan dengan moral, ekonomi, pendidikan, sosial, ataupun 
politik tidak akan mungkin dapat dilaksanakan jika “kekuasaan politik” 
dalam masyarakat berada di tangan pemimpin yang tidak jujur. Oleh 
sebab itulah, mewujudkan suatu “sistem politik” yang adil menjadi 
tujuan penting dalam pemikiran politik Islam. Oleh karena itulah, 
penting sekali kekuasaan politik tersebut. Maka sebagai langkah pertama 
dalam usaha untuk melahirkan masyarakat Madinah ke dalam bentuk 
“ummah”, Rasulullah Saw., telah bersabda yang artinya: “Barangsiapa 
yang memisahkan dirinya dari masyarakat maka ia akan masuk neraka”.12 Atas 
dasar alasan yang diberikan oleh Rasulullah jelas bahwa kehidupan 

9Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Hadid: 25.
10Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Ahzab: 21
11Abdul Qader al-‘Audah, Al-Islam wa Awdha’una al-Siyasiyyah, (Cairo: Dar al-

Mukhtar al- Islami, 1977), hlm. 8.
12Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, (Paris: Center Islamic Cultur, 

1970), hlm. 95. 
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seseorang individu dalam sesuatu masyarakat merupakan hal yang 
berkaitan dengan keimanan dalam Islam.

Berkaitan dengan penekanan akan pentingnya melahirkan suatu 
institusi negara dalam suatu masyarakat Rasulullah telah bersabda: 
“Barangsiapa yang meninggal tanpa mengenal pemimpin mereka (imam) maka 
dia mati dalam kekufuran”.13 Demikian juga dalam kesempatan yang lain 
Rasulullah juga bersabda: “Iza kharaja thalathatun fi safarin fal yuammaru 
ahadahum”,14 yang artinya bahwa: “Jika sekiranya terdapat tiga orang 
yang sedang mengadakan perjalanan (musafir), maka salah seorang di 
antara mereka harus diangkat untuk menjadi pemimpin”.

Berdasarkan kepada hadis-hadis di atas, ahli fikih Islam membuat 
suatu kesimpulan bahwa jika sekiranya wajib bagi sesuatu perkumpulan 
yang terdiri dari tiga orang individu untuk mengangkat seorang 
pemimpin dalam misi mereka, sudah tentulah keperluan akan adanya 
seorang pemimpin dalam suatu institusi pemerintahan adalah wajib. 
Dengan demikian, mewujudkan institusi politik yang disebut sebagai 
“negara” adalah sesuatu yang dituntut oleh akal dan juga menurut 
hukum. Di samping itu kita juga menyadari bahwa Islam sebagai 
al-Din telah mewajibkan kepada penganutnya beberapa kewajiban 
sosial dan juga kewajiban syariat yang mesti dilaksanakan, dan untuk 
terlaksananya kewajiban tersebut diperlukan adanya kekuasaan 
pemerintahan. Berdasarkan kepada prinsip ini jugalah maka tugas 
melahirkan negara dan pemerintahan merupakan suatu kewajiban yang 
dianalisis undang-undang syariat.

Walaupun pada awal kelahiran Islam kita dapat memahami di 
antara perkataan “masyarakat” dengan perkataan “negara” tidak 
terdapat perbedaan. Bahkan tujuan utama dari kedatangan Islam itu 
sendiri adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang beriman 
dan mengamalkan ajarannya dan masyarakat tersebut disebut dengan 
“al mujtama’ al-Islamiy”. Oleh karena itu, kita dapat memahami di antara 
keseluruhan ayat Al-Qur’an yang berjumlah 6.666 ayat semuanya 
hanya sepuluh ayat saja yang menyebutkan tentang permasalahan 
kenegaraan.15 Walau bagaimanapun tidak terdapat satu pun dari ayat-

13Ibid.
14Al-Shawkani, Nayl al-Awtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid 8, hlm. 265.
15Abd al-Wahhab al-Khallaf, Ilmi al-Ushul al-Fiqh, (Cairo: Dar al-Mukhtar al-

Islami, 1956), hlm. 34-35.
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ayat tersebut yang menyebut tentang perkataan “negara” ataupun 
konsep “negara bangsa”, seperti yang ada di zaman modern ini. Oleh 
sebab itulah, konsep “negara” yang disebutkan di dalam bahasa Arab 
sebagai “dawlah”, dalam bahasa Yunani sebagai “polis”, “civitas” dalam 
bahasa Romawi, “etat” dalam bahasa Prancis, “stato” dalam bahasa 
Itali, dan “danda” dalam bahasa Hindu, adalah satu konsep yang lahir 
sebagai konsep yang asas dari perjanjian Westphalia (Treaty of Westphalia) 
yang dibuat pada tahun 1648.16 Dengan demikian, jelaslah bahwa Al-
Qur’an dan Hadis Rasulullah tidak pernah menggunakan perkataan 
“dawlah”, sebaliknya para ahli-ahli fikih Islam telah menggunakan 
istilah “Imamah” atau “Khilafah” yang bermaksud sebagai suatu sistem 
politik atau pemerintahan di dalam Islam. Adapun perkataan “state” 
ataupun “dawlah” di dalam bahasa Arab hanya mulai digunakan di awal 
abad ketujuh setelah hijrah yang berdasarkan kepada kelahiran rezim 
Abbasiyah (132-646 H) setelah dapat menjatuhkan rezim Mu'awiyyah 
(41-132 H). Dengan demikian, lahirlah istilah “Dawlah al-Abbasiyyah”. 
Seperti juga perkataan “dawlah” yang telah dipergunakan di abad ketujuh 
setelah hijrah. Pada abad kedelapan belas telah terdapat istilah yang 
telah mulai muncul sebagai alternatif atas kehancuran sistem khilafah. 
Istilah tersebut ialah “Dawlah al-Islamiyyah”.17 Walaupun di dalam Al-
Qur’an terdapat beberapa ayat yang menyerupai perkataan “dawlah” 
atau “state--negara”, seperti firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 
140 yang berbunyi: “Wa Tilka al-Aiyamu Nudawduhaa Baina al-Naas”, 
yang artinya: “Itulah hari-hari (sejarah atau kehancuran) kami pergantikan 
di antara manusia”.

Demikian juga di dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 berbunyi: “Kay 
Layakuna Duwlatan Baina al-Aghniyai Minkum”, yang artinya: “Supaya 
harta itu (kekayaan) tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di 
antara kamu”.18 Dari dua ayat di atas terdapat arti yang menyatakan 
“perputaran atau peredaran”. Penggunaan perkataan “dawlah” di dalam 
ayat di atas bukan dalam konteks “dawlah” atau “negara”, kecuali sifat 
yang terkandung dalam ayat tersebut di mana kekuasaan dalam suatu 

16Abdul Rashed Moten, Political Science: An Islamic Perspectif, (London: 
Macmillan Press Ltd., 1996), hlm. 86.

17Hamid Enayat, Islamic Political Thought, (Washington D.C.: American Trust 
Publications, 1982), hlm. 69.

18Al-Qur’an al-Karim, Surah Ali Imran: 140, Surah Al-Haysr: 7.
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masyarakat hendaklah “dipergantikan” di kalangan anggota masyarakat, 
tidak hanya tetap dimiliki oleh segolongan orang-orang kaya saja. 
Berkemungkinan orang Arab telah melihat bahwa sifat yang tercipta 
pada “harta” adalah sama dengan sifat yang tercipta pada “kekuasaan 
politik”, yaitu selalu kekuasaan itu “berpindah tangan”, oleh sebab 
itulah mereka pun menggunakan perkataan tersebut secara figuratif 
untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan kekuasaan dari 
kekayaan. Dalam peredaran masa atau perjalanan waktu makna harfiah 
ini telah berkembang untuk menyatakan kekuasaan politik karena 
kekuasaan itu selalu dipergantikan sesuai dengan ketentuan yang 
mengaturnya.

Menurut Dr. Ahmet Dovutoglu bahwa transformasi semantik 
kata “dwl” kepada “dawlah” telah melalui tiga tingkatan. Pertama, 
dawlah digunakan untuk menerangkan tentang perubahan “kekuasaan 
politik”, kemudian dawlah memberi arti kata “berterusan=continuity” 
serta digunakannya sebagai “ultimate political authority”, di tingkat ketiga 
dan terakhir perkataan dawlah itu telah diterima penggunaannya dalam 
konteks “negara” atau “dawlah” dalam bahasa Arab.19

Walaupun istilah “negara” atau “politik” secara jelas tidak 
terdapat di dalam Al-Qur’an, akan tetapi elemen asas dan pokok yang 
memberikan arti pada “kekuasaan politik” dijelaskan dalam Al-Qur’an 
yang sekaligus menjelaskan kata itu sesuatu yang dituntut. Misalnya, 
firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi: “Inniyy 
Ja’iluka Linnasiyy Imaman”, yang berarti: “Aku akan jadikan kamu sebagai 
imam bagi seluruh umat manusia”.20 Demikian juga firman Allah dalam 
Surah An-Nur ayat 55 yang berbunyi: “Wa’ada Allahu al-Laziina Amanuw 
Minkum Waamdu al-Salihati Liyastaghlifannahum fi al-Ardhiyy”, yang artinya: 
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
mengerjakan salat yang berarti bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan 
mereka berkuasa di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang 
sebelum mereka berkuasa”.21

Kebanyakan ahli-ahli tafsir telah setuju untuk menyatakan bahwa 
perkataan “khalifah” di atas antara lain memberi arti sebagai “orang 

19Abdul Rashed Moten, Political Science: An Islamic Perspectif, hlm. 69.
20Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Baqarah: 124.
21Ibid., Surah An-Nur: 55.
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yang menjadi pemimpin dalam masalah alam dan juga urusan umat 
manusia di bumi ini”. Tentu saja dengan adanya abdi negara perlu 
terdapat institusi yang diperlukan oleh pelayanan publik, dan institusi 
tersebut dinamakan dengan negara. Sesuai dengan itu pula Ibn Khaldun 
berkata: “Menciptakan negara yang didasarkan atas tujuan untuk 
mencapai kebaikan dan menghindarkan dari keburukan adalah sesuatu 
yang diperlukan oleh akal”.

Bahkan lebih penting lagi ialah dengan adanya beberapa kewajiban 
agama yang mesti dilaksanakan dalam suatu masyarakat, seperti 
memungut zakat, menghukum penjahat, mengatur pertahanan ataupun 
jihad, dan banyak lagi aspek-aspek yang lain yang semua itu tidak 
mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya satu “kekuasaan politik”. 
Oleh sebab itulah, walaupun perkataan “negara”, tidak disebutkan 
secara nyata dalam Al-Qur'an, tetapi Allah menyadarkan kita akan 
pentingnya “kekuasaan politik” yang harus dimiliki oleh umat Islam 
untuk terlaksananya tuntunan agama.

D. Kelahiran Negara Madinah
Negara merupakan salah satu institusi yang tidak banyak perbedaannya 
dengan beberapa institusi sosial yang lain apabila dilihat dan dianalisis 
dari lahirnya suatu negara. Negara mempunyai rangkaian sejarah 
yang sambung-menyambung akan sebab kelahirannya. Negara lahir, 
berkembang, dan pada suatu waktu nanti akan menjadi kuat dan 
mungkin kemudiannya akan lemah serta bubar dan hancur, yang tinggal 
hanyalah kenangan sejarah.

Biasanya suatu negara itu akan muncul apabila terdapat syarat-
syarat yang cukup bagi sebuah masyarakat untuk kelahirannya. 
Kelahiran sebuah negara sebenarnya merupakan satu peristiwa sejarah 
yang berhubungan dengan “tercipta dan berkembangnya kehidupan 
suatu masyarakat”. Secara tekniknya negara akan lahir dan terwujud 
apabila sebuah masyarakat telah memenuhi syarat-syarat yang cukup 
untuk disebut sebagai sebuah negara.

Para ahli telah banyak mendefinisikan negara dengan bermacam-
macam definisi. Di antaranya ada yang mendefinisikan sebagai: “Suatu 
komunitas politik dengan suatu otoritas tertinggi yang menentukan 
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dan yang menguasai alat-alat yang diorganisasikan untuk memaksakan 
keinginannya atas anggota-anggota komunitas tersebut”.22 Atau secara 
singkatnya menurut Ziya Gokalp negara berarti suatu otoritas publik 
yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan peraturan-peraturan 
hukumnya kepada individu-individu yang keselamatannya berada di 
bawah naungan negara itu.23 Definisi lain, seperti yang tercatat dalam 
Webster’s Dictionary, negara telah didefinisikan sebagai: “Sejumlah 
orang yang mendiami secara permanen suatu wilayah tertentu dan 
diorganisasikan secara politik di bawah suatu pemerintahan yang 
berdaulat yang hampir sepenuhnya bebas dari pengawasan negara 
luar serta memiliki kekuasaan pemaksa demi mempertahankan 
ketertiban dalam masyarakat”.24 Di dalam konstitusi modern dinyatakan 
definisinya sebagai: “Sekumpulan individu yang menetap dalam satu 
daerah (kawasan) tertentu dan mempunyai badan pemerintahan yang 
berdaulat”. “(Organised group of individuals residing in a specific territory, 
who possesses sovereignty over it)”.25 Dari kedua definisi di atas (Webster’s 
Dictionary dan konstitusi modern) menjelaskan kepada kita bahwa 
syarat-syarat lahirnya sebuah negara mestilah ada: 1)sekumpulan 
individu, 2) mesti terdapat daerah atau wilayah tertentu, 3) mesti ada 
kekuasaan pemerintahan yang berdaulat.

Jika syarat yang tersebut di atas menjadi kriteria dalam lahirnya 
sebuah negara, sangat jelas bahwa “masyarakat Islam” di Madinah saat 
zaman Rasulullah telah dapat disebut sebagai sebuah “negara”, baik itu 
menurut terminologi politik ataupun menurut hukum internasional. 
Masyarakat Islam yang diasaskan oleh Rasulullah telah memenuhi ketiga 
syarat yang dinyatakan untuk disebut sebagai sebuah negara, karena:

Pertama, memang di Madinah telah terdapat sekumpulan individu 
yang terdiri dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Kedua, pada tahap 
awal lahirnya masyarakat Islam di Madinah, memang negara Madinah 
tersebut mempunyai pengaruh yang terbatas, di mana orang Makkah 

22Manzooruddin Ahmad, The Classical Muslim State, (Lahore: Islamic 
Publications, 1962), hlm. 83.

23Ziya Gokalp, Turkish Nationalism and Western Civilization, (London: George 
Allen and Unwin Ltd., 1959), hlm. 214.

24Philip Babcock Gove, Webster’s Third New Dictionary of English Language, 
(Massachusetts: G & C Merriam Company, 1961), hlm. 1755.

25Mustafa Kamal, Sharh al-Qanun al-Dustur, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 25.
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tidak menganggap Rasulullah sebagai pemimpin mereka dan hukum 
syariat yang diaplikasikan di Madinah tidak menjadi wajib bagi orang 
Makkah.

Ketiga, masyarakat Islam Madinah juga mempunyai sistem 
pemerintahan tersendiri yang berasaskan kepada undang-undang 
syariat, dan Rasulullah adalah seorang pemimpin negara berdaulat yang 
diakui kekuasaannya oleh negara luar. Keadaan seperti ini membolehkan 
beliau membuat perjanjian (pact) dengan pihak luar yang dianggap 
sebagai perjanjian oleh seorang pemimpin negara yang mewakili seluruh 
negara Madinah yang mesti mereka patuhi, di samping undang-undang 
syariat yang beliau tetapkan juga adalah hasil kemufakatan yang wajib 
diikuti oleh seluruh masyarakat Madinah.

Berdasarkan kepada penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa 
“negara Madinah” merupakan suatu contoh yang paling tua di dunia 
yang dapat dianggap sebagai sebuah “masyarakat politik” yang 
dilahirkan dalam bentuk sebuah negara. Ini karena negara Madinah 
adalah sebuah masyarakat yang berasaskan kepada “rule of law”, dan 
“the supremacy of law” yang merupakan satu faktor yang membedakan 
di antara “sebuah negara” dengan masyarakat politik yang lain.

Bahkan jika kita bandingkan kelahiran negara Madinah dengan 
lahirnya negara lainnya di dalam sejarah dunia, sangat jelas bahwa 
kelahiran “negara Madinah” yang juga disebut sebagai “negara Islam 
yang pertama” bukanlah berlaku secara kebetulan ataupun tanpa adanya 
persiapan terlebih dahulu. Untuk memahami secara lebih mendalam 
terhadap faktor kelahiran “negara Madinah” itu, dan juga berkaitan 
dengan sistem politik dan pemerintahan negara tersebut, perlu bagi 
kita terlebih dahulu memahami sejarah kemunculan Islam itu sendiri.

Nyata sekali bahwa di zaman Makkah, hanya sedikit saja jumlah 
kaum muslimin yang telah menerima agama baru (ajaran Islam) dan 
memercayainya. Mereka tidak mempunyai kawasan untuk pemimpin 
-pemimpin mereka dalam membuat berbagai bentuk kedaulatan 
atau pemerintahan untuk melaksanakan ajaran-ajaran syariat, maka 
mereka tidak melengkapi ketentuan sebagai suatu masyarakat yang 
terlepas ataupun bebas dari masyarakat Makkah keseluruhannya. 
Dengan demikian, jelas bahwa kaum muslimin Makkah ketika itu tidak 
dapat membentuk suatu masyarakat (ummah) atau organisasi politik. 
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Walau bagaimanapun, pemikiran untuk mempunyai wilayah selalu 
menjadi perhatian Rasulullah untuk tujuan dakwah agar Islam dapat 
tumbuh dan berkembang, serta dapat dijadikan landasan operasi untuk 
memperkuatnya. Bahkan beberapa lama sebelum percobaan untuk 
berhijrah ke Madinah, Rasulullah telah bekerja dan berusaha ke arah 
itu, di samping melaksanakan usaha-usaha yang lain.

Rasulullah Saw., menyadari bahwa di zaman Makkah beliau belum 
lagi mempunyai kekuasaan terhadap orang Quraisy untuk melindungi 
mereka yang memercayai Rasulullah, oleh sebab itulah Rasulullah 
mengarahkan kaum muslimin Makkah supaya berhijrah ke Habsyah 
dengan sabdanya yang artinya: “Kamu boleh mundur ke Habsyah yang 
mempunyai raja yang menentang ketidakadilan. Di sana ada semangat 
persaudaraan sehingga Allah membebaskan kamu dari segala tekanan”.26 
Pernyataan terakhir: “Sehingga Allah membebaskan kamu dari segala 
tekanan”, menunjukkan bukti yang jelas bahwa hijrah adalah langkah 
sementara dalam melindungi individu Muslim yang merupakan inti 
pergerakan dakwah dari siksaan dan tekanan orang Quraisy, karena 
Rasulullah sendiri tidak dapat mencegahnya. Sebaliknya orang Quraisy 
menyadari kepentingan penghijrahan ini sebagai suatu persediaan untuk 
masa depan. Ini jelas melalui tindakan Rasulullah untuk menetapkan 
dan melantik anggota-anggota tentara Islam dengan menempatkannya 
jauh dari kaum Quraisy.

Sebenarnya tujuan utama Rasulullah di samping mencari 
perlindungan kepada kaum muslimin di Habsyah dan sokongan dari 
orang Quraisy Makkah, juga untuk mendapatkan tempat yang selamat 
untuk dakwah Islam, dan yang paling penting adalah “tanah” untuk 
kaum muslimin mendapat kedaulatan politik. Bagaimanapun kedaulatan 
politik itu hanya muncul setelah perkembangan masyarakat Islam sejak 
dilaksanakannya penghijrahan dan bertempat tinggal di Madinah tempat 
Rasulullah mulai melaksanakan kekuasaan politik.

Penghijrahan ke Madinah merupakan realisasi dari dua Bai’ah al-
’Aqabah yang dianggap sebagai titik peralihan dalam sejarah Islam dan 
yang menyediakan dasar-dasar untuk kebangkitan negara Madinah. 

26Ibn Hisham, Sirah Ibn Hissham, (Cairo: Dar al-Anjal al-Misriyyah, 1967), 
Jilid 1, hlm. 204.
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Dalam bai’ah pertama, Rasulullah berjumpa dengan seorang lelaki 
yang berikrar kepada Baginda Rasulullah untuk memercayai tauhid 
dan untuk mengikuti dasar-dasar moral yang menjadi asas pokok 
kemuliaan masyarakat. Di dalam bai’ah yang kedua, yang terjadi setahun 
kemudian, yaitu pada musim haji berikutnya, Rasulullah berjumpa 
dengan 73 orang lelaki dan dua wanita. Pada masa itu sebagai tambahan 
kepada syarat-syarat bai’ah pertama dan bai’ah kedua meliputi ikrar 
mereka untuk memberi sokongan dan dukungan ketika situasi aman 
dan juga sewaktu perang untuk menentang musuh-musuh agama 
dan negara yang sedang diinstitusikan itu. Bai’ah ini juga termasuk 
kepatuhan sepenuhnya kepada kebenaran sebagai satu keyakinan untuk 
menyatakan kebenaran.

Dari sudut politik, hijrah ke Madinah adalah hasil dua bai’ah yang 
telah disebutkan di atas, yang dianggap sebagai titik peralihan dalam 
sejarah Islam dan yang menyediakan dasar-dasar untuk kebangkitan 
negara Islam. Bai’ah kedua dan seterusnya hijrah oleh sahabat Rasulullah 
dari Makkah ke Madinah membawa kepada kelahiran masyarakat 
Islam. Setelah peristiwa tersebut dua masalah penting yang membawa 
kebangkitan masyarakat terjadi. Pertama, tentang unsur “hubungan 
antarkawasan”, yaitu untuk mendapat tanah. Orang Islam akan 
merasa selamat dan bermufakat bersama-sama, tinggal di sana serta 
mempunyai kekuasaan di atas setengah sumber-sumber ekonomi. 
Faktor ini memberikan individu suatu perasaan keterpaduan dan 
memiliki niat untuk bekerja sama bagi kebaikan bersama. Unsur yang 
kedua dapat disebut sebagai “kesadaran sosial”, yaitu meletakkan hati 
dan perasaan untuk kebaikan bersama. Dengan rangkaian dua unsur 
tersebut, suatu masyarakat akan memasuki peringkat kelahiran yang 
sebenarnya memiliki kesadaran sendiri dan pengakuan dari pihak lain. 
Walau bagaimanapun, terdapat unsur ketiga yang seandainya berlaku 
akan menukar tingkat suatu masyarakat dari hanya perhimpunan 
manusia kepada “masyarakat politik”. Unsur ini adalah kekuasaan 
politik yang diperoleh oleh masyarakat Islam di Madinah akibat 
penghijrahan Rasulullah ke sana dan karena Baginda Rasulullah 
mendapat pengawalan kekuasaan politik ketika itu. Ini berlaku setelah 
Rasulullah berhijrah dan fakta ini tercatat dalam dokumen yang dibuat 
antara bagindadengan orang Madinah dan beberapa ahli menamakannya 
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sebagai “Piagam Madinah” atau “Dustur al-Madinah=Konstitusi 
Madinah”. Memperhatikan kepentingan piagam tersebut, kita akan 
memaparkannya dalam bab berikutnya.

Memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah 
seperti yang telah disebutkan di atas, memberikan kesimpulan kepada 
kita bahwa keseluruhan kaum muslimin di Makkah bukan merupakan 
suatu masyarakat politik, maka dengan demikian kepemimpinan 
Rasulullah pada waktu itu tidak dapat dianggap sebagai kekuasaan 
politik. Masyarakat politik hanya muncul setelah perkembangan 
masyarakat Islam di Madinah yang telah memenuhi syarat-syarat untuk 
disebut sebagai sebuah negara menurut perundang-undangan modern. 
Dengan demikian, “negara Madinah” adalah negara tertua dalam arti 
kata untuk memberikan arti yang sebenarnya untuk definisi “negara” 
dalam sejarah.

E. Negara Islam dan Perbedaannya dengan Negara 
Sekuler

Banyak ahli-ahli hukum Islam telah mendefinisikan “negara Islam” 
dengan Dar al-Islam, yang mempunyai ciri-ciri dapat mendirikan sebuah 
negara. Di antara definisi yang sering digunakannya bahwa Dar al-Islam 
itu disebut sebagai sebuah negara yang dijalankan berdasarkan kepada 
undang-undang syariat”.27 Dengan terdapatnya mayoritas penduduk 
Islam dalam sebuah negara bukanlah syarat untuk mengatakan suatu 
negara itu dinamakan sebagai “negara Islam”. Oleh sebab itulah, 
Imam al-Syafi’i menjelaskan bahwa besarnya jumlah penduduk Islam 
dalam suatu negara bukan prasyarat untuk disebut sebagai negara 
Islam, tetapi yang perlu dipastikan bahwa negara tersebut haruslah 
pengelolaannya dipimpin oleh seseorang Islam yang menjalankan 
ajaran syariat.28 Jelas bahwa “rakyat” dalam suatu “negara Islam” 
tidaklah terdiri dari penduduk yang beragama Islam saja, tetapi 
termasuk juga penduduk yang beragama lain. Sedangkan syarat utama 
yang membolehkan kita menganggap sebuah negara itu sebagai “negara 

27Lukman Thaib, The Islamic Polity and Leadership, (Kuala Lumpur: Delta 
Publishers, 1995), hlm. 50.

28Abd Karim Zaidan, Role of State and Individual in Islam, (New Delhi: Hindustan 
Publications, 1983), hlm. 13.
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Islam” adalah bergantung kepada pelaksanaan hukum syariat dalam 
negara tersebut.

Pandangan yang disebutkan di atas memiliki kesamaan dengan apa 
yang dikatakan oleh Muhammad Asad bahwa: “Sebuah negara benar-
benar menjadi sebuah negara Islam hanyalah dengan mengharuskan 
pelaksanaan secara sadar dari ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan 
bangsa, dan dengan menyatukan ajaran itu ke dalam perundang- 
undangan negara”.29 Berdasarkan kepada kerangka berpikir ini, suatu 
negara yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Islam, seperti Indonesia 
misalnya, tidaklah semestinya menjadi suatu negara Islam kecuali 
apabila ajaran Islam tentang sosial dan politik dilaksanakan dalam 
kehidupan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inilah 
permasalahan utama dalam teori politik menurut Muhammad Asad.

Dalam penolakannya terhadap bentuk negara sekuler, Muhammad 
Asad memperhatikan pendapat yang mengatakan bahwa: “Dalam suatu 
negara sekuler modern, tidak ada norma yang tetap yang dapat dipakai 
untuk menimbang antara yang baik dan yang buruk, dan antara yang 
betul dan yang salah. Satu-satunya kriteria yang mungkin digunakan 
ialah “kepentingan bangsa”.30 Terhadap apa kepentingan bangsa yang 
paling utama dalam suatu negara sekuler, golongan-golongan rakyat 
yang berbeda dapat mempunyai pendapat yang jauh berlainan, karena 
di situ tidak terdapat pertimbangan yang objektif tentang nilai-nilai 
moral. Sebaliknya, dalam suatu negara Islam, menurut Asad, nilai-nilai 
moral ini tidak berubah dari satu masalah ke masalah yang lain, atau 
dari satu masa ke waktu yang lain. Bagaimanapun kesahihannya dapat 
bertahan untuk semua waktu dan keadaan.

Ibnu Khaldun (1406 M) dalam usahanya untuk membedakan 
antara “negara Islam” dengan “negara sekuler” beliau berpendapat 
bahwa: “Negara Islam ialah sebuah negara yang diperintah dengan 
berasaskan kepada undang-undang syariat yang diturunkan di dalam Al-
Qur’an, adapun ‘negara sekuler’ adalah sebuah negara yang diperintah 
berdasarkan undang-undang yang dihasilkan oleh akal pikiran 
manusia”.31 Di samping itu kita juga akan dapat memahami bahwa 

29Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam, (Gibraltar: 
Andalusia Publications, 1961), hlm. 1.

30Ibid., hlm. 5.
31Lukman Thaib, The Islamic Polity and Leadership, hlm. 50.
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negara sekuler modern pada saat sekarang ini, haruslah mempunyai tiga 
sifat, yaitu: 1) haruslah berdaulat penuh, 2) haruslah bersifat negara 
bangsa, 3) haruslah mempunyai batas wilayah yang jelas.

Muhammad Abdul Rauf mengatakan bahwa dari segi bentuk 
sebuah negara Islam itu tidaklah semestinya berbeda dari negara 
sekuler di zaman sekarang. Ini karena sebuah negara sekuler di zaman 
sekarang haruslah bersifat adil, tidak membeda-bedakan di antara 
rakyatnya, dan juga memperuntukkan hak yang sama rata kepada 
semua warga negaranya dalam bidang pekerjaan. Di samping itu, beliau 
juga menyatakan bahwa prinsip syura yang ditekankan oleh Islam 
telah dilaksanakan dalam negara modern sekarang ini melalui proses 
pemilihan umum dan juga sistem pemerintahan di mana ketua eksekutif 
dan wakil-wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum.32

Menurutnya yang membedakan di antara “negara Islam” 
dengan “negara sekuler” ialah loyalitas dalam sebuah negara sekuler 
modern kepada pemilih, dan penilaian diberikan kepada wakil rakyat 
berdasarkan kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia. 
Sedangkan dalam sebuah “negara Islam” kedaulatan mutlak adalah 
milik Allah Swt., pertanggungjawaban adalah kepada Allah dan juga 
kepada wakil rakyat yang dianggap sebagai khalifah Allah di bumi, dan 
asas undang-undang adalah syariat yang membolehkan wakil rakyat 
untuk membuat undang-undang baru yang tidak bertentangan dengan 
semangat hukum syariat.

F. Kesimpulan 
Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna (al-Din) ingin mengangkat 
kehidupan seseorang sesuai dengan prinsip-prinsip perilaku individu 
dan sosial sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Swt., dan tidak 
memfokuskan dirinya pada kekakuan kehidupan pribadi individu-
individu semata. Di lain pihak ilmu politik menganalisis hubungan-
hubungan manusia dengan negara dan manusia dengan manusia. 
Dalam Islam, hal ini juga merupakan bidang agama karena mencakup 
semua segi kehidupan. Islam tidaklah menyetujui pembatasan antara 

32Muhammad Abdul Rauf, The Concept of Islamic State, (Kuala Lumpur: Prime 
Minister Dept., 1988), hlm. 40.
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agama dan politik. Islam ingin melaksanakan politik yang sesuai dengan 
tuntutan yang telah diberikan agama dan menggunakan negara sebagai 
pelayan agama.

Dengan demikian, Islam menggunakan kekuatan politik untuk 
mereformasi masyarakat dan tidak membiarkan masyarakat menuju 
ke dalam kehidupan yang buruk. Untuk keberhasilan reformasi yang 
diinginkan Islam itu tidaklah boleh bergantung kepadak khotbah-
khotbah saja, akan tetapi perlu kepada penggunaan kekuasaan politik 
untuk pembentukan sebuah negara yang berdasarkan pola berpikir 
yang islami. Oleh karena, pentingnya kekuasaan politik yang harus 
dimiliki oleh umat Islam dalam mereformasikan kehidupan sebuah 
masyarakat, Rasulullah bersabda, yang artinya: “Melalui kekuasaan 
negara, Allah telah mengakhiri apa yang tidak dapat diselesaikan melalui 
Al-Qur’an”.33

33Abu ‘Ala Maududi, Sistem Politik Islam, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1995), 
hlm. 33.
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A. Pendahuluan
Lahir dan berkembangnya suatu institusi politik merupakan hasil dari 
pemikiran dan tindakan politik seseorang. Demikian juga halnya dengan 
lahirnya negara Madinah atau negara Islam Madinah adalah hasil pikiran 
dan aksi politik dari Rasulullah Saw., bersama dengan pengikutnya yang 
berdasarkan kepada konsep masyarakat Islam.

Lahirnya negara Islam Madinah yang dinyatakan sebagai negara 
Islam yang pertama dan berdasarkan kepada suatu organisasi politik 
yang formal dan legal. Di samping itu negara ini juga merupakan sebagai 
keberhasilan yang paling besar dari kepemimpinan Rasulullah Saw. 
Beliau dapat menyatukan kabilah-kabilah Arab yang saling bermusuhan 
ke dalam satu bentuk unit sosial dan politik yang dituntun oleh 
seperangkat hukum Ilahi yang disebut dengan syariat.

B. Tujuan Mendirikan Negara
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dan telah ditetapkan terlebih 
dahulu. Dengan demikian, tujuan merupakan sebagai dunia cita-
cita, yaitu suasana ide-ide yang harus diwujudkan. Dalam kaitannya 
dengan negara, maka tujuan menunjukkan apa yang secara ideal 
hendak dicapai oleh negara dan posisi negara yang dipandang sebagai 
alat dan bukan tujuan, negara tidak membuat tujuan dalam dirinya 
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sendiri. Negara lazimnya diibaratkan sebagai sebuah bahtera yang 
mengangkut penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan 
kesejahteraan (yaitu masyarakat aman, adil dan makmur, rohaniah dan 
juga jasmaniah). Artinya negara sebagai bahtera sudah terkandung di 
dalam kata “pemerintahan”. Pemerintah adalah terjemahan dari bahasa 
Inggris “government”, yang berasal dari bahasa Yunani “kubeman”, yang 
berarti mengemudikan kapal (to steer a ship). Oleh sebab itulah, negara 
dan pemerintahan dapat disamakan dengan kapal yang dikemudikan 
oleh seorang nakhoda bersama anak buah kapalnya (pemerintah) 
yang sedang mengantarkan semua penumpangnya (rakyat) menuju ke 
pelabuhan yang aman dan sejahtera.1

Diskusi tentang tujuan pembentukan negara sudah menjadi satu 
hal yang menarik perhatian para pakar ilmu politik semenjak zaman 
Plato dan Aristoteles. Misalnya Aristoteles berpendapat bahwa: 
“Negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan untuk 
menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi semua warga negaranya”.2 
Sementara, John Locke menganggap bahwa tujuan mendirikan sebuah 
negara adalah untuk “kebaikan umat manusia”. Demikian juga dengan 
Harold Laski yang berpendapat bahwa tujuan pembentukan negara 
adalah: “Untuk menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai 
tercapainya keinginan-keinginan secara maksimal”.3

Dalam pandangan para pakar Islam, Islam datang dengan tujuan 
untuk memperbaiki keimanan (akidah) dan akhlak umat manusia, 
di samping membimbing mereka ke arah kerja sama untuk mencapai 
kebahagiaan dan perdamaian serta menciptakan keadilan mutlak bagi 
umat manusia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut Islam mewujudkan 
institusi negara. Dengan memperhatikan manusia di dalam Islam yang 
dianggap sebagai pemegang amanat Allah untuk mengurus pemerintahan 
bumi, maka negara dianggap sebagai alat dan jalan untuk mencapai tujuan 
pemerintahan tadi, yaitu keadilan dan kemakmuran bagi umat manusia. 
Dengan cara yang lebih singkat Profesor Fazlur Rahman berkata: “Tujuan 
penciptaan suatu negara adalah untuk memelihara terlaksananya undang-
undang dan ketertiban demi kesejahteraan bersama”.4

1Isywaraa, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: Bina Cipta, 1980), hlm. 163. 
2Ibid., hlm. 164.
3Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 45.
4Fazlur Rahman, “Konsep Negara Islam”, di dalam J.J. Donohue (Editor), 

Islam dan Pembaharuan, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 482.
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Menurut Abu ‘Ala Maududi dengan berdasarkan kepada ajaran Al-
Qur’an dan Sunah Rasulullah Saw., tujuan mendirikan negara dalam 
Islam adalah:

1. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi antarmanusia, antara 
kelompok, atau antara kelas dalam suatu masyarakat;

2. Untuk menjamin kebebasan (ekonomi, politik, pendidikan, dan 
agama) dan melindungi seluruh warga negara dari invasi asing;

3. Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang 
sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur’an;

4. Untuk memerangi setiap kejahatan dan mendorong setiap kebajikan 
yang dengan tegas telah digariskan pula dalam Al-Qur’an;

5. Menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang aman dan damai 
bagi setiap warga negara dengan jalan melaksanakan hukum tanpa 
diskriminasi.

Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa terdapat dua tujuan 
utama yang saling berkaitan untuk melahirkan pemerintahan dalam 
sebuah negara Islam. Pemerintah bertujuan untuk membentuk keimanan 
serta menjaga kepentingan rakyat yang meliputi perlindungan dan 
pemeliharaan terhadap kehidupan, terbebas dari rasa takut, kebaikan 
bersama, kekayaan, dan juga agama. Dan semua nilai-nilai tersebut harus 
dipertahankan mengikut prinsip-prinsip yang berasas dalam Islam.

Pembentukan keimanan adalah tujuan utama yang harus dilakukan 
oleh negara Islam. Tujuan ini merupakan suatu pembeda yang dapat 
membedakan antara sistem Islam dengan sistem yang lain, yang 
menyebabkan orang bukan Islam tidak dapat memahami perbedaan 
negara Islam dengan negara sekuler.

Pembentukan keimanan menjadi tujuan utama karena dianggap 
sebagai unsur pengikat individu-individu Muslim di dalam hubungan 
politik di antara mereka, yaitu disebabkan keimanan, dan keislaman 
yang sama. Imam al-Mawardi dalam penjelasannya yang ringkas 
berkaitan dengan sistem pemerintahan menurut Islam, berpendapat 
bahwa: “Pemerintah mendukung syariat (Rasulullah) untuk mengawasi 
agama dan polisi tentang hal-hal keduniaan”.5 Kepentingan akan 

5Imam al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, (Cairo: Matba’ah al-Halabi, 
1960), hlm. 190-191.
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pembentukan keimanan yang dianggap sebagai salah satu dari tujuan 
kelahiran negara di dalam Islam akan lebih jelas lagi dengan melihat 
akan tugas-tugas yang diamanahkan kepada pihak penguasa dalam 
pemerintah Islam. Para pakar Islam yang terdiri dari ahli-ahli hukum 
telah menyebut sepuluh syarat yang harus diikuti oleh seseorang yang 
bertanggung jawab terhadap masalah-masalah pemerintahan dalam 
negara Islam. Syarat-syarat tersebut di atas adalah seperti berikut ini:

1. Mempertahankan keimanan dengan mengikuti prinsip-prinsip 
dalam bentuk yang telah dibuat dengan musyawarah oleh ulama-
ulama yang terdahulu.

2. Melaksanakan pengadilan di kalangan mereka untuk yang berbuat 
kesalahan dan menyelesaikan maalah-masalah di antara mereka 
yang saling bertentangan.

3. Keamanan lingkungan yang baik supaya rakyat dapat hidup di 
rumah mereka dan berusaha untuk hidup dengan selamat.

4. Melaksanakan hukuman seperti yang ditentukan oleh syariat untuk 
mengawasi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. 

5. Meletakkan tapal batas antarwilayah dengan baik, melengkapkan 
alat-alat yang dapat mencegah dan menghentikan segala usaha 
untuk melewati tapal batas secara tidak sah.

6. Berjihad terhadap mereka yang menentang Islam setelah menyeru 
mereka memeluknya, atau memberikan perlindungan bagi mereka 
yang bukan Muslim supaya kebenaran Allah dipertahankan dalam 
menyebarluaskan agama di seluruh dunia.

7. Menetapkan pungutan pajak,  zakat, dan  amal mengikuti ketentuan-
ketentuan syariat.

8. Memperkirakan gaji dan keuangan negara dari kekayaan negara 
dengan tidak berlebihan atau berkekurangan.

9. Melantik mereka yang jujur dan layak ke posisi pekerjaan yang 
berkaitan dengan amanah untuk menjaga kekayaan negara dan 
pelayanan pemerintahan kepada rakyat.

10. Mengawasi individu dan memperhatikan masalah-masalah publik 
supaya dapat mengurus negara dan mempertahankan agama.6

6Ibid., hlm. 11-12.
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Tugas pertama dan keenam hanya berkaitan dengan aspek 
pertama, yaitu tujuan membentuk pemerintahan di dalam Islam, untuk 
membentuk keimanan. Tugas kedua, ketiga, kelima, kedelapan, dan 
kesembilan berkaitan untuk memenuhi aspek kedua, yaitu kesadaran 
pemerintah, baik muslimin atau bukan di dalam negara Islam terhadap 
kepentingan rakyat. Tugas keempat, ketujuh, dan kesepuluh adalah 
tentang kedua aspek dengan serentak.

Walaupun pembentukan iman sebagai tujuan utama pemerintahan 
Islam adalah sesuatu yang sangat penting, akan tetapi kesadaran 
pemerintah terhadap kepentingan rakyat, baik muslimin atau bukan 
di dalam negara Islam adalah sesuatu yang sangat penting juga. Ini 
karena Allah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat berdasarkan 
kepatuhan dan kemampuan kita untuk menghindari dosa. Oleh karena 
kesejahteraan di dunia dan di akhirat seseorang individu itu berdasarkan 
kepada kepatuhan dan kemampuan menghindari dosa, maka oleh sebab 
itulah pemerintah telah diamanahkan untuk “membawa kebaikan 
kepada rakyat dan melindungi mereka dari kejahatan”, sudah wajib 
bagi pemerintah bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat 
yang meliputi kemampuan untuk memperoleh kehidupan yang baik, 
meraih kesuksesan dan kekayaan, serta melaksanakan ajaran agama 
dengan baik. Dan semua nilai-nilai tersebut harus dipertahankan sesuai 
dengan prinsip-prinsip yang asas dalam Islam.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan 
“kepentingan rakyat”, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa 
“kepentingan rakyat” dari perspektif Islam berbeda dengan “kepentingan 
rakyat” atau “kepentingan umum” dalam perspektif Barat. Di dalam 
sebuah negara sekuler tujuan utama membentuk negara adalah untuk 
memenuhi “kepentingan publik”. Walau bagaimanapun, konsep 
kepentingan publik berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. 
Berdasarkan falsafah politiknya dan pemikiran-pemikiran ekonomi serta 
sosial yang terdapat di dalamnya.

Konsep kepentingan publik di negara sekuler pada umumnya 
mempunyai dua ciri: pertama, negara itu fokus tentang duniawi atau 
sikap keduniaan. Oleh sebab itu, definisinya tidak mempunyai unsur-
unsur kejiwaan atau keagamaan. Ciri yang kedua diawasi oleh perjalanan 
sosial dan politik di dalam negara. Negara akan menentukan kepentingan 
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umum dengan mengeluarkan pandangan tentang kandungannya dan 
dengan mengikuti petunjuk pandangan umum.

Inilah perbedaan di antara konsep “kepentingan umum” di 
dalam negara sekuler dengan cita-cita negara Islam, untuk mencapai 
kepentingan rakyat. Sebaliknya, asas cita-cita ini untuk memenuhi 
kepentingan-kepentingan tersebut yang akan membawa kepada 
pembentukan keimanan sebagai unsur utama cita-cita pemerintahan 
Islam. Sebaliknya, kepentingan rakyat dalam lingkungan negara Islam 
tidak ditentukan oleh kekuasaan politik, keinginan, atau pendapat 
umum. Ini karena kepentingan tersebut mendahului kemunculan 
masyarakat Islam atau negara Islam itu sendiri. Oleh sebab itulah, negara 
akan hilang kewajaran untuk bertahan dan berdaulat seandainya cita-
cita ditinggalkan atau diabaikan.7 Dan di sini terdapat juga perbedaan 
jelas antara peranan cita-cita dan tujuan di dalam negara Islam sekuler. 
Cita-cita merupakan prinsip yang asas, jika pun tidak utama untuk 
dimendasarkan pemerintahan di dalam negara Islam. Pemerintahan 
akan hilang keabsahannya apabila ia meninggalkan cita-cita tersebut. 
Dengan kata lain, di dalam negara Islam, cita-cita atau tujuan bernegara 
adalah satu syarat perundangan bagi keabsahan pemerintahan yang 
sedang berkuasa, tetapi di dalam negara sekuler ia hanyalah satu unsur 
politik yang menjadi panduan pemerintah.

Wajar disebutkan bahwa di dalam sistem pemerintahan Islam, 
cita-cita dan tujuan bernegara adalah satu syarat untuk melahirkan 
pemerintahan (yaitu bagaimana cara memperoleh kekuasaan). Shart 
Ibtida’ (syarat untuk memulaikan) seperti yang terkandung di dalam 
undang-undang Islam. Syarat yang mengesahkan lahirnya pemerintah, 
atau Shart Baqa’ (syarat pendirian). Lantaran itu, apabila pemerintah 
melanggar syarat ini (yaitu pembentukan keimanan dan kesadaran 
terhadap kepentingan rakyat), pemerintahannya harus ipso jure berakhir 
atau tamat dan rakyat tidak lagi akan berkewajiban untuk patuh dan 
bekerja sama atau memberikan nasihat tentangnya.

Sekiranya dalam sebagian keadaan, pemerintah dapat didirikan, 
tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menyadari kelahirannya, maka 
negara itu akan menjadi sebuah pemerintahan yang haram dan tidak 

7Muhammad Salahuddin, Al-Khilafah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 64-65.
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boleh dipatuhi oleh masyarakat Islam.8 Usaha untuk menyadari tujuan 
untuk mendirikan negara dan tentang lahirnya suatu pemerintahan di 
dalam negara Islam, adalah kehendak minimum apabila dibandingkan 
dengan kewajiban untuk patuh kepadanya. Usaha pemerintah ini 
sendiri sudah maksimal untuk mewajibkan rakyat supaya patuh kepada 
pemerintah, apakah itu akhirnya ia dapat mencapai cita-citanya, atau 
dihalang oleh faktor-faktor di luar kemampuannya, atau dipaksa untuk 
menentangnya. Sebagai contoh, desakan tersebut seperti penglibatan 
negara dalam peperangan di luar negeri atau kebangkitan di dalam 
negeri, yang sekiranya jika tidak dicegah mungkin dapat menyebabkan 
kerusakan struktur negara sendiri atau kepentingan rakyat. Oleh 
sebab itulah, dalam keadaan sedemikian, kegagalan pemerintah untuk 
menyadari tujuan pendirian negara dalam kedua masalah tersebut, dapat 
digolongkan di bawah peraturan-peraturan yang lebih luas, terutamanya 
yang dinyatakan di dalam Al-Darurat Tubih al-Mahzurat (keperluan tidak 
mengenal undang-undang) dan Dafu’ al-Mutsadah Muqaddaman ‘Ala 
Jabli al-Manta’ah (menghindarkan korupsi lebih diutamakan daripada 
membuat keuntungan).9

C. Sistem Pemerintahan
Al-Qur’an al-Karim merupakan sumber pertama undang-undang Islam, 
hanya memberikan sebagian prinsip-prinsip umum yang asas dalam 
bidang politik dan perundang-undangan yang tidak boleh ditinggalkan 
oleh sistem politik atau pemerintahan yang baik. Al-Qur’an tidak 
menyebut dengan terperinci, sebaliknya terserah kepada masyarakat 
Islam untuk merumuskan dan mengikut keperluan sekarang. Di 
samping itu, kita juga mengakui bahwa Rasulullah tidak melantik siapa 
saja untuk menggantikan baginda memerintah negara Madinah selepas 
kewafatannya. Beliau juga tidak menentukan apa langkah yang harus 
diikuti dalam mencari pengganti. Walau bagaimanapun, Rasulullah ada 
menerangkan prinsip-prinsip asas sistem politik dan pemerintahan yang 
harus diikuti oleh seseorang pemimpin.

Melalui tingkah laku dan kata-katanya, Rasulullah telah membina 
satu tanggapan mulia yang harus dipatuhi dan dipertahankan oleh 

8Imam al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, hlm. 17.
9Izuddin Abdul Salam, Qawa’id Nizam al-Hukm fi al-Islam, (Cairo: Dar al-

’I’tisam, 1991), Jilid 2, hlm. 5.
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pemimpin dan juga rakyat. Tanpa memperbincangkan secara terperinci 
tentang sistem yang harus diikuti oleh negara Islam, sedangkan 
bentuk panduan yang diberi melalui Al-Qur’an dan Sunah merupakan 
peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum atau asas yang dianggap 
sebagai “nilai- nilai tertinggi” dan mempunyai kesan yang mendalam 
atas pembentukan konsep Islam terhadap negara, fungsi-fungsinya dan 
ciri-ciri sistem pemerintahan tersebut. Keterperincian tentang sistem 
negara ini, berbagai fungsinya dan kekuasaan beserta batas- batasnya 
didasarkan kepada nilai-nilai tersebut. Bagi nilai-nilai tersebut, kedua 
pemimpin dan rakyat memperhatikan sekiranya timbul perbedaan di 
kalangan mereka. Dan kesemuanya menjalankan tugas dan mendapat 
hak mereka di dalam negara tersebut mengikut garis-garis pedoman 
bernegara dan tatanan perundangan yang mengatur. 

Cara ini sangat sesuai dengan semua perundangan Islam yang 
mempunyai ciri-ciri yang boleh disusun ulang. Ia membolehkan 
dikembangkan secara terus-menerus melalui interpretasi dan 
penggunaan undang-undangnya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan 
di antara perundangan Islam dalam bidang politik dengan perundangan 
dalam bidang-bidang aktivitas manusia yang lain.

Sekiranya kita menganggap Rasulullah telah mendirikan satu 
sistem politik atau pemerintahan yang khusus, atau telah mencalonkan 
seseorang sebagai khalifah untuk menggantikan dirinya, atau 
menentukan suatu cara untuk melantik penggantinya, maka tidak dapat 
dikesampingkan tindakan yang diambil setelah kewafatan baginda itu 
akan sesuai dengan keperluan masyarakat Islam di zaman sekarang, 
dan mungkin akan berkelanjutan untuk beberapa generasi setelahnya. 
Bagaimanapun agak meragukan, apakah itu satu sistem boleh digunakan 
secara terus-menerus kepada generasi Islam di negara yang berlainan 
karena perbedaan sosial, ekonomi, dan juga keadaan-keadaan lain yang 
dapat membawa kepada pergantian sistem politik suatu negara.

Berkemungkinan oleh sebab inilah Rasulullah telah menyerahkan 
soal memilih pemerintah dan menentukan sistem pemerintahan kepada 
orang Islam mengikut keinginan dan kehendak pada waktu itu, tempat 
serta perubahan keadaan. Tidak terdapat perintah yang mengikat mereka 
kecuali peraturan umum undang-undang Islam tentang perundingan, 
keadilan dan persamaan, serta nilai-nilai yang bermoral tinggi yang telah 
disebarkan oleh baginda pada waktu mendirikan negara Madinah. Sejak 
permulaan negara Islam pertama sehingga baginda wafat.
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Penjelasan di atas merupakan suatu interpretasi yang lebih realistik 
yang hampir sama dengan semangat keislaman dan tata cara perundang-
undangan. Hal ini juga lebih sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat 
hubungan antara bangsa, apabila dibandingkan dengan pandangan 
beberapa pakar yang beranggapan bahwa Rasulullah tidak menamakan 
penggantinya, atau menentukan cara pemilihannya seperti yang ada 
pada tradisi Arab, karena memberi kebebasan kepada berbagai pihak 
untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Yang sebenarnya oleh karena 
tidak adanya suatu sistem yang mengikat, adalah suatu tindakan yang 
disengajakan oleh Rasulullah untuk meninggalkan masalah perundingan 
di kalangan orang Islam supaya mereka akan menjadi terikat dengan 
masalah-masalah yang akan bermanfaat di sepanjang waktu.

Sebagai pengganti ketetapan dan aturan dari ketiadaan sistem 
pemerintahan yang khusus ditinggalkan oleh Rasulullah, maka 
lahirlah berbagai pendapat di kalangan pakar dan ahli Islam di masa 
ini. Bagaimanapun, dengan memperhatikan pemerintahan Islam 
berkorelasi dengan beberapa ciri penting yang terdapat dalam sistem 
teokrasi, demokrasi Barat, dan totalitarianisme, sebagian pakar dan ahli, 
apakah itu orang Islam atau bukan orang Islam telah menggabungkan 
sistem pemerintahan Islam dengan satu sistem atau sistem yang lain. 
Sebenarnya penggabungan konsep politik Islam dengan konsep politik 
Barat diakibatkan oleh pemahaman yang kurang baik.

Untuk menghindari penyalahgunaan istilah politik Barat dengan 
institusi Islam, kita perlu membedakan secara jelas antara sistem Islam 
dengan ketiga sistem politik Barat ini. Memahami perbedaan ini penting 
supaya penganalisisan kita dapat dijalankan dalam konteks yang betul.

1. Teokrasi dan Sistem Pemerintahan Islam
Mengikut kamus Oxford, Theocracy diartikan sebagai satu bentuk 
pemerintahan yang Tuhan (Allah) nyatakan sebagai raja dan 
undang-undangnya diambil sebagai perundangan yang tertinggi”.10 
Bagaimanapun, karena Tuhan tidak pernah dianggap sebagai pemerintah 
oleh banyak negara, maka “Theocracy= Teokrasi” sebenarnya bermaksud 
pemerintahan presiden atau seorang khalifah yang menyatakan dirinya 
memerintah karena kehendak Tuhan, berdasarkan kehendak-Nya, yang 

10Lukman Thaib, Syura dan Aplikasinya dalam Sistem Pemerintahan Masa Kini, 
(Kuala Lumpur: Penerbit Elman, 1995), hlm. 5.
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dikatakan menjelma dalam undang-undang Ilahi. Berasaskan kepada 
definisi di atas terdapat dua ciri utama yang bersifat teokrat dalam 
sistem teokrasi. Pertama, kata-katanya wajib diikuti oleh orang yang 
diperintahnya. Kedua, perintah atau ketetapannya diambil dari undang-
undang Ilahi, bukan dari manusia.11 Hubungan yang paling rapat dan 
penting di antara kedua sistem itu ialah “pemikiran kekhalifahan Tuhan atas 
muka bumi” dan “undang-undang Ilahi”. Walau bagaimanapun pemikiran 
atau sifat kekhalifahan dalam pengertian Islam berbeda sama sekali 
dengan konsep kekhalifahan Barat. Pemikiran khilafah dalam Islam 
tidak hanya terbatas pada seseorang individu, atau segelintir individu, 
bahkan semua orang Islam dianggap khilafah, seperti yang dikatakan 
oleh Abu ‘Ala Maududi bahwa berdasarkan Al-Qur’an hak kekhalifahan 
Tuhan bukan hak eksklusif individu tertentu, suku atau kelas manusia 
tertentu, ini adalah hak bersama bagi semua orang yang mengakui 
kedaulatan Tuhan dan memahami hukum Ilahi yang disampaikan melalui 
Rasulullah. Karena undang-undang-Nya adalah undang-undang tertinggi 
bagi segala undang-undang dan peraturan.12 Konsep khilafah ini juga 
dianggap sebagai sumber utama kesetaraan politik dalam negara Islam.

Menurut prinsip Islam, syariat wajib dijalankan oleh semua khalifah, 
bagaimanapun syariat tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya satu 
otoritas pemerintahan yang dilaksanakan melalui permusyawaratan 
untuk melaksanakan kewajiban mereka. Di sini jelas bahwa otoritas 
mengelola pemerintahan untuk pemimpin negara Islam berasal dari dua 
sumber yaitu: 1) pemilihan umum yang bebas yang diikuti oleh seluruh 
rakyat, 2) peraturan berdasarkan syariat. Oleh sebab itu, pemimpin negara 
di dalam negara Islam tidak memegang kekuasaan pemerintahan tersebut 
berdasarkan hak Ilahi. Bahkan undang-undang Allah wajib diikuti dan 
dilaksanakan oleh pemerintah dan orang yang diperintah. Dan jika 
perundang-undangan yang dibuat oleh manusia diperlukan, pemimpin 
negara dalam negara Islam tidak boleh membuat dan mengesahkan 
undang-undang tersebut secara sepihak. Sebaliknya, fungsi perundangan 
dalam negara Islam dipegang oleh ulama di dalam majlis al-syura.

Dari uraian di atas jelas bahwa walaupun negara Islam mempunyai 
unsur teokratik yang kuat, yaitu “konsep khalifah” dan peraturan 

11C. Ryder Smith, Encyclopedia of Religion and Ethics, (New York: Charles Scriber 
& Sons, 1922), Jilid 12, hlm. 287-289.

12Abu ‘Ala Maududi, The Nature and Content of the Islamic Constitution, (Karachi: 
Jama’at-e  Islim Publications, tt.), hlm. 18.
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berdasarkan syariat, akan tetapi konsep ini tidak boleh dinyatakan sebagai 
“teokrasi”. Menurut Abu ‘Ala al-Maududi dengan memperhatikan asas 
kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah Islam itu adalah rakyat, dan 
peraturan berdasarkan syariat, maka istilah yang lebih tepat ialah “teo-
demokrasi”, yaitu “pemerintahan atau kerajaan demokratik ketuhanan”.13Di 
dalam sistem ini rakyat diberi kekuasaan terbatas menurut batas-batas yang 
ditentukan oleh Allah, yaitu “syariat”. Pemerintah dalam sistem seperti ini 
dilantik ataupun dipilih oleh setiap orang Islam yang layak sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan berhak pula untuk memecatnya.

Dengan memperhatikan hakikat bahwa Al-Qur’an memerintahkan 
orang Islam memilih pemerintah dan mengendalikan urusan 
mereka melalui proses syura atau musyawarah, sebagian pakar 
dan ahli tentang Islam telah mengalami kekeliruan tentang sistem 
“pemerintahan Islam” dengan “sistem demokrasi Barat”. Walaupun 
kedua sistem tersebut mempunyai beberapa ciri yang hampir sama, 
tetapi sebenarnya tidak sama.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas perlu kita analisis 
secara lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan “sistem 
demokrasi” dan perbedaannya dengan sistem “pemerintahan Islam”.

Istilah demokrasi berasal dari dua perkataan Yunani, yaitu “demos” 
yang berarti rakyat, dan “kratein” yang berarti pemerintah, dengan 
demikian demokrasi berarti “pemerintahan rakyat”.14 Konotasi asal 
perkataan “demokrasi” dalam konsep Yunani itu hanya berdasarkan 
kepada sebagian kecil penduduk, yaitu penduduk suatu negara yang 
terdiri dari lelaki, adapun penduduk wanita dan juga anak-anak serta 
para budak tidak dianggap sebagai warga negara, dengan demikian 
mereka tidak ikut serta dalam urusan sipil. Ringkasnya, mereka tidak 
dianggap sebagai rakyat. 

Di samping itu, demokrasi Yunani juga terkandung maksud “polis”, 
yaitu sebuah negara kecil yang warga negaranya hanya berjumah sekitar 
30.000 atau 40.000 orang, dan dengan jumlah rakyat dan wilayah yang 
sangat terbatas itu dapat dilaksanakan demokrasi langsung, yaitu 
diperbolehkannya rakyat secara langsung ikut dalam proses pembuatan 

13Ibid.
14Mustafa Rejai, Democracy, (New York: Antherton Press, 1967), hlm. 2.
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keputusan. Konsep Yunani ini berbeda dengan konsep demokrasi 
modern yang lazimnya berdasarkan kepada seluruh penduduk dewasa.15

Menurut John Stuard Mill (1873 M) yang dimaksudkan dengan 
“demokrasi modern” ataupun “sistem perwakilan” ialah pemerintahan 
dari seluruh rakyat yang didirikan hanya melalui pilihan mayoritas 
rakyat dan diwakili oleh mereka secara eksklusif.16 Berbeda dengan 
konsep Yunani, di dalam demokrasi modern konsep pemerintahan 
melalui perwakilan harus dijalankan.

Walaupun kebanyakan sarjana ilmu politik telah sepakat tentang ciri-
ciri yang membedakan di antara “demokrasi kuno” dengan “demokrasi 
modern “, bagaimanapun mereka masih memiliki perbedaan pendapat 
tentang definisi demokrasi modern yang dapat diterima secara universal. 
Sebagian ahli menganggap demokrasi sebagai “asas atau dasar”, pada 
sebagian yang lain mendefinisikannya sebagai “bentuk atau metode”. 
Namun demikian, kebanyakan ahli dan pakar berpendapat bahwa 
demokrasi ialah sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada 
terdapatnya pihak yang bersaing (bersaingan) dan yang menang mayoritas 
akan mengelola dan memimpin negara dan menghormati hak minoritas.17

Dalam usaha kita untuk membedakan antara “pemerintahan Islam” 
dengan “demokrasi modern dunia Barat” kita harus menggunakan 
klasifikasi yang digunakan oleh sebagian pakar dan ahli. Ilmu politik 
yang membagi sistem demokrasi itu ke dalam dua jenis, yaitu 1) 
demokrasi plebisit, dan 2) demokrasi perundang-undangan. Dalam 
memahami kedua pendekatan di atas akan dapat memberikan pengertian 
kepada kita untuk mengenal dengan pasti perbedaan di antara “sistem 
pemerintahan Islam” dengan “sistem demokrasi Barat”.

2. Demokrasi Plebisit dan Sistem Pemerintahan Islam

Yang dimaksud dengan “demokrasi plebisit” ialah demokrasi yang 
memberikan kebebasan dan kekuasaan maksimum kepada mayoritas 
rakyat dengan tidak memberikan batas dalam undang-undang yang 

15Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, (New York: Oxford 
University Press, 1960), hlm. 43.

16Ibid., hlm. 75.
17Giovanni Sartori, International Encyclopedia of Social Sciences, (New York: 

Macmillan Co and Free Press, 1968), Jilil 4, hlm. 112.
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kuat terhadap keinginan rakyat.18 Jean Jacques Rousseau adalah pelopor 
demokrasi plebisit, dan di antara prinsip utama dalam sistem demokrasi 
jenis ini ialah “penyesuaian antara politik dengan moral”. Menurut 
Rousseau, manusia pada asalnya baik, yaitu ketika manusia bertindak 
secara spontan, selalu diawali oleh niat baik. Oleh sebab itu, untuk 
melahirkan sebuah “pemerintahan yang bermoral”, keinginan umum 
yang memperlihatkan keinginan rakyat secara spontan, haruslah muncul 
dengan tidak ada sesuatu pembatas dalam perundangan yang menurut 
beliau sebagai sesuatu yang bersifat “artificial”. Ini karena demokrasi 
dapat membatasi kebebasan manusia dalam melahirkan kebaikannya 
dalam politik.

“Demokrasi plebisit” seperti yang telah dipopulerkan oleh Rosseau 
bertentangan dengan “sistem pemerintahan Islam”. Salah satu aspek 
yang membedakan kedua  sistem di atas ialah berkaitan dengan 
pembatasan peraturan perundang-undangan atas rakyat di dalam sistem 
Islam. Rosseau menganggap pembatasan perlu dikesampingkan bagi 
perubahan dan perbaikan pemerintahan yang bermoral. Sebaliknya 
Islam menganggap dibuatnya pembatasan dalam perundang-undangan 
atas kelakuan manusia sebagai prasyarat bagi sebuah pemerintahan yang 
baik. Oleh sebab itulah, syariat menetapkan tata aturan yang kuat dan 
jelas untuk dijadikan padoman oleh umat manusia, dan pelanggaran 
terhadap tata aturan tersebut akan mengakibatkan terjadinya kemurkaan 
dari Allah. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 229: “Tilka 
Hududullah Fala Ta’tadduha, Waman Yata’adda Hududallahi Fa’ulaika 
Humumdh Dhalimunna”, yang artinya: “Yang demikian itu batas-batas Allah, 
maka janganlah kamu langgar dia; dan barangsiapa melanggar batas-batas Allah, 
maka mereka itu ialah orang-orang yang zalim”.19

Perbedaan yang kedua di antara “sistem demokrasi plebisit” dengan 
“sistem pemerintahan Islam” ialah berkaitan dengan kelahiran suatu 
kesadaran secara spontan atau disebut dengan “implikasi gerak hati” yang 
merupakan prasyarat untuk melahirkan sesuatu yang baik. Sedangkan 
di dalam Islam, undang-undang Allah membentuk sumber bagi segala 
kesusilaan termasuklah kesusilaan negara. Perlakuan manusia, apakah 
itu “secara spontan” ataupun “secara disengaja” merupakan moral 

18Claes G. Rayn, Democracy and the Ethical Life, (Baton Rouge: Lousiana State 
University Press, 1978), hlm. 93.

19Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Baqarah: 229.



Pengantar Ilmu Politik: Dalam Perspektif Barat dan Islam46

apabila masih tetap selaras dengan syariat. Bagaimanapun, jika tidak 
ada peraturan yang jelas dalam syariat yang dapat dijadikan panduan 
atau pedoman dalam membuat sesuatu keputusan untuk menyelesaikan 
suatu masalah, umat Islam dibenarkan menggunakan aturan buatan 
manusia dengan berhati-hati dengan mengikuti batas yang luas yang 
telah ditetapkan oleh syariat. Adapun pembuatan sesuatu keputusan 
secara mendadak tidak selaras dengan tradisi Islam.

3. Demokrasi Berdasarkan Perundangan dan Sistem 
Pemerintahan Islam

Yang dimaksudkan dengan “demokrasi berdasarkan perundangan” 
ialah sebagai: “Peraturan orang banyak di bawah pembatasan undang-
undang yang tidak boleh diubah atau dibuang tanpa dukungan mayoritas 
yang berkelayakan selama waktu dan masa yang ditentukan”.20 Dalam 
pengertian ini, demokrasi berdasarkan undang-undang membawa 
maksud sebagai sistem perwakilan yang berjalan mengikuti kerangka 
undang-undang asasi yang menjadi panduan dalam proses pembuatan 
keputusan dengan membenarkan perbaikan berdasarkan kepada 
kecenderungan keinginan orang ramai.

Dari keterangan di atas kita melihat terdapatnya empat ciri yang 
menjadikan demokrasi berdasarkan undang-undang sama dengan 
“sistem pemerintahan Islam”, yaitu:

a. Kebebasan berdasarkan undang-undang.

b. Kesamarataan di sisi undang-undang.

c. Pemerintahan melalui permusyawaratan.

d. Proses pembuatan keputusan yang disepekati melalui pembatasan 
perundang-undangan. 

Keempat ciri tersebut dalam sistem “demokrasi berdasarkan 
undang-undang” menjelaskan sistem pemerintahan Islam dengan 
demokrasi berdasarkan undang-undang memiliki persamaan.

Walau bagaimanapun kalau kita tinjau dari dua sudut yang lain 
ternyata “demokrasi berdasarkan undang-undang” dengan “sistem 
pemerintahan Islam” memiliki beberapa perbedaan, yaitu:

20Claes G. Rayn, Democracy and the Ethical Life, hlm. 154.
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a. Perbedaan yang pertama dari segi sumber undang-undang dalam 
setiap sistem. Undang-undang dalam negara Islam bersumberkan 
dari undang-undang Allah, sedangkan dalam sistem demokrasi 
undang-undang berdasarkan kepada kepentingan rakyat.

b. Perbedaan kedua, dari segi jenis undang-undang. Di dalam negara 
Islam, unsur yang asas di dalam undang-undang ialah ayat Al-
Qur’an dan Sunah Rasulullah yang telah dianggap sah secara tetap. 
Sedangkan dalam “sistem demokrasi berdasarkan undang-undang” 
tidak ada undang-undang yang dapat dianggap sah secara tetap dan 
lama, bahkan setiap undang-undang mesti mengalami perubahan 
secara berangsur-angsur mengikut perubahan masa dan waktu.

Di samping itu, undang-undang dalam sistem demokrasi berdasarkan 
undang-undang berkemungkinan demokrasi itu selaras dengan semangat 
syariat ataupun tidak berbeda sama sekali. Dengan kata lain, warga negara 
dalam demokrasi berdasarkan undang-undang mempunyai kekuasaan 
yang luas untuk mengubah undang-undang, sedangkan warga negara 
dalam negara Islam hanya menikmati kedaulatan yang terbatas saja. 
Orientasi dalam undang-undang Islam ialah meletakkan batasan-batasan 
yang jelas terhadap hak masyarakat untuk mengubah undang-undang, 
bahkan juga dalam keadaan tertentu Islam mengesampingkan “keinginan 
rakyat”, yang dianggap sebagai bagian penting dalam “sistem demokrasi 
Barat”. Oleh karena itulah, walaupun terdapat ciri-ciri yang sama di antara 
sistem pemerintahan Islam dengan sistem demokrasi Barat, namun kedua 
sistem ini tidaklah sama.

4. Totalitarianisme dan Sistem Pemerintahan Islam

Totalitarianisme “didefinisikan sebagai: “Bentuk modern pemerintahan 
autokratik yang melibatkan negara dalam segala aspek kehidupan 
masyarakat.”21 Dengan demikian, dalam sistem totalitarianisme ini 
segala aspek kehidupan masyarakat terikat dengan satu ideologi 
komprehensif yang dilaksanakan melalui partai tunggal. Sebagai 
peraturan, dalam sistem totalitarianisme terdapatnya monopoli 
eksklusif terhadap interpretasi ideologi negara, di samping tidak mau 
mengakui lahirnya partai lain. 

21Arnorld Becht, Political Theory, (Princeston: Princeston University Press, 
1959), hlm. 19.
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Seperti dalam sistem totalitarianisme, sistem pemerintahan Islam 
juga mempunyai ideologi yang komprehensif, yaitu ajaran Islam yang 
ajarannya meliputi segala aspek kehidupan. Namun demikian, kesamaan 
tersebut hanya berakhir sampai di batas ini saja. Di samping pembuatan 
syariat yang jelas dan terbatas, yang harus diterima oleh orang Islam, 
walau bagaimanapun setiap ahli hukum yang berkemampuan pada 
waktu kapan saja berhak menafsir perundangan syariat terhadap 
masalah-masalah yang tidak jelas.

Ciri penting lain yang membedakan di antara “sistem Islam” dengan 
“sistem totalitarianisme” ialah keengganan sistem totalitarianisme 
untuk mengakui partai yang dapat tumbuh dan berkembang 
dalam persaingan yang sehat. Keadaan seperti ini merupakan satu 
permasalahan yang asing dalam sistem Islam. Seperti yang dijelaskan 
sebelum ini, pemerintahan Islam berasaskan kepada “permusyawaratan 
bebas”. Kebebasan bersuara dalam batas kesusilaan syariat yang luas 
dan mengakui hak bagi perbedaan pendapat adalah sesuatu yang 
pokok sekali bagi pemikiran permusyawaratan yang diimpikan oleh 
Islam. Sebaliknya, kebebasan dalam negara yang melaksanakan sistem 
totalitarianisme dibatasi, di mana rakyat tidak dibenarkan menyuarakan 
kritikan dalam bentuk apa pun.

Perbedaan di antara “sistem Islam” dengan “sistem totalitarianisme” 
adalah menjelaskan bahwa kedua sistem tersebut bertentangan. Oleh 
karena itulah, pemerintahan Islam tidak selaras dengan sistem politik 
lain. Walaupun terdapat persamaan dalam beberapa aspek, namun ciri 
tersebut tidak boleh disamakan. Oleh karena itulah, Muhammad Asad 
mengatakan bahwa: “Istilah bukan Islam tidak boleh digunakan pada 
konsep dan institusi Islam, ideologi Islam mempunyai orientasi sosial 
khusus yang berbeda dari berbagai segi dengan orientasi sosial Barat”. 
Ideologi Islam hanya boleh ditafsirkan dalam konteks Islam dan dengan 
menggunakan istilah Islam. Segala bentuk penyimpangan dari prinsip 
ini akan mengaburkan sikap undang-undang Islam terhadap berbagai 
isu hangat pada masa kini.22

22Asad, The Principles of State and Government, hlm. 21.
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D. Kesimpulan
Memperhatikan penganalisisan yang terdapat dalam tradisi Islam, sistem 
politik Islam dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, sistem politik 
Islam sebagai organisme sejarah yang perubahan dan perkembangannya 
diawali pada zaman Rasulullah dan juga zaman Khalifah al-Rasyidin. 
Walau bagaimanapun, terdapat kesulitan analisis pada pendekatan 
sejarah ini karena pendekatan ini lazimnya menyarankan ideal 
perundangan Islam dengan pelaksanaan sejarah negarawan Islam 
semenjak berakhirnya zaman Khalifah al-Rasyidin pada tahun 661 M. 
Memperhatikan hakikat bahwa pemerintahan Islam kebanyakannya 
mengabaikan prinsip pemerintah melalui permusyawaratan dan 
persetujuan semenjak zaman Mu’awiyyah, maka ideal perlembagaan 
syariat tidak wajar disamakan dengan amalan sejarah tersebut.

Kedua, seseorang dapat mewujudkan kerangka kerja dan berteori 
dalam sistem politik Islam berdasarkan ajaran yang terkandung dalam 
Al-Qur’an dan al-Sunnah. Walau bagaimanapun, untuk menggabungkan 
manfaat kedua pendekatan, yaitu pendekatan berteori dan pendekatan 
bersejarah, pelaksanaan perundangan dan institusi Khalifah al- Rasyidin 
dapat dikaji dan dianalisis dengan menggunakan ideal perundangan 
syariat. Terlebih lagi, memperhatikan ideal perundangan Islam tidak 
dilaksanakan sepenuhnya semenjak pemerintahan Mu’awiyyah, maka 
pelaksanaan perundangan Khalifah al-Rasyidin merupakan sumber 
utama untuk dijadikan contoh. Adapun rujukan terhadap pelaksanaan 
pemerintahan Islam yang kemudian hendaklah diminimumkan.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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A. Pendahuluan
Konstitusi dalam sebuah negara merupakan satu dokumen yang di 
dalamnya terkandung prinsip dasar organisasi negara yang dibuat dalam 
suatu bentuk dokumen yang diterima sebagai satu-satunya dokumen 
otoritatif yang dijadikan panduan dan pedoman dalam menjalankan 
aktivitas pemerintahan dan negara. Jika sebuah negara tidak memiliki 
undang-undang dasar yang ditulis dalam bentuk dokumen seperti ini, 
maka negara tersebut dianggap sebagai negara yang memiliki undang-
undang dasar yang tidak tertulis, walaupun semua dokumen undang-
undang dan praktik pelaksanaan perundang-undangan yang mengacu 
kepada konstitusi yang tak tertulis dari negara ini dapat dilihat secara 
hitam putih di atas kertas.

 Sebagian negara di dunia mempunyai konstitusi yang tidak tertulis. 
Keadaan seperti ini bukanlah merupakan suatu hal yang unik atau 
asing, ini karena hingga abad kedelapan belas, struktur pemerintahan 
di seluruh dunia masih berdasarkan kepada undang-undang yang tidak 
tertulis, dan bahkan sampai saat ini pemerintahan Inggris juga masih 
dijalankan dengan tanpa adanya konstitusi yang tertulis. Demikian 
juga halnya dengan apa yang kita maksudkan dengan undang-undang 
dasar Islam, dalam kenyataannya juga merupakan konstitusi yang 

4

KONSTITUSI NEGARA MENURUT 
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tidak tertulis, yang terkumpul dalam sumber- sumber tertentu dan 
memiliki ciri khas tertentu, maka dari sinilah kita harus kembangkan 
suatu undang-undang dasar tertulis yang sesuai dengan perkembangan 
peradaban manusia.

B. Sumber-Sumber Konstitusi Islam
Arti yang kita maksudkan dengan kata sumber di sini ialah awal di 
mana prinsip-prinsip konstitusi itu diambil dan dibukukan. Tentunya 
tiap-tiap konstitusi negara yang lahir di dunia ini mempunyai dasar 
atau sumber-sumber penyusunannya yang tersendiri, seperti konstitusi 
Inggris misalnya ini bersumberkan dari:

1. Common law (tradisi dan adat bangsa Inggris).

2. Convention (pelaksanaan undang-undang).

3. Statute (akta parlemen).

4. Tulisan-tulisan ilmiah dari penulis yang berotoritas dan lain-lain.

Konstitusi dalam Islam sumber-sumbernya tidaklah berdasarkan 
kepada adat istiadat dan praktik tradisi dalam masyarakat. Di dalam 
konteks ini kita memahami bahwa konstitusi dalam Islam mempunyai 
beberapa sumber tertentu, yaitu:

1. Al-Qur’an al-Karim.

2. Al-Sunnah al-Nabawiyyah.

3. Praktik dan tindakan Khulafa al-Rasyidin (dan para pemerintah 
Islam lainnya).

4. Keputusan dan ketentuan para mujtahid mengenai isu-isu 
perundang-undangan yang didiskusikan dengan mereka (ketentuan 
para ahli hukum) Islam.1

1. Al-Qur’an al-Karim

Al-Qur’an adalah sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad Saw. Al-Qur’an merupakan sumber pertama dan utama 
untuk konstitusi dalam Islam. Isi Al-Qur’an yang terdiri dari 6.666 ayat 

1Abd al-Hamid al-Mutawalli, Mabadi’ Nizam al-Hukm fi al-Islam, (Cairo: Darl 
al-Mukhtar al-Islami, 1966), hlm. 188.
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ini meliputi segala bidang kehidupan dan ketentuan-ketentuan Allah 
Swt., untuk manusia tentang soal-soal kepercayaan dan peribadatan 
hinggalah kepada hukum-hukum sosial, seperti prinsip-prinsip ekonomi, 
kenegaraan, nilai-nilai kemuliaan, dan lain-lain.2 Sebagai sebuah kitab 
suci Al-Qur’an mengatur segala aktivitas dan menggariskan hak-hak 
serta kewajiban pemerintahan secara umum. Al-Qur’an juga membuat 
dasar dan garis pokok secara umum tentang hukum-hukum yang tidak 
boleh dilanggar dan diingkari, dan menyerahkan kepada pihak-pihak 
tertentu untuk membuat keputusan berkaitan dengan hal-hal yang 
perlu untuk rincian maksud yang lebih jelas. Al-Qur’an juga mengatur 
dan membuat garis panduan serta dasar-dasar tentang hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban individu terhadap hubungan mereka dengan pihak 
pemerintah dan batas kekuasaan pihak pemerintah atas rakyat serta 
batas kepatuhan rakyat terhadap pemerintahan.3

Di dalam masalah kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, 
warisan, wasiat, dan lain-lain terdapat 70 ayat. Dalam bidang muamalat 
(tata hubungan masyarakat umum), seperti jual beli, sewa-menyewa, 
penggadaian, keorganisasian, perniagaan, utang piutang, dan lain-lain 
terdapat 70 ayat juga. Sementara di dalam bidang-bidang kejahatan dan 
kehakiman terdapat hanya 50 ayat saja.4

Menurut sebagian penulis Islam, ayat-ayat yang berhubungan 
dengan perundangan secara umum sangat terbatas jumlahnya. Satu 
analisis yang telah mereka lakukan menunjukkan hanya 200 ayat saja 
dari jumlah 6.666 ayat Al-Qur’an itu yang dapat disebut sebagai ayat 
perundangan. Dari jumlah 200 ayat ini dapat pula dikatakan hanya 10 
ayat saja yang ada kaitannya dengan undang-undang atau konstitusi.5 
Ada juga di antara para penulis itu yang cenderung mengatakan bahwa 
jumlahnya kurang dari jumlah di atas.

Kurangnya jumlah ayat-ayat ini tidaklah merendahkan kepentingan 
perundangan atau konstitusi itu menurut pandangan Islam dalam 
kehidupan manusia, tetapi keadaan ini lebih membuktikan terdapatnya 

2Ibid.
3Abu ‘Ala al-Maududi, First Principles of the Islamic State, (Lahore: SH Muhammad 

Ashraf, 1960), hlm. 3.
4Abu ‘Ala al-Maududi, Tadwin al-Dustur al-Islami, (Beirut: Dar al-Fila, tt.), 

hlm. 5.
5Abd al-Hamid al-Mutawalli, Mabadi’ Nizam al-Hukm fi al-Islam, hlm. 188.



Pengantar Ilmu Politik: Dalam Perspektif Barat dan Islam54

kecenderungan bahwa dalam Islam itu sendiri memberikan satu bentuk 
kemudahan kepada manusia berkaitan dengan pembentukan hukum-
hukum yang menyentuh kehidupan duniawi mereka. Dengan itu 
terciptalah suatu kesesuaian Islam sebagai satu syariat (perundangan) 
bagi setiap waktu dan tempat.

Di samping kekurangan jumlah ini kita juga dapat memahami 
bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan perundangan atau konstitusi 
dari sudut kandungannya, hanya menyentuh prinsip-prinsip umum 
saja tanpa memberikan tafsiran yang lebih jelas secara detail, kecuali 
di bidang-bidang yang amat terbatas, seperti perkawinan dan kejahatan 
atau kekerasan.

Di dalam kandungan Al-Qur’an yang lain pula, khususnya dalam 
bidang konstitusi kita hanya menemukan ayat-ayat yang menjelaskan 
prinsip-prinsip umum yang tetap tidak berubah dan sesuai untuk 
semua suasana, tempat, dan waktu. Bagaimanapun, dengan tidak 
adanya penjelasan yang luas dari Al-Qur’an tentang prinsip-prinsip 
itu disebabkan masalah-masalah kenegaraan dan konstitusi yang selalu 
berubah-ubah menurut perubahan suasana dan keperluan yang sesuai 
dengan waktunya yang terjadi pada suatu masyarakat. 

2. Al-Sunnah al-Nabawiyyah

Al-Sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Qur’an (secara harfiah Al-
Qur’an dimaksudkan sebagai amalan lazim atau norma kelakuan yang 
diterima umum), secara teknikalnya Al-Qur’an merupakan himpunan 
semua peribadatan tentang apa yang dikatakan atau dipraktikkan oleh 
Rasulullah Saw., biasanya di hadapan para sahabat karib baginda. 
Sunah dipindahkan dari satu generasi ke satu generasi yang berawal 
dari zaman Rasulullah Saw., hinggalah kepada perawi generasi terakhir 
yang terdapat dalam rangkaian perawi yang berurutan. Kepentingan 
atau keutamaan sunah dari segi undang-undang disebut oleh Rasulullah 
dalam sebuah hadis yang dirujuk oleh Ibn Taimiyyah. Dalam hadis 
tersebut Rasulullah Saw., bersabda yang artinya: “Ikutilah sunahku dan 
sunah khulafaurasyidin yang akan menggantiku; peliharalah keluarga 
kamu dan diri kamu daripada bidah karena setiap bidah itu sesat”.6

6Taqi al-Ahmad Ibn Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, (Cairo: Matba’ah al-Halabi, 
1967), Jilid 21, hlm. 319.
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Salah satu makna wafatnya Rasulullah Saw.,  adalah berakhirnya 
wahyu yang diturunkan oleh Allah. Oleh sebab itulah, orang 
Islam terpaksa berpedoman kepada Sunah Rasulullah Saw., untuk 
mendapatkan pedoman dalam menyelesaikan masalah yang timbul dan 
tidak dinyatakan dengan jelas atau tidak dinyatakan langsung di dalam 
Al-Qur’an. Sebagai akibatnya maka sunnah al-nabawiyyah menjadi sumber 
syariat yang kedua dan sama pentingnya dengan Al-Qur’an.7 Demikian 
juga halnya di dalam konteks konstitusi di dalam Islam, sunah juga 
merupakan sumber kedua sesudah Al-Qur’an.

 Pentingnya kedudukan sunah ini dapat dilihat dari peranannya 
yang telah meletakkan bentuk-bentuk praktik amal terhadap prinsip-
prinsip yang terdapat dalam Al-Qur’an. Melalui sunah kita dapat 
memahami bagaimana Rasulullah melaksanakan hukum-hukum 
ataupun perundangan dalam Al-Qur’an dan prinsipnya di tanah Arab. 
Bagaimana pemikiran Islam dijelmakan dalam bentuk yang praktikal, 
bagaimana baginda membentuk satu masyarakat Islam berdasarkan 
kepada pemikiran tersebut, kemudian dari satu kelompok masyarakat 
berubah menjadi sebuah negara yang sempurna, dan kita dapat melihat 
juga bagaimana baginda menggerakkan semua unit-unit negara itu 
dalam menjalankan tugas masing-masing. Semua ini tidak dapat kita 
ketahui kecuali dengan melalui sunah saja. Seolah-olah sunah adalah 
satu gambaran yang lengkap bagi prinsip-prinsip Al-Qur’an yang 
dilahirkan dalam bentuk praktik yang memberikan kepada kita contoh-
contoh tata cara yang bernilai tentang konstitusi dalam Islam, dan juga 
tentang beberapa tradisi tentang konstitusi (constitutional tradition).8

Sunah juga seperti Al-Qur’an, ada di antaranya yang berkaitan 
dengan hukum-hukum (perundangan khusus dan umum), dan 
ada pula yang berkaitan dengan bidang-bidang lain yang semuanya 
ada keterkaitan dengan aktivititas manusia dalam semua bidang 
kehidupannya yang sejajar dengan keperluan pada zaman baginda. Oleh 
karena itulah, sehubungan dengan penganalisisan tentang konstitusi 
dalam Islam, ulama telah membagi hadis-hadis Rasulullah itu kepada 
dua kategori: Pertama, hadis-hadis hukum, yaitu segala hadis yang 
memiliki penjelasan tentang prinsip-prinsip umum atau kaidah-kaidah 

7‘Abd Wahhab Khallaf, Masadir al-Tashri’ al-Islami fi Ma La Nass Fih, (Kuweit: 
Dar al- Qalam, 1970), hlm. 166.

8Abu ‘Ala al-Maududi, Tadwin al-Dustur al-Islami, hlm. 5-6.
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hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an.9 Kedua, hadis-hadis yang 
ada kaitannya dengan bidang  bidang lain selain dari bidang hukum. 
Walaupun begitu pentingnya hadis-hadis hukum ini, tetapi para ulama 
amat berhati-hati sewaktu menerimanya karena terdapat bermacam-
macam hadis tersebut.

Syarat penerimaan hadis yang begitu ketat adalah berdasarkan 
kepada praktik dua orang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar al-
Siddiq dan ‘Umar Ibn al-Khattab. Bagaimanapun menurut sebagian 
ulama syarat seperti ini memanglah diperlukan untuk memberi 
keyakinan kepada kebenaran sebuah hadis terutama apabila hadis itu 
ada hubungannya dengan hukum-hukum atau prinsip-prinsip tata 
perundangan negara.10

3. Aktivitas Hidup Para Khulafaurasyidin

Praktik dan tindakan yang telah dilaksanakan oleh para khulafaurasyidin 
di dalam menjalankan tugas-tugas negara sesudah wafatnya Rasulullah, 
dianggap sebagai contoh kepemimpinan yang perlu diikuti oleh umat 
Islam di dalam melaksanakan urusan kenegaraan. Sehingga sampai 
hari ini umat Islam masih tetap menerima contoh-contoh yang telah 
mereka abadikan di dalam tulisan sejarah tentang negara dalam Islam.

Jelas bahwa setiap keputusan yang telah diambil oleh para 
khulafaurasyidin berhubungan dengan isu-isu konstitusi dan undang-
undang negara, setelah diberikan kepada para sahabat Rasulullah ijma’ 
(persetujuan) para sahabat Rasulullah yang wajib diterima oleh umat 
Islam sesudah zaman mereka, ini karena apabila para sahabat Rasulullah 
bersatu pendapat dalam sesuatu isu maka ini menggambarkan kepada 
kita suatu paham yang benar mengenai pengertian Al-Qur’an, atau 
satu cara yang betul di dalam melaksanakan kehendaknya. Apabila 
mereka berbeda pendapat maka ini menunjukkan bahwa isu-isu yang 
berkaitan mempunyai banyak andaian. Bahkan ada beberapa penulis 
telah meluaskan sumber ini hingga meliputi hukum-hukum yang telah 
diputuskan oleh para pemerintah Islam (berhubungan dengan isu-isu 
konstitusi) di zaman mereka yang tidak terdapat ijma’ para sahabat 
Rasulullah di masa pemerintahan para khulafaurasyidin. Kecenderungan 

9Abd al-Hamid al-Mutawalli, Mabadi’ Nizam al-Hukm fi al-Islam, hlm. 188.
10Ibid., hlm. 200. 
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mereka ini berdasarkan kepada sebuah firman Allah yang artinya: 
“Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemerintah/pemimpin (uli 
al-amri) di antara kamu”.11

4.  Keputusan dan Ketentuan Para Mujtahid (Ahli Hukum) 
Islam

Memperhatikan aktivitas ilmiah dari para mujtahid Islam yang telah 
mempunyai beberapa kesimpulan tentang hukum agama di samping 
mempunyai pandangan yang luas tentang ketentuan perundang-
undangan dan konstitusi. Maka keputusan para ahli hukum Islam di 
dalam beberapa isu tentang konstitusi dapat membantu kita di dalam 
memahami semangat konstitusi Islam dan prinsip-prinsip umum secara 
lebih jelas lagi. Walaupun sifatnya tidak dianggap sebagai kesimpulan 
akhir yang lengkap, tetapi dapat dijadikan sebagai pedoman terbaik 
untuk memahami dengan tepat tentang prinsip-prinsip perundang-
undangan dan konstitusi.

Oleh karena itulah, Abu ‘Ala al-Maududi dalam bukunya yang 
berjudul, Ke Arah Penyusunan Satu Perundangan Islam telah menganggap 
keputusan para ahli hukum atau mujtahid ini sebagai sumber keempat 
bagi konstitusi Islam.12 Walaupun keputusan para mujtahid itu tidak 
sebanding dengan ijma’ para sahabat Rasulullah dan juga lebih jauh 
untuk menandingi nas-nas dalam Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah Saw.

Itulah empat sumber perundangan dan konstitusi yang dirasakan 
penting sebagai pedoman dalam usaha ke arah mewujudkan satu 
perundangan dan konstitusi dalam Islam yang lengkap. Prinsip-
prinsip tata perundangan dapat dianalisis lebih lanjut dari sumber tadi 
kemudian dikumpulkan dan disusun dalam bentuk aslinya serta disusun 
dalam bentuk yang rapi dan dapat mengikuti perkembangan waktu. 
Walau bagaimanapun satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa 
ancaman utama yang dihadapi oleh masyarakat Islam sekarang ini bukan 
saja untuk mengambil hukum yang berkaitan dengan perundangan 
dan konstitusi Islam dari sumber asalnya syariat, tetapi juga berkaitan 
dengan penyesuaiannya dengan kehidupan yang terjadi pada saat ini 

11Al-Qur’an al-Karim, Surah An-Nisa: 59.
12Abu ‘Ala al-Maududi, Tadwin al-Dustur al-Islami, hlm. 7-8.
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yang tidak bisa untuk dilepaskan dari kemajuan teknologi dan ilmu 
pengetahuan. 

C. Prinsip-Prinsip Perundang-undangan dalam Islam
Al-Qur’an al-Karim yang merupakan sumber pertama undang-undang 
Islam hanya memberikan sebagian prinsip umum yang asas dan 
utama dalam bidang politik dan perundang-undangan yang tidak 
boleh diabaikan oleh sistem pemerintahan yang baik. Al-Qur’an tidak 
menjelaskan secara terperinci yang berkaitan dengan asas perundang-
undangan, dan Al-Qur’an memberikan kebebasan kepada masyarakat 
Islam untuk merumuskannya mengikuti perkembangan zaman dan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping Al-Qur’an yang telah disebutkan di atas, sunah 
Rasulullah juga mengikuti cara yang sama. Oleh karena itulah, sangat 
jelas bahwa dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, Rasulullah 
telah memberikan pertimbangan yang sewajarnya pada saat 
membentuk dan mendirikan “negara Islam Madinah” dan kebutuhan-
kebutuhan bernegara pada waktu itu. Penggunaan prinsip-prinsip 
perundang-undangan Islam berkaitan dengan sistem politik, kita 
akan mencoba menggunakan sebagian ayat Al-Qur’an dan Hadis 
yang umum dan lengkap serta mengikat. Oleh karena prinsip-
prinsip perundang-undangan negara Islam memperoleh kekuasaan 
perundang-undangan atau terikat dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan 
Sunah, karena kedua-duanya adalah sumber yang asas dalam semua 
aspek kehidupan. Oleh karena itulah, semua undang-undang yang 
diumumkan dianggap sebagai pedoman di dalam negara Islam, 
mengikat seluruh kaum muslimin.

Prinsip-prinsip asas yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah 
kita anggap sebagai prinsip-prinsip tertinggi dalam perundang-
undangan Islam, yang mempunyai peran dan fungsi yang besar untuk 
pembentukan konsep Islam terhadap negara serta fungsi-fungsinya dan 
ciri-ciri sistem pemerintahan tersebut. Di sini kita hanya menyebutkan 
lima prinsip saja yang selalu menjadi topik perbincangan dan diskusi 
para ulama dan pakar Islam. Dari empat prinsip ini lahirlah undang-
undang negara yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan prinsip-
prinsip itu supaya mencapai tujuan berbangsa yang dicita-citakan 
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oleh sistem politik dan pemerintahan Islam. Di antara prinsip-prinsip 
tersebut ialah: 1) syura, 2) keadilan, 3) persamaan, dan 4) kebebasan.

1. Syura

Salah satu unsur terpenting dalam prinsip perundang-undangan 
dalam Islam ialah syura. Para pakar dan ahli serta ulama-ulama Islam 
dalam pembahasan mereka tentang sistem pemerintahan dalam Islam, 
keseluruhannya telah bersepakat dan setuju tentang sangat pentingnya 
syura. Menurut syariat sekalipun membuat sesuatu keputusan dengan 
melalui proses syura merupakan ibadah dan menjadi kewajiban kepada 
orang-orang beriman, khususnya kepada uli al-amri di dalam sebuah 
negara Islam.

Syura yang mempunyai kepentingan dan kedudukan yang tersendiri 
dalam negara Islam, juga menjadi satu fenomena antarbangsa yang 
terdapat di kalangan negara-negara maju di dunia saat ini. Ini terbukti 
dengan banyaknya penggunaan istilah-istilah, seperti ‘al-Nadwah’,13 
‘Elders Council’, ‘Majlis’, ‘Mala’,14 ‘Counsel’, ‘Council’, ‘Euboulia’, ‘Ekklesia’, 
dan juga ‘Boule’.15

Perkataan syura adalah kata yang berasal dari perkataan ‘al-
musyawaratun’ atau ‘watasyawurun’, yang berarti mengutarakan 
pendapat.16 Dari segi makna kata, para cendekiawan Islam berbeda 
pendapat dalam mendefinisikan syura. Di antara mereka misalnya, 
Al-Asfahani menjelaskan bahwa: “ Syura ialah merumuskan pendapat 
melalui perbincangan dan diskusi”.17 Ibn ‘Arabi telah mendefinisikan 
pula Syura sebagai: “Permusyawaratan untuk mencari pendapat atau 
nasihat dalam mencari kepastian”.18

13Abu al-Walid Ahmad dan Muhammad al-Azraki, Akhbar Makkah, (Makkah: 
Matba’ah Ahl al- Sa’ud, 1970), hlm. 65. Lihat juga Jawad ‘Ali, Al-Mufassal fi al-Tarikh 
al-’Arab Qabl al-Islam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), Jilid 4, hlm. 47.

14Ibid., hlm. 48.
15J.H. Burn, The Cambridge History of Medieval Political Thought, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1988), hlm. 545.
16Majma’ al-Lughah al-’Arabiyyah, Mu’jam Alfaz Al-Qur’an al-Karim, (Cairo: 

Al-Hai’ah al -Misriyyah al-‘Ammah Li al-Ta’lif wa al-Nashr, 1970), Jilid 2, hlm. 40.
17Abu Thana’ Shihab al-Din al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir Al-Qur’an al-Karim 

wa Sab’i al-Mathani, (Cairo: Matba’ah al-Munirah, 1934 H), Jilid 25, hlm. 42.
18Abu Bakr Muhammad dan ‘Abd Allah Ibn al-‘Arabi, Ahkam Al-Qur’an, (Cairo: 

Matba’ah Mustafa Babi al-Halabi, 1958), Jilid 1, hlm. 297.
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Berasaskan kepada definisi di atas amat jelas bahwa pelaksanaan 
prinsip syura berarti menggunakan perundingan atau musyawarah 
bersama dalam semua tingkatan organisasi. Allah Swt., memerintahkan 
Rasulullah Saw., supaya melaksanakan syura dengan sahabat-
sahabatnya dalam memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan 
kepentingan awam (dunia) yang tidak diwahyukan,19 seperti yang 
dijelaskan di dalam firman Allah yang artinya: “Karena itu maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan 
mereka dalam urusan itu”.20

Ayat ini diwahyukan setelah selesainya peperangan Uhud yang 
berkaitan dengan pandangan sebagian sahabat supaya mereka bertahan 
dalam kota Madinah. Namun demikian, terbukti bahwa peperangan itu 
lebih mendekati pendapat Rasulullah supaya berperang di luar Madinah. 
Oleh karena itulah, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah, 
maka Allah Swt., meminta agar Rasulullah memohon kemaafan untuk 
sahabat-sahabatnya dan melanjutkan bermusyawarah dalam mencari 
suatu keputusan.21

Pemahaman kesimpulan dan pengajaran dari peristiwa di atas, 
sangat jelas, bahwa Allah menegaskan supaya Rasulullah tidak menjadi 
ragu atas keputusan syura, tetapi secara terus-menerus berdiskusi 
dengan para sahabat dalam semua aspek kehidupan dan kenegaraan. 
Keadaan ini disebabkan oleh tidak adanya satu kekuasaan yang bersifat 
mutlak dalam menentukan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat 
Islam. Sangat jelas bahwa Rasulullah melaksanakan syura dengan 
maksud untuk menghindarkan dari penguasaan sesuatu kekuasaan yang 
mutlak dalam setiap institusi politik. Oleh sebab itulah, Rasulullah 
selalu bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam masalah-masalah 
yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Dengan demikian, 
syura dapat membatasi kekuasaan eksekutif dan tidak memberikan 
peluang secara langsung kepada diktator untuk menjadi penentu dan 
berkuasa mutlak pada sistem politik dan pemerintahan Islam. Dengan 
demikian, syura mempunyai nilai tertinggi berarti wajar dan tepat 

19‘Ala al-Din ‘Ali dan Muhammad Ibn Ibrahim al-Baghdadi, Lubab al-Ta’wil fi 
Ma’ani al-Tanzil, (Caioro: Matba’ah Muhammad Amin Damaj, 1855), Jilid l, hlm. 296.

20Al-Qur’an al-Karim, Surah Ali Imran: 159.
21Sayyid Qutb, Fi Zilal Al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1971), Jilid 4, hlm. 

116-120.
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menjadi pegangan umat Islam dalam memutuskan berbagai resolusi 
untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Jika seandainya Rasulullah Saw., sebagai manusia yang luar biasa 
dan berkewibawaan, masih juga melakukan musyawarah dengan 
sahabat-sahabatnya, maka pemimpin-pemimpin umat Islam di zaman 
sekarang sangatlah wajar untuk melakukan musyawarah yang lebih 
banyak dalam mengambil suatu keputusan. Berdasarkan pernyataan 
inilah Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa: “Sebagai pemimpin tidak 
terlepas dari melaksanakan syura karena Rasulullah sendiri diarahkan 
oleh Allah supaya melaksanakannya. Oleh sebab itulah, syura menjadi 
satu keperluan untuk melaksanakan perundingan”.22 Al-Qurtubi dalam 
penjelasannya tentang pentingnya syura telah mengutip pendapat 
Ibn ‘Atiyyah dengan menegaskan bahwa syura adalah dasar syariat 
dan menjadi salah satu kewajiban. Jika terdapat (pemimpin) yang 
mengesampingkan perundingan dan musyawarah dengan ulama dan 
cendekiawan seharusnya ia disingkirkan.23

Penjelasan di atas nyata sekali menjelaskan tentang sangat 
pentingnya syura yang turut memainkan peranan utama di awal 
terbentuknya negara Islam Madinah, yaitu pada zaman Rasulullah 
dan khulafaurasyidin. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa syura 
merupakan satu penemuan baru yang dianjurkan oleh Islam. Akan 
tetapi, ia merupakan lanjutan dari institusi masyarakat di zaman pra-
Islam yang dikenali dengan sebutan  Council of Elders, bagaimanapun 
dengan mengadakan beberapa perubahan dan perbaikan berdasarkan 
kepada prinsip-prinsip moral dalam Al-Qur’an menjadikan syura 
yang diwajibkan oleh Islam untuk dijadikan sebagai satu pedoman 
dalam institusi negara membuat keputusan dalam sistem politik dan 
pemerintahan.

2. Keadilan

Keadilan adalah prinsip kedua setelah syura dalam membuat 
peraturan perundang-undangan. Islam telah meletakkan keadilan 

22Taqi al-Din Ahmad Ibn Taimiyyahh, Al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Ahwal al-Ra’i 
wa al- Ra’iyyah, (Cairo: Matba’ah Mustafa Babi al-Halabi, 1956), hlm. 75.

23Abu ‘Abd Allah Muhammad dan Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Al-Jami’ li 
al-Ahkam Al-Qur’an Tafsir al-Qurtubi, (Cairo: Dar al-Kitab al-Misriyyah, 1967), Jilid 
4, hlm. 249.
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pada kedudukan yang utama dalam perundangannya, yaitu pada tahap 
yang belum pernah dibuat oleh undang-undang atau tata perundangan 
sebelum ini. Tidak ada bukti yang lebih kuat yang dapat diberikan 
selain dari ayat-ayat Al-Qur’an yang menyeru kepada menegakkan 
keadilan dalam bentuk umum dan universal yang meliputi semua 
permasalahan kemanusiaan. Di dalam Surah Al-Hadid, ayat 25 Allah 
Swt., memerintahkan supaya menegakkan keadilan kepada manusia 
walaupun dengan kekerasan, seperti yang disebutkan dalam firman-
Nya yang berarti: “Sesungguhnya Kami telah mengutuskan seseorang 
dengan tanda-tanda yang jelas dan menurunkan kepada mereka Al-Qur’an 
dan penimbang (pengadilan) supaya manusia tegas dengan keadilan; dan Kami 
menyediakan kekuasaan, yang mana ia sangat berkuasa dan berguna kepada 
manusia, dan Allah mengetahui siapa yang akan menolong-Nya dan pesuruhnya 
pada waktu susah”.24

Di dalam menjelaskan pengertian ayat di atas Ibn Taimiyyah 
berkata: “Tujuan pengutusan nabi dan rasul dan diturunkannya Al-
Qur’an adalah supaya manusia menegakkan keadilan untuk jalan Allah 
dan mengikuti kebenaran makhluk-Nya. Oleh sebab itu, siapa yang 
menyeleweng dari Al-Qur’an harus dibetulkan dengan kekerasan”.25 Di 
samping Al-Qur’an, Rasulullah juga sangat mementingkan keadilan, 
seperti yang diriwayatkan di dalam banyak hadis yang menunjukkan 
baginda memerintah supaya keadilan ditegakkan dan menjauhkan 
penindasan. Baginda menyebutkan ganjaran keadilan untuk para 
pemimpin dengan meletakkan pemimpin yang adil paling atas di 
kalangan tujuh golongan yang akan dilindungi oleh Allah dengan 
payungnya pada hari itu apabila tiada pelindung kecuali daripada-
Nya.26 Di samping itu Rasulullah juga memberi peringatan tentang 
penindasan dalam semua bentuk melalui sabda baginda, yang artinya: 
“Bebaskan diri daripada penindasan, karena penindasan adalah 
kegelapan pada hari akhirat”.27

24Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Hadid: 25.
25Ibn Taimiyyah, Al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Ahwal al-Ra’i wa al- Ra’iyyah, hlm. 26. 

Lihat juga Mahmud Shaltut, ‘Aqaidatu wa al-Shari’ah, (Cairo: Dar Anjal al-Misriyyah, 
1964), hlm. 466.

26Muslim dan Al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Cairo: Dar al-Film, 1965), Jilid 7, 
hlm. 121.

27Muhammad Nasser al-Din al-Albani, Miskat al-Masabih, (Cairo: Dar al-Fikr, 
1967), hlm. 586.
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Secara harfiah, perkataan ‘adl merupakan kata nama abstrak. Kata 
ini berasal dari kata “adalah”, yang bermaksud: Pertama, meluruskan, 
memindahkan, atau penyesuaian. Kedua, melarikan diri, membelok, atau 
menyimpang dari satu tujuan (yang salah) ke satu tujuan lain (yang 
benar). Ketiga, menyamakan, menyetarakan, atau menyepadankan. 
Keempat, mengimbangi atau menyeimbangkan, atau menjadikan sesuatu 
berada dalam keadaan seimbang.28 Akhir sekali, ‘adl (atau ‘idl) juga 
membawa maksud “sepertinya”, “seumpama”, atau “serupa” (Surah 
Al-Maidah: 95), yaitu pernyataan harfiah yang secara tidak langsung 
berkaitan dengan keadilan.29

Dari segi konsep, Ibn Manzur, seorang ahli leksikografi, menjelaskan 
bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan ialah sesuatu yang sudah 
mantap dalam pikiran sebagai masalah yang lurus.30 Sesuatu yang 
bengkok atau tidak berada dalam kedudukannya yang benar disebut 
jawr atau tidak adil. Pengertian harfiah bagi perkataan “lurus” dan 
“menyimpang” dibayangkan dalam konsep kelurusan, manakala 
pengertian tentang “benar” dan “salah” dibayangkan dalam istilah 
‘adl dan jawr. Istilah ini digunakan dengan luas serta merangkum nilai 
moral dan agama. Konsep ‘adl, sebagai “benar”, setara dengan konsep 
keadilan dan kesaksamaan dan lebih tepat lagi jika ia dinyatakan dalam 
istilah istikamah atau lurus.31

Pemahaman kita tentang ‘adl sebagai suatu persamaan digunakan 
untuk menyamakan sesuatu permasalahan dengan masalah yang 
lain. Pengertian ini dapat dinyatakan apakah secara kualitatif atau 
secara kuantitatif. Yang pertama mengacu pada prinsip kesamaan 
yang abstrak. Maksudnya, kesamaan di sisi undang-undang akan 
mendapat hak yang sama, seperti disebutkan dalam Al-Qur’an yang 
bermaksud: “Sesungguhnya, orang beriman itu bersaudara”.32 Yang kedua 

28Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), Jilid 8, hlm. 457-
458. Lihat juga Al-Fairuzabadi, Al- Munjid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Jilid 1, hlm. 
431-432.

29Abdul Rauf al-Misri, Mu’jam Al-Qur’an, (Cairo: Dar al-Anjal al-Misriyyah, 
1948), Jilid 1, hlm. 137-138, B12, hlm. 34.

30Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, hlm. 457.
31Konsep “benar” dan “salah“ yang terkandung dalam konsep keadilan klasik 

lama yang kemudian diterima oleh Islam sebagai sebagian dari tradisi moral dan 
agamanya. Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, hlm. 266-272.

32Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Hujurat: 10.
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pula menekankan prinsip keadilan dalam pembagian yang lebih baik 
dinyatakan dalam istilah, seperti nasib dan qist (bagian), qistas dan 
mizan (skala), dan takwim (kelurusan).

Akhir sekali, pengetahuan kita tentang keseimbangan dan 
kesederhanaan dapat dijelaskan melalui perkataan ta’dil, qasd, dan 
wasat. Pengertian harfiah ‘adl dalam bahasa Arab klasik ialah gabungan 
nilai moral dan sosial yang melambangkan keadilan, keseimbangan, 
kesederhanaan, dan kejujuran. Secara logik, keadilan ketuhanan 
merupakan sintesis dari semua nilai dan kebaikan ini. Sesungguhnya, 
pengertian konsep ini merupakan ukuran dan standar perdebatan ahli 
teologi, ahli hukum, dan ahli falsafah di masa silam.

Keadilan politik, sering kali dianggap sebagai tujuan terakhir 
pembentukan sebuah negara. Sering keadilan itu hanya sesuai dengan 
kehendak suatu pemerintahan. Aristoteles dalam usahanya untuk 
membedakan berbagai bentuk keadilan, baik itu yang sempit ataupun 
yang luas, menyarankan bahwa keadilan politik perlu dilihat dari ruang 
lingkup analisis yang lebih luas; bidang kekuasaannya dikhususkan 
pada sebuah negara dalam menentukan apa yang adil atau sebaliknya.33 
Suatu pemerintahan mungkin adil atau sebaliknya, bergantung pada 
apakah tindakan negara itu mempunyai beberapa unsur keadilan 
menurut undang-undang, etika sosial, atau mereka hanya memenuhi 
kepentingan tertentu, pribadi ataupun yang lainnya. Oleh sebab 
itulah, keadilan politik diukur melalui tindak-tanduk sebuah negara, 
maka pemerintah akan menentukan kadar unsur keadilan yang perlu 
diwujudkan. Untuk masalah mempertahankan kekuasaan di tangan 
pemegang kekuasaan, sebuah negara mungkin membuat konsesi 
untuk memenuhi beberapa kepentingan diri yang selalu menyebabkan 
adanya kompromi di undang-undang atau keadilan sosial, bahkan dapat 
menghukum para pengkritik dan oposisi yang tidak bersalah yang 
mencoba mengemukakan pemikiran-pemikiran yang bertentangan 
dengan penguasa, atas alasan bahwa mereka mencoba untuk 
menggugat pemerintahan. Oleh sebab itulah, keadilan politik ialah 
satu fungsi ke arah mencapai berbagai tujuan politik. Bagaimanapun 
dalam analisis terakhir, kita dapat memahami bahwa keadilan politik 
ialah hasil dari tuntutan-tuntutan yang kompleks dan berbeda antara 

33Aristoteles, Politics, (Baltimore: Penguin Books, 1973), hlm. 1253.
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harapan yang tinggi dengan desakan sosial (sebagiannya desakan dari 
pihak umum dan yang lainnya dari kelompok kepentingan) terhadap 
kehendak pribadi, dan sering keadilan undang-undang tidak melibatkan 
keadilan etika atau sosial dikesampingkan untuk mengutamakan 
keuntungan politik.34

Jika tindakan negara itu berlawanan dengan batas keadilan yang 
terangkum dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan 
publik, berapa lamakah tindakan tersebut dapat bertahan di tangan 
penguasa? Memang benar untuk sementara waktu tindakan itu boleh 
dipertahankan, tetapi mustahil untuk mereka sebagai penguasa 
bertahan lebih lama lagi. Oleh akibat desakan sosial, lama-kelamaan 
tindakan tersebut akan dihapus dan dilenyapkan secara aman ataupun 
dengan paksaan. Jika sebuah negara itu masih juga bertahan, maka 
semua tindakannya haruslah sesuai atau setidak-tidaknya mereka 
mampu menyesuaikan diri dengan tingkat keadilan yang diakui dan 
terangkum dalam undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan 
umum. Yang dimaksudkan dengan kesejahteraan umum ialah suatu 
permasalahan yang perlu ditentukan oleh suatu masyarakat, baik itu 
dihasilkan oleh undang-undang positif ataupun berasal dari kekuasaan 
yang memiliki legitimasi luar biasa.

Selaras dengan peraturan perundang-undangan, keadilan politik 
dalam Islam yang sebenarnya termasuk juga semua aspek lain tentang 
keadilan berasal dari Allah Swt. Pemerintahan Allah Swt., adalah yang 
teragung, yang iradat-Nya tidak disalurkan melalui manusia biasa, 
tetapi dengan mengutus para rasul dan penganut-penganutnya diminta 
memahami syariat dan menaati para rasul Allah yang diutus untuk 
mengadili manusia dengan adil,35 bertujuan melaksanakan qudrah 
dan iradat Ilahi di muka bumi. Seperti yang tercatat dalam Al-Qur’an, 
yang artinya: “Hai, orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-
Nya, dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu. Jika kamu berselisih paham 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul 
(sunahnya)”.36

34Majid Khadduri, Konsep Keadilan dalam Islam, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka, 1994), hlm. 16.

35Al-Qur’an al-Karim, Surah Sad: 26.
36Ibid., Surah An-Nisa: 59.
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Maka Rasulullah Saw., telah diberi kekuasaan dan diperintahkan 
untuk mengadili sesuatu masalah hukum sesuai dengan “kebenaran” 
dan “hukum Allah”.37 Memperhatikan analisis kebanyakan ahli tafsir, 
“kebenaran” dan “hukum Allah” adalah sama maksudnya dengan 
“kewajaran” dan “keadilan”. Oleh sebab itulah, semua tindakan 
Rasulullah Saw., terhadap kepentingan umum, telah dikendalikan 
sesuai dengan kewajaran dan keadilan Ilahi.38 Bagaimanapun suatu hal 
yang perlu kita ketahui bahwa dalam perundangan modern, perkataan 
keadilan itu hanya terdapat di bidang kehakiman saja yang disebut 
dengan perkataan “justice”, dan dalam pemilihan pemimpin negara, 
syarat keadilan tidaklah menjadi sebagai satu syarat.

3. Kebebasan

Para pakar dan ahli di kebanyakan negara pada setiap zaman dalam bidang 
undang-undang, politik, dan juga sains sosial telah sepakat, bahwa 
kebebasan adalah tujuan utama ke arah mana sistem pemerintahan 
akan dijalankan, teori-teori politik dan undang-undang serta konstitusi 
harus mampu mengarahkan interaksi sosial. Konsep kebebasan dan 
bagaimana seharusnya dipraktikkan masih belum didefinisikan dengan 
baik dan sempurna untuk dapat diterima oleh umum.

Bahkan dalam bidang politik sekalipun, definisi kebebasan agak 
jelas, yaitu “para pemimpin harus tidak menzalimi rakyat”, tetapi jarang 
sekali definisi tersebut akan diterima dengan jelas, khususnya apabila 
pihak yang berlawanan mempunyai definisi kebebasan yang berbeda.39 
Para pakar dan ahli perundang-undangan modern telah membagi 
kebebasan kepada beberapa cabang, yaitu kebebasan untuk berpikir dan 
memercayai, hak untuk pendidikan dan harta benda, dan kebebasan 
pribadi. Bagaimanapun kebebasan berpikir merupakan cabang dari 
bagian tersebut. Tidak diragukan bahwa terdapatnya hubungan yang 
paling dekat di antara kebebasan tersebut dengan sistem politik negara.40

37Ibid., Surah Al-Baqarah: 23.
38Ibid., Surah An-Nisa: 1.
39Muhammad ‘Asfour, Al-Hurriyah al-Fikriyyah wa al-Dimuqrati, (Cairo: Dar 

al-Mukhtar al -Islami, 1961), hlm. 17.
40S.A. de Smith, Constitutional and Administrative Law, (London: Macmillan, 

1971), hlm. 462-465.



Bab 4 - Konstitusi Negara Menurut Perspektif Islam 67

Islam memberikan perhatian dan penghormatan yang sangat 
tinggi terhadap kebebasan, seperti yang selalu diberikan dalam 
doktrin politik lain atau sistem perundang-undangan ciptaan 
manusia. Keadaan seperti ini karena dalam agama Islam, Allah telah 
menciptakan manusia pada awal kejadian dengan terdapatnya nilai-
nilai kebebasan memilih.41 Satu petunjuk yang jelas tentang konsep 
ini hanya terdapat di dalam kisah Adam dan istrinya, seperti yang 
disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur’an. Bagaimana Allah mencegah 
mereka dari memakan buah dari salah satu tumbuhan di surga, dan 
bagaimana mereka melanggar larangan dan memakan buah tersebut. 
“... dan Nabi Adam mengingkari Tuhan, oleh sebab itulah Nabi Adam tersesat”. 
Mereka telah dibuang dari surga karena pengingkaran ini dan Allah 
berfirman kepada mereka: “Akan tetapi, sekiranya datang petunjuk-Ku 
kepada kamu, dan siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan 
jatuh kepada kesengsaraan. Akan tetapi, siapa yang enggan mengingat-Ku, 
keinginannya adalah kehidupan yang sempit”.42

Ayat-ayat tersebut adalah tentang tindakan Nabi Adam dan istrinya 
yang memakan buah larangan dan oleh karena itulah mereka ingkar, 
kisah ini sama dengan kenyataan tentang adanya mengikuti petunjuk 
atau mengingkarinya semua pernyataan ini menjadi kasus pertama 
dalam sejarah manusia sebagai bukti bahwa manusia mempunyai 
kemampuan untuk menggunakan “hak untuk memilih” dan hak itu 
telah dipraktikkan sejak awal diciptakannya manusia oleh Allah Swt. 

Al-Qur’an juga telah memberitahukan serta mengajarkan kepada 
Rasulullah Saw., bahwa tidak ada jalan untuk membatasi kebebasan 
manusia dalam masalah-masalah tentang pemikiran dan kepercayaan. 
Menjadi hak istimewa setiap mereka untuk memilih sendiri: “Dan 
sekiranya diizinkan Allah, ke semua manusia yang ada di dunia akan 
mempunyai kepercayaan bersama. Bolehkah kamu menyuruh manusia untuk 
menjadi para penganut?”43

Pengakuan kebebasan berpikir manusia di dalam Islam, dan 
kebebasan berpendapat yang dijamin oleh ayat-ayat Al-Qur’an yang 
telah dijelaskan sebelum ini terbatas oleh satu aturan tertentu, yaitu 

41Al-Qur’an al-Karim, Surah Thaha: 121, dan Surah Al-Baqarah: 35-39.
42Ibid., Surah Al-Baqarah: 35-39.
43Ibid., Surah Yunus: 99.



Pengantar Ilmu Politik: Dalam Perspektif Barat dan Islam68

memperhatikan suatu batas-batas undang-undang Islam. Oleh sebab 
itulah, dalam melaksanakan kebebasan ini, pandangan yang diberikan 
oleh kaum muslimin kalau seandainya ada yang bertentangan dengan 
agama atau menyebabkan terjadinya perselisihan, karena bertentangan 
dengan aturan-aturan umum di dalam negara Islam. Siapa saja yang 
melakukan tindakan demikian harus ditahan dan dalam keadaan 
tertentu mungkin dihukum.

4. Persamaan

Prinsip persamaan adalah satu dari prinsip perundangan dan konstitusi 
yang paling penting dan menjadi dasar sistem politik saat ini. Prinsip 
ini mulai dilaksanakan pada zaman modern sejak terjadinya pengakuan 
negara Prancis terhadap hak-hak asasi manusia pada 1789. Pengakuan ini 
dianggap sebagai pernyataan hak asasi yang paling masyhur karena akibat 
penerimaan prinsip-prinsip ini dalam kebanyakan perundangan di dunia 
telah menarik minat di kalangan antarbangsa, dan karena teks-teksnya 
mempunyai kesan yang berpengaruh kepada perundangan tersebut.44

Ahli-ahli hukum tentang undang-undang dan konstitusi ciptaan 
manusia dan para ahli serta pakar sistem politik mempelajari banyak aspek 
tentang penggunaan prinsip ini. Antara lain, mereka memberi kepentingan 
khusus kepada hak persamaan dalam pembicaraan, memegang jabatan-
jabatan awam, berkaitan dengan kebijakan umum dan hak-hak lainnya. 
Akan tetapi, mereka bersepakat bahwa persamaan di bawah undang-
undang termasuklah semua aspek persamaan yang lain-lainnya.

Walaupun sudah terdapat persetujuan tentang penentuan prinsip 
persamaan di bawah undang-undang, bagaimanapun para pakar 
dan ahli berbeda pendapat tentang permulaannya. Sebagian ahli 
mengatakan bahwa persamaan berasal dari konsep “kontrak sosial” 
yang diinterpretasikan sebagai asal mula “negara” itu sendiri, manakala 
yang lainnya berpendapat pula bahwa teori undang-undang asasi lebih 
tinggi daripada undang-undang ciptaan manusia itu sendiri, oleh sebab 
itulah maka prinsip ini harus diberikan tempat tersendiri dalam teori 
undang-undang asasi.45

44Abd al-Hamid al-Mutawalli, Mabadi’ Nizam al-Hukm fi al-Islam, hlm. 464-465.
45A.P. d’Entreves, Natural Law, (London: Macmillan, 1970), hlm. 29 dan 57.
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Sekiranya kita melakukan penganalisisan terhadap undang-
undang Islam, kita akan mendapati bahwa prinsip persamaan berada 
pada tempat yang baik di dalam nilai-nilai asas undang-undang yang 
dikehendakinya dan telah digunakan oleh Rasulullah bersama-sama 
dengan sahabatnya. Walaupun prinsip ini telah diinstitusikan oleh 
kitab suci Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah Saw., bagaimanapun 
dengan kebangkitan dan perkembangan Islam undang-undang ini 
telah menjadi suatu asas revolusi Islam dalam mewujudkan kesamaan 
di antara umat manusia, seperti yang diutarakan oleh Rasulullah 
dalam hubatul wida’ yang antara lain bermaksud: “Wahai manusia, 
sesungguhnya Tuhan kamu, yang Maha Terpuji dan Maha Agung adalah satu, 
dan sesungguhnya bapak kamu (Adam) adalah satu. Sesungguhnya tidak ada 
seorang Arab yang tinggi daripada orang yang bukan Arab, dan sesungguhnya 
tidak ada orang yang berkulit merah lebih tinggi darajatnya daripada seseorang 
yang hitam kecuali melalui takwa”.

“Sesungguhnya sudahkah saya menyampaikan kepada kamu pesan 
tersebut?”. Mereka berkata, “Ya”. Baginda berkata, “Biarkan mereka yang hadir 
menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir”.46 Dalam ucapan baginda di 
atas sangat jelas bahwa konsep persamaan dianggap sebagai satu dari 
prinsip umum Islam, seperti yang telah ditentukan dalam ayat-ayat 
Al-Qur’an yang dijadikan sebagai prinsip dalam undang-undang Islam. 
Walau bagaimanapun jika teori persamaan atau peraturan-peraturan 
tentang perundangan ciptaan manusia mengakui pengecualian 
yang dinikmati oleh sebagian individu seperti ahli-ahli di lembaga 
perundangan ataupun hakim,47 maka prinsip persamaan seperti yang 
ditentukan di dalam undang-undang Islam tidak mempunyai ruang 
bagi pengecualian yang disebutkan di atas. Ini karena asas prinsip ini 
adalah asal manusia yang satu.

Berdasarkan kepada konsep ini juga Abu Bakar al-Siddiq di dalam 
khotbahnya yang pertama sebagai khalifah mengisahkan keinginannya 
untuk menggunakan prinsip persamaan di bawah undang-undang, 
seperti berikut ini: “Dan barangsiapa yang lemah di kalangan kamu akan 
kuat pada pandangan saya sehingga saya mendapatkan haknya, dan yang kuat 

46Taqi al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah, Iqtidha al-Sirah al-Mustaqim, (Cairo: Dar 
al-Anjal Al blisriyyah, 1950), hlm. 144.

47‘Abd al-Qadir al-‘Audah, Al-Tashri’ al-Ana’i al-Islami, (Cairo: Dar al-Mukhtar 
al-Islami, 1967), Jilid 1, hlm. 101-341.
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akan lemah pada pandangan saya sehingga saya merampas hak daripadanya”.48 
Berdasarkan kepada asas, yang sama juga Rasulullah, Abu Bakar dan 
‘Umar Ibn al- Khattab pernah memberi pelayanan yang serupa kepada 
hamba-hamba mereka seperti yang dijaminkan kepada orang biasa.49

D. Tanggung Jawab Pemimpin Negara
Dalam sistem perundangan yang berlaku di negara demokrasi Barat 
pemimpin negara hanya bertanggung jawab terhadap sebagian dari 
tindakannya saja, seperti yang terdapat dalam konstitusi negara 
Mesir 1964 (Artikel 112) dan juga konstitusi negara Lebanon 
(Artikel 60).50 Ini jelas sekali memberikan gambaran kepada kita 
bahwa tindakan pemimpin negara tidak akan dipersoalkan terhadap 
risiko dan masalah dari sebagian tindakannya walaupun tindakan itu 
dapat menjatuhkan kepentingan rakyatnya atau negaranya sendiri. 
Bagaimanapun, pemimpin negara Islam bertanggung jawab terhadap 
setiap tindakannya kepada rakyat dan di hadapan Allah karena ia tidak 
akan dilindungi oleh undang-undang negara sekiranya ia melakukan 
kesalahan. Maka dapat dipahami bahwa terdapatnya status yang sama 
di antara pemimpin negara dan rakyat biasa dari segi undang-undang 
di dalam negara Islam.51

Pemimpin negara Islam bertanggung jawab terhadap semua 
tindakannya di hadapan umat karena pelantikannya pada suatu posisi 
menurut persetujuan dan kerelaan umat yang disuarakan melalui 
beberapa individu yang dikenali dengan sebutan anggota Majelis al-
Syura (Ahl al-Hal wa al-’Aqd). Umat memberinya hak memerintah dan 
hak memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam konteks ini pemimpin 
adalah wakil umat dalam urusan mengelola negara dan juga segala 
masalah tentang keagamaan. Umat mempunyai hak untuk bertanya 
dalam setiap tindakannya.

48Ibn al-Athir, Al-Kamel, (Cairo: Dar al-Fikr, 1979), Jilid 2, hlm. 224-225.
49Imam al-Shafi’i, Al-Umm, (Cairo: Dar al-Anjal al-Misriyyah, 1978), Jilid 6, 

hlm. 44.
50Sebagai keterangan yang lebih sempurna kepada teks-teks perlembagaan 

yang disebutkan di atas lihat juga, Abd al-Hamid Mutawalli, Al-Wasit fi al-Qanun 
al-Dusturi, (Cairo: Dar al-Mukhtar al- Islami, 1956), hlm. 253-256.

51Al-Sa’idi, Al-Nazariyyah al-Islamiyyah, hlm. 131-132. Ibid., hlm. 132.
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Dan apabila pemimpin negara sudah menyeleweng dari jalan yang 
benar, atau pemimpin itu telah melakukan pengkhianatan, kezaliman 
ataupun melanggar hukum-hukum Al-Qur’an dan Sunah, maka umat 
mempunyai hak untuk membetulkannya, malahan lebih dari itu umat 
juga mempunyai hak untuk memecatnya kalau pemimpin itu masih 
berkeras dengan sikap penyelewengannya.52 Demikianlah sedikit 
penjelasan tentang beberapa prinsip umum bagi sebuah perundang-
undangan dalam Islam.

E. Kesimpulan
Satu masalah penting yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah 
masalah mengharmoniskan ajaran-ajaran Islam dengan kehidupan 
saat ini. Adapun anjuran untuk mendirikan sistem pemerintahan 
yang berdasarkan kepada Islam haruslah berpedoman kepada konsep 
yang tersebut dalam Islam, di samping itu juga harus diberi batasan 
pada masalah yang umum saja tanpa melihat kepada masalah-masalah 
yang perlu pada perincian yang bertujuan untuk mencegah timbulnya 
perbedaan pendapat sebelum mencapai kesepakatan tentang sahnya 
kehendak tersebut. Waktunya akan tiba untuk berdiskusi tentang 
masalah-masalah yang terperinci, hal ini karena apabila golongan 
mayoritas rakyat di negara Islam sepakat mencari inspirasi dari seruan 
Islam bagi penyusunan politik mereka, masalah-masalah terperinci 
tidak akan menjadi masalah lagi. Dan sekiranya terjadi masalah karena 
sesuatu sebab, masalah itu akan diselesaikan berdasarkan kehendak 
masyarakat dengan mencari penyelesaian yang praktis untuk mereka.

Di zaman awal Islam jelas bahwa keadaan yang terjadi memberikan 
penyelesaian kepada masalah-masalah politik yang dihadapi oleh 
masyarakat Islam pada waktu itu. Penyelesaian tersebut kebanyakannya 
secara umum berdasarkan pada pemahaman mereka yang telah diresapi 
oleh keseluruhan semangat Islam dan anjurannya yang jelas tentang 
keadilan, kebenaran, perundingan, persamaan, dan juga prinsip-prinsip 
lainnya. Ke semua prinsip-prinsip tersebut, termasuk ayat-ayatnya, 
dan semangat ayat-ayat Al-Qur’an tersebut juga menjamin untuk 
memberi manusia apa yang mereka perlukan untuk menyelesaikan 
masalah sekarang.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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A. Pendahuluan
Penganalisisan dari sejarah kependudukan masyarakat Islam di bawah 
kepemimpinan Rasulullah Saw., maka kita akan dapat memahami bahwa 
perjalanan ke arah pembentukan sebuah negara yang disebut sebagai 
“negara Madinah” dalam konteks Islam diawali dengan tindakan “bay’ah 
al-’aqabah”, yang merupakan sebagai suatu perjanjian yang diadakan di 
antara Rasulullah dengan beberapa individu Islam dari Madinah yang 
telah menjemput baginda bersama-sama dengan orang Islam lainnya 
di Makkah untuk berhijrah ke Madinah dan mereka berjanji akan 
memberikan dukungan serta perlindungan kepada Rasulullah dalam 
usaha beliau untuk mengembangkan ajaran Islam.

Bay’ah al-’Aqabah yang tersebut merupakan suatu perjanjian yang 
terkandung di dalamnya tujuan untuk mendirikan satu masyarakat Islam 
yang pertama dalam sejarah Islam itu sendiri. Ini karena bay’ah tersebut 
memberi mandat kepada Rasulullah di dalam menjalankan segala 
urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Islam itu sendiri. 
Di samping itu juga, pernyataan ketaatan yang tidak akan terpengaruhi 
oleh apa pun dari masyarakat Islam Madinah terhadap kepemimpinan 
Rasulullah yang terkandung dalam bay’ah tersebut. Keadaan ini juga 
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dapat dianggap sebagai bukti yang kuat akan kesediaan masyarakat 
Islam untuk menerima Rasulullah sebagai pemimpin mereka.

Setelah Rasulullah Saw., tiba di kota Madinah, baginda menyadari 
bahwa masyarakat Madinah yang akan beliau pimpin adalah suatu 
masyarakat majemuk, di mana setiap golongan bersikap bermusuhan 
terhadap golongan lain. Jenis masyarakat yang seperti ini biasanya perlu 
pengendalian sosial secara bijak dengan membuat peraturan dan undang-
undang yang dapat mengatur hubungan-hubungan antara golongan 
dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga kehidupan beragama.

Untuk tercapainya tujuan tersebut Rasulullah Saw., telah 
mengambil beberapa langkah yang akan dapat memenuhi tujuan di 
atas. Di antara langkah-langkah tersebut ialah:

1. Membangunkan masjid. Masjid ini dianggap sebagai lembaga 
keagamaan dan sosial, yaitu tempat beribadat kepada Allah Swt., 
di samping juga sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan 
di antara anggota masyarakat Islam.

2. Mewujudkan persaudaraan yang nyata dan efektif di antara orang-
orang Islam dari Makkah dengan orang-orang Islam di Madinah. 
Dengan kata lain, mewujudkan persaudaraan dengan orang-orang 
yang berhijrah. Persaudaraan ini bertujuan untuk mempererat 
ikatan batin di antara mereka dan menghilangkan permusuhan 
lama di kalangan mereka. Persaudaraan ini merupakan suatu 
persaudaraan yang bukan diikat oleh hubungan kabilah seperti 
yang berlaku sebelum Islam, melainkan persaudaraan yang diikat 
oleh dasar akidah dan agama. Hal ini juga sejalan dengan sikap 
kaum muslimin di Madinah, seperti yang tertera dalam bay’ah al-
’aqabah. Persaudaraan seperti ini dibentuk oleh Nabi Saw., sebagai 
langkah awal yang membawa kepada lahirnya masyarakat Islam 
Madinah. Di sini jelas langkah pertama dan kedua bertujuan untuk 
“konsolidasi atau untuk memperkukuhkan masyarakat Islam”, 
sebelum langkah-langkah yang selanjutnya diambil ditujukan 
kepada seluruh penduduk Madinah.

3. Menggariskan hak dan tanggung jawab orang-orang Islam dan 
penduduk tempatan Madinah.

4. Membangun kesepahaman dengan orang-orang yang bukan Islam 
terutama sekali dengan orang- orang Yahudi.
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5. Penyusunan soal politik dan pertahanan Madinah.

6. Bayaran pampasan perang terhadap kerugian atau kehilangan nyawa 
dan harta yang dialami oleh orang-orang yang berhijrah lantaran 
dimusuhi oleh orang-orang Quraisy Makkah.1

Untuk terpenuhi tujuan tersebut di atas, Rasulullah Saw., telah 
membuat suatu perjanjian antara orang Islam dan orang Yahudi di 
Madinah serta menata dan menyatakannya sebagai suatu perundang-
undangan dan konstitusi yang disebut sebagai “Sahifah al-Madinah/
Piagam Madinah”, yaitu suatu aturan tingkah laku tentang hak dan 
kewajiban pemerintah dan orang yang diperintah. Poin-poin penting 
yang terkandung dalam piagam ini telah disebut oleh Ibn Ishak dan 
Abu Ubaid dalam tulisan mereka masing-masing.2 Di antara tujuan 
yang terkandung di dalam piagam tersebut ialah untuk menekankan 
kepada persaudaraan yang erat di antara umat Islam dan kaum Yahudi, 
di samping menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, 
menekankan kerja sama dan persamaan hak dan kewajiban semua 
golongan dalam kehidupan sosial politik dalam menciptakan pertahanan 
dan perdamaian, dan menetapkan kekuasaan Nabi Muhammad 
Saw., untuk ikut serta memutuskan segala perbedaan pendapat dan 
perselisihan yang timbul di antara mereka.

Menganalisis langkah-langkah yang telah dijalankan oleh 
Rasulullah itu, beliau telah dapat mewujudkan suatu situasi baru 
dengan menghilangkan pertentangan-pertentangan di antara suku, 
seperti yang diharapkan oleh penduduk Madinah, khususnya dari 
golongan masyarakat Arab. Keberhasilan baginda dalam mempersatukan 
masyarakat Madinah itu, menjadikan posisi Rasulullah Saw., sangat 
kuat. Sehingga beliau berhasil dalam membentuk masyarakat Islam yang 
bebas dan merdeka bersama masyarakat Yahudi, yang juga merupakan 
satu kesatuan dengan umat Islam untuk bekerja sama dalam berbagai 

1Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World, (Lahore: 
S.H. Muhammad Ashraf, 1975), hlm. 5-9.

2Penjelasan secara terperinci tentang piagam (sahifah) ini juga Ibn Kathir, 
Ibn Khaythaman, Ibn Zajawaih, dan juga ahli dan pakar yang lain. Lihat, Ibn 
Ishak, Sirah Rasulullah, Diterjemahkan oleh Alfred Guillaume sebagai, The Life of 
Muhammad, (Lahore: Oxford University Press, 1980), hlm. 231. Ibn Hisyam, Al-
Sirah al-Nabawiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 147-150.
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aspek kehidupan sosial politik. Hal ini sangat jelas diatur dalam teks 
“Piagam Madinah”.

B. Hakikat Piagam Madinah
Secara umum Piagam Madinah ini dapat dianggap sebagai satu dokumen 
politik penting yang dibuat oleh Rasulullah Saw., sebagai perjanjian 
antara golongan-golongan Muhajirin, Ansar, dan juga Yahudi, beserta 
sekutunya yang mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan 
penting yang menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban 
-kewajiban mereka sebagai dasar untuk kehidupan mereka bersama 
dalam kehidupan sosial politik dalam sebuah masyarakat dan negara.

Terjadinya Piagam Madinah tersebut menurut sebagian ahli dan 
pakar politik disebut sebagai “Konstitusi Madinah” telah dibuat oleh 
Nabi Muhammad Saw., pada tahun pertama hijrah, yaitu pada masa di 
mana ayat-ayat Al-Qur’an belum lagi diturunkan dengan sempurna.3 
Oleh sebab itulah, Piagam Madinah merupakan hasil ijtihad Rasulullah 
Saw. Di samping itu terjadinya piagam ini juga bukti historis yang 
menunjukkan bahwa Rasulullah Saw., dan masyarakat Islam generasi 
pertama, telah mempraktikkan kehidupan politik melalui pembentukan 
masyarakat politik di Madinah pada waktu itu.

Dalam analisis yang berkaitan dengan piagam ini Al-Waqidi 
menulis bahwa ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah semua orang 
Yahudi membuat perjanjian damai dengan beliau, di mana mereka 
tidak akan mendukung musuh yang menentang beliau. Ka’ab bin 
As’ad atau nama Quraizhat menandatangani perjanjian itu.4 Sedangkan 
Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam,5 Al-Tabari,6 dan juga lbn al-Atsir,7 
menulis bahwa perjanjian ini dibuat setelah Nabi Muhammad tiba 
di Madinah sebelum Perang Badar dan ditulis dalam dua peristiwa. 

3Muhammad Husain Haikal, Hayat Muhammad, Diterjemahkan oleh Ali Audah, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 227.

4Montgomery Watt, Muhammad at-Medina, (London: Oxford University Press, 
1956), hlm. 196. Lihat juga Muhammad bin ‘Umar al-Waqidi, Kitab al-Maghazi, 
(Cairo: Matba’ah Babi al-Halabi, 1896), hlm. 177.

5Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallam, Kitab al-Amwal, (Cairo: Dar al-’I’tisam, 
1975), hlm. 266.

6Al-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 84. 
7Ibn Athir al-Jazri, Al-Kamil fi al-Tarikh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1965), hlm. 137.
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Naskah perjanjian pertama dibuat oleh nabi antara Muhajirin dan 
Ansar di rumah Anas bin Malik. Naskah perjanjian kedua dibuat oleh 
nabi dengan melibatkan kaum Yahudi dan terjadi sebelum Perang 
Badar.8 Kedua naskah tersebut kemudian dipersatukan oleh para 
penulis sejarah menjadi satu naskah.

Penguraian di atas menjelaskan bahwa terjadinya Piagam Madinah 
membuktikan bahwa Islam sejak permulaan kelahirannya telah 
meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia dan juga prinsip-prinsip 
pemerintahan untuk sebuah umat Islam yang masih tetap mempunyai 
kesesuaian dengan zaman modern ini. Dengan penjelasan itu juga dapat 
kita mengatakan bahwa prinsip-prinsip ataupun dasar-dasar tentang 
persamaan manusia di dalam ajaran Islam telah pula dikukuhkan 
di tingkat awal kelahiran masyarakat Islam Madinah. Ini sekali lagi 
menunjukkan bahwa dunia Islam telah mendahului dunia Barat 
beberapa abad lamanya dalam hal yang berkaitan dengan hak asasi 
manusia. Dengan kelahiran Piagam Madinah telah membantah pendapat 
para ilmuwan ilmu sosial Barat, seperti Rousseau, Stuart Mill, dan juga 
Renan yang menyatakan bahwa di dunia ini Islam tidak memiliki dasar 
hukum untuk kemerdekaan berpolitik.

C. Isi Piagam Madinah
Piagam Madinah ialah suatu dokumen yang berhasil disusun dari 
perundingan antara Nabi Muhammad Saw., dengan pemimpin 
masyarakat Islam dan pemimpin masyarakat Yahudi di Madinah 
berdasarkan kepada firman Allah Swt., yang artinya: “Maka dengan sebab 
rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad engkau telah bersikap lemah 
lembut kepada mereka dan kalaulah engkau bersikap kasar dan lagi keras hati 
tentulah mereka telah lari dari kamu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan 
mohonkan ampun bagi mereka dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam 
urusan peperangan dan soal-soal keduniaan”.9 Dan: “Urusan mereka dijalankan 
secara bermusyawarah sesama mereka”.10

Dalam Konstitusi Madinah terdapat dua bagian. Bagian pertama 
yang mengandung 23 pasal, berkaitan tentang hubungan antara 

8Akram ‘Umri, Tarikh al-Islam, (Baghdad: Matba’ah al-Ummal, 1973), hlm. 12-13.
9Al-Qur’an al-Karim, Surah Ali Imran: 159.
10Ibid., Surah Asy-Syura: 38.
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Muhajirin dan Ansar, selanjutnya 24 pasal lagi merupakan bagian-
bagian yang berhubungan dengan hak dan kewajiban orang-orang 
Yahudi. Semuanya berjumlah 47 pasal, tetapi menurut Profesor 
Hamidullah jumlahnya ialah 52 pasal, di mana bagian pertama 
mengandung 25 pasal dan bagian kedua 27 pasal.11 Ahli-ahli sejarah 
pada umumnya mencatatkan bahwa piagam ini (kedua bagian) 
telah ditulis pada permulaan tahun pertama hijrah, bagaimanapun 
Profesor Hamidullah telah memberi kemungkinan bahwa bagian 
pertama dibuat dalam tahun pertama hijrah, manakala bagian yang 
kedua telah ditambah pada tahun kedua hijrah setelah peperangan 
Badar.12 Pandangan Profesor Hamidullah ini didukung oleh kenyataan 
di dalam ensiklopedia, Lisan al-’Arab yang ditulis oleh sahifah ini, ia 
telah memberi dua nama, yaitu “Kitabihi li al- Muhajirin wa al-Ansar” 
(peraturan bagi orang-orang Muhajirin dan Ansar) dan “Kitab 
Rasulillahi Sallahu Alaihi wa Sallam li Yahud” (peraturan untuk orang-
orang Yahudi).13 Piagam Madinah menyentuh bermacam-macam 
persoalan, seperti hak dan kewajiban pemerintahan dan orang yang 
diperintah, perundangan, birokrasi keadilan, susunan pertahanan, 
kedudukan pemimpin negara, pelayanan terhadap orang-orang bukan 
Islam, jaminan kemasyarakatan, dan pengertian ummah.14 Konstitusi 
ini memiliki dasar-dasar umum yang sebanding dengan konstitusi 
negara-negara modern. Dasar yang paling penting ialah pembentukan 
“ummah” dengan memberi pengertiannya dan menerangkan bermacam-
macam hak dan kewajiban terhadap berbagai golongan yang terdapat 
di dalam “ummah” itu. Dalam Pasal 25 ada dinyatakan, yaitu “orang-
orang Yahudi Bani ‘Awf merupakan ummah bersama-sama orang-orang 
mukmin”. Dari sini, Zafir al-Qasimi berpendapat bahwa orang Islam 
menganggap ahli kitab atau orang-orang Yahudi adalah warga negara 
dan ummah bersama orang-orang Islam, selama mereka menjalankan 
tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, dan menurut piagam 

11Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World, hlm. 19-20.
12Ibid., hlm. 23.
13Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, (Cairo: Matba’ah Babi al-Halabi, 1301 H), Jilid 

9, hlm. 464.
14Mahmud Brelvi, Islamic Ideology and its Impact on Our Times, (Karachi: M.K. 

Usmani, 1967), hlm. 23. Lihat juga Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, 
(Lahore: Ashraf Press, 1974), hlm. 121.
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ini, perbedaan agama tidak boleh dijadikan alasan untuk penolakan 
kewarganegaraan.15

Sebelum kedatangan Islam ke Madinah tidak pernah diketahui apa 
saja jenis susunan negara. Rasulullah yang memberi bentuk negara 
pertama, dan apa yang lebih dari itu adalah sebuah konstitusi yang 
tertulis.16 Berbagai suku bangsa yang tinggal di Madinah, nama-nama 
suku bangsa ini sebagaimana yang tercatat dalam piagam ini ialah: 
Banuu ‘Awf, Banu Najjar, Banu al-Harith, Banu Sa’idah, Banu Jusyam, 
Banu Aws, Banu Tha’labah, Banu Jafmah, Banu Syutaibah, Banu Nabit, 
dan Banu Amr Ibn ‘Awf.17 Setibanya Rasulullah di Madinah, mereka 
sudah mempunyai cara hidup tersendiri. Dalam Piagam Madinah yang 
bersifat “persekutuan”, Rasulullah bukan saja menjadi pemimpin dari 
orang-orang Islam, tetapi juga orang-orang Yahudi dan orang-orang 
Arab yang belum beragama Islam.

Piagam Madinah telah membawa perubahan yang besar dengan 
membentuk sebuah institusi pemerintahan pusat untuk menjamin 
keadilan dan keamanan tanpa menghilangkan kekuasaan dan 
keistimewaan golongan-golongan tertentu. Kota Madinah telah 
dibagikan pada beberapa jajahan bagi beberapa suku dari kaum yang 
berlainan. Dalam tiap-tiap jajahan terdapat ketua (naqib), beberapa 
orang wakil ketua (arif), dan sebuah tempat pertemuan (saqifah). 
Majelis untuk tiap-tiap jajahan ini lengkap dan mempunyai kekuasaan 
penuh dalam membentuk unit-unit dan bagian-bagian untuk sebuah 
pemerintahan persekutuan.18 Sebuah kota kecil yang terdiri dari dua 
puluh jajahan di dalamnya, telah disusun ke dalam sebuah negara kota; 
dan rakyat yang jumlahnya kecil, tetapi berlainan suku telah bersatu 
di bawah perundang-undangan pusat yang bersifat anjal/umum dan 
yang boleh dilaksanakan.19 Naqib sebagaimana yang disebut di atas 
merupakan wakil bagi seluruh suku dan kaum serta bertanggung jawab 
terhadap keamanan dan ketenteraman. Sekiranya seorang naqib gagal 

15Zafir al-Qasimi, Nizam al-Hukm fi Syari’ah wa al-Tarikh, (Beirut: Dar al-Nafais, 
1974), Jilid 1, hlm. 37.

16Muhammad Hamidullah, “Sources of Islamic Law- A New Approach”, The 
Islamic Quaterly, Vol. 1, No. 4, 1954, hlm. 207.

17Piagam Madinah (sahifah), Pasal 4-11, dan Pasal 25-33.
18Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World, hlm. 26-27.
19Ibid., hlm. 36.
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untuk menyelesaikan pertikaian dalam kelompoknya, atau seandainya 
pihak-pihak yang terlibat dalam tiap-tiap perselisihan atau pertikaian 
terdiri dari suku-suku kaum berlainan, maka masalah itu (yang menjadi 
pangkal sengketa) disampaikan kepada Rasulullah untuk mendapatkan 

keputusan yang final dan mengikat.20

Suku-suku kaum Yahudi telah disebutkan satu per satu dalam 
Piagam Madinah.21 Penyebutan ini sebagai kumpulan yang berbeda 
yang tinggal sebagai pendukung untuk suku-suku kaum Arab Madinah 
yang berlainan dan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang 
sama, disebut dengan jelas di dalam Piagam Madinah itu. Langkah 
ini bertujuan untuk menekankan bahwa orang-orang Yahudi tidak 
bergabung ke dalam negara Madinah sebagai satu unit masyarakat, 
tetapi sebagai unit-unit yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah, apabila 
orang-orang Islam berperang menentang sebagian suku kaum Yahudi 
atau memerintahkan mereka keluar dari kota Madinah, bukan saja 
suku-suku kaum yang lain berdiam diri, tetapi dalam peristiwa tertentu 
mereka memberi bantuan tentara kepada orang-orang lain.22

Permasalahan keamanan dan peperangan terletak di bawah bidang 
kekuasaan pemerintah pusat. Pemimpin perang diberikan kepada 
Rasulullah dan setiap orang harus bertanggung jawab dan bersepakat 
dalam masalah perang dan damai. Tidak dibenarkan segolongan 
orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut bertanda 
tangan segolongan lain di dalam sesuatu peperangan di jalan Allah 
kecuali atas dasar persamaan dan keadilan di antara mereka.23 Setiap 
peperangan atau ancaman terhadap kota Madinah dianggap sebagai 
ancaman terhadap semua orang yang memerlukan kerja sama dari 
segenap pihak untuk mempertahankannya. Setiap pihak dikehendaki 
menyertai dan saling bantu-membantu dalam suatu peperangan.24 
Walau bagaimanapun setiap tindakan yang hendak diambil dikehendaki 
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rasulullah.25

20Muhammad Hamidullah, “Administration of Justice in Early Islam”, Islamic 
Culture Quarterly, Vol. xi, No. 1, 1937, hlm. 166.

21Ibid., hlm. 170.
22Ibid.
23Pasal 17, ayat 2.
24Pasal 18.
25Pasal 336, ayat 1.
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Orang-orang Yahudi bukan saja menerima Rasulullah sebagai 
pemimpin negara, tetapi juga setuju menjadikan kota Madinah sebagai 
kawasan suci yang tidak boleh dilanggar kehormatannya.26 Persetujuan 
ini menyatakan kota Madinah sebagai kawasan aman dan bebas dari 
segala ancaman. Sungguhpun demikian, soal aman dan perang terletak 
di bawah kekuasaan pemerintah pusat, tetapi setiap orang diberi 
hak untuk memberikan perlindungan kepada seseorang dan janji 
perlindungan yang diberikan oleh seseorang hendaklah dihormati oleh 
semua umat. Perlindungan ini dapat diberikan dengan syarat orang yang 
hendak dilindungi itu mestilah bukan musuh negara dan orang yang 
bersalah.27 Memberi perlindungan jiran/tetangga merupakan sebagian 
dari adat yang dihargai oleh orang-orang Arab, tetapi oleh karena 
masyarakat Islam Madinah berada di dalam suasana peperangan atau 
keadaan bersiap siaga untuk menghadapi musuh Islam, maka Rasulullah 
telah membatalkan adat tersebut dengan memasukkan satu pasal 
dalam piagam yang berarti  tidak diberikan perlindungan jiran/tetangga 
kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang yang membantunya.28 
Orang-orang Quraisy pada masa itu adalah musuh Islam yang mencoba 
mengancam keutuhan kota Madinah.

Pemerintah pusat tidak campur tangan dalam masalah sosial dan 
juga dalam masalah internal dalam suatu kaum. Pemimpin-pemimpin 
suku diberi beberapa kekuasaan dalam negeri. Undang-undang dan 
peraturan misalnya terletak di bawah pengendalian organisasi keluarga 
di mana setiap perkumpulan bertanggung jawab membayar sebagaimana 
sebelumnya, lantaran perbuatan salah atau kelengahan tugas anggotanya 
dan membayar tebusan terhadap keluarga lelaki yang dipenjara.29 Piagam 
Madinah juga menyebutkan bahwa berbagai  suku yang tersebut dalam 
sahifah30 tetap mempunyai hak asal mereka, tanggung-menanggung uang 

26Pasal 39. Larangan pada mulanya ialah supaya tidak dipotong segala pokok-
pokok kayu yang terdapat di Madinah dan tidak membunuh burung-burungnya. 
Jika ini hukumnya diperuntukkan terhadap pokok-pokok dan burung-burung maka 
perampokan atas harta dan jiwa lebih tinggi dilarang, Zafir al-Qasimi, Nizam al-
Hukm fi Syari’ah wa al-Tarikh, hlm. 38

27Ibid.
28Pasal 43.
29Levy, The Social Structure of Islam, (Cambridge: University Press, 1971), hlm. 

275.
30Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World, hlm. 170.
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tebusan darah di antara mereka dan setiap keluarga (ta’ifah) dari mereka 
membayar bersama terhadap uang tebusan dengan baik (ma’ruf) dan 
adil (al-gist) di antara orang-orang beriman.31 Terdapat dua perubahan 
yang dibawa oleh piagam ini. Pertama, setiap suku/kaum diharapkan 
mengeluarkan anggota-anggotanya yang melakukan kesalahan terhadap 
anggota kelompok lain untuk diberikan hukuman kepadanya. Pasal 
2, ayat 1 menyatakan bahwa: “ Tidak dibenarkan bagi setiap orang 
yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhirat, 
untuk membantu orang yang salah dan memberikan perlindungan 
kepadanya”. Pasal 47 ayat 3 memberikan maksud: “Sesungguhnya tidak 
boleh peraturan perundang-undangan dipergunakan untuk melindungi 
orang-orang yang zalim dan bersalah”. Kedua, kekuasaan terakhir bukan 
lagi terletak pada ketua kabilah (suku) masing-masing, tetapi kepada 
Nabi Muhammad dan lebih tinggi lagi ialah kepada Allah Swt.32 Sistem 
persekutuan yang dilaksanakan oleh Rasulullah berasaskan kepada 
sebab-sebab politik dan faktor-faktor keadaan yang berlaku pada saat itu.

Sungguhpun orang-orang Yahudi diberi kekuasaan penuh dalam 
soal melaksanakan suatu tugas, akan tetapi mereka tidak mempunyai 
kekuasaan dalam masalah-masalah hubungan luar negara, sekalipun 
mereka merupakan golongan terbesar dalam negara. Setibanya Nabi 
Muhammad di Madinah, orang Yahudi tidak boleh membuat pernyataan 
perang secara sepihak dan juga tidak boleh menjadi anggota angkatan 
perang kecuali dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari 
Rasulullah yang merupakan tempat pedoman dan penyelesaian yang 
tertinggi, seperti yang telah disebutkan di dalam firman Allah yang 
bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul-Nya 
dan orang yang memegang kekuasaan (ulil amri) di antara kamu, kemudian jika 
berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (Sunah Nabi), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.33

Ini memberi arti bahwa mereka dikehendaki melaksanakan hukum 
Allah dan menerima hukum yang diputuskan oleh Allah dalam berbagai 
masalah. Seperti yang difirmankannya, yang berarti: “Seorang mukmin 
lelaki dan perempuan tidak lagi mempunyai pilihan dalam urusan mereka apabila 

31Pasal 3-10.
32Guillaume, The Life of Muhammad, hlm. 55.
33Al-Qur’an al-Karim, Surah An-Nas: 59.



Bab 5 - Piagam Madinah (Sahifah al-Madinah) Sebagai Konstitusi  83

Allah dan Rasul-Nya telah membuat keputusan”.34 Demikian juga firman-Nya 
yang lain yang mengandung arti: “Demi Tuhanmu, mereka itu tidak termasuk 
dalam kelompok mereka yang beriman sehinggalah mereka itu mengangkat kamu 
(Rasul) menjadi hakim, dalam menyelesaikan pertikaian di antara mereka dan 
sehingga mereka tidak merasa berkecil hati atas keputusan kamu dan sehingga 
mereka menerimanya dengan sepenuh hati”.35

Dalam Mukaimahnya36 dan pasal yang akhir37 disebutkan bahwa nabi 
Muhammad Saw., sebagai pesuruh Allah. Adapun dalam pasal yang lain 
menegaskan bahwa segala perselisihan pendapat atau pertikaian hendaklah 
diselesaikan berdasarkan kepada hukum Allah, dan kebijaksanaan Nabi 
Muhammad Saw.38 Pasal 23 juga berbunyi: “Sesungguhnya apa saja 
perselisihan kamu tentang sesuatu perkara maka tempat penyelesaiannya ialah Allah 
dan Muhammad Saw.” Manakala Pasal 42 menyebutkan pula: “Sesungguhnya 
bila saja berlaku suatu peristiwa (hadathin) di antara peserta sahifah ini dan 
pertengkaran yang ditakuti (dapat membawa kepada) kerusakan (fasaduhu), maka 
rujukannya (maraddahu) ialah Allah dan Muhammad Saw. Sesungguhnya Allah 
berpegang teguh dan menepati apa yang terkandung dalam sahifah ini”. Adapun 
perselisihan yang tidak membawa kerusakan atau kesalahan-kesalahan 
kecil, maka hal itu tidak dibawa kepada Rasulullah, sebaliknya diselesaikan 
mengikut adat kebiasaan yang berlaku.39

Kedua Pasal 23 dan 42 di atas, dapat memberikan penjelasan bahwa 
terdapat persamaan atau berulang-ulang, tetapi apabila dikaji dengan 
teliti ternyata bahwa Pasal 23 itu menjelaskan tentang perselisihan 
pendapat misalnya dalam penafsiran perundang-undangan atau 
pelaksanaannya, manakala Pasal 42 juga menyentuh soal pertengkaran, 
contohnya mengenai harta dan jiwa yang melibatkan masalah sipil dan 
kekerasan. Dengan demikian, kedua pasal tersebut bukanlah suatu 
kalimat yang datang begitu saja, dan tidak membawa makna serta 
maksud tertentu.40 

34Ibid., Surah Al-Ahzab: 36.
35Ibid., Surah An-Nisa: 4.
36Mukadimah berbunyi Bismillahirahmanirrahim. Inilah perundangan, kitab 

dari Nabi Muhammad Saw., di antara orang beriman dan Islam dari Quraisy dan 
Yathrib dan orang yang mengikuti mereka dan berjuang bersama-sama.

37Pasal 47, ayat 7.
38Pasal 23 dan 42.
39Zafir al-Qasimi, Nizam al-Hukm fi Syari’ah wa al-Tarikh, hlm. 42.
40Muhammad Salim al-Awa, Fi al-Nizam al-Siyasi li al-Dawlah al-Islamiyyah, 

(Cairo: Maktabah al-Misri al-Hadithh wa al-Nashr, 1975), hlm. 33.
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Penyebutan nama Nabi Muhammad Saw., di dalam mukadimah 
piagam dan pengakuan yang diberikan terhadap dirinya sebagai 
penyelesaian dan tempat mencari keadilan segala pertikaian yang 
mungkin muncul sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 23 
dan 42 di atas, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa kedudukannya 
sebagai pemimpin negara diakui dan disetujui oleh semua golongan. 
Ini membuktikan adanya persetujuan bersama antara nabi sebagai 
pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Pada pasal-pasal yang lain 
juga disebutkan sebagai berikut: “Tidak seorang pun warga negara dibolehkan 
bertindak keluar tanpa adanya izin dari Muhammad”.41 Pasal ini menjelaskan 
lagi kedudukan Rasulullah sebagai orang yang mempunyai kekuasaan 
tertinggi dalam negara Madinah.

Nabi Muhammad Saw., mempunyai kekuasaan tertinggi dalam 
kehakiman, perundangan, dan pemerintahan. Akan tetapi, terdapat 
perbedaan yang jelas antara kekuasaan yang dipegang oleh baginda dan 
kekuasaan mutlak pemerintahan kerajaan, yaitu dalam menjalankan 
kekuasaan Rasulullah telah membawa unsur akhlak dalam politiknya 
dan menolak pengaruh kebendaan. Baginda menganggap Allah sebagai 
sumber kekuasaan dan dirinya sebagai wakilnya, dan di samping itu 
baginda menyatakan bahwa perintah Allah dilaksanakan sama dengan 
dirinya sebagaimana rakyat biasa. Memperhatikan beberapa masalah 
dan kasus yang dibawa kepada Rasulullah, dapatlah dibuat kesimpulan 
bahwa Islam menolak teori “the king can do no wrong” (raja tidak pernah 
melakukan kesalahan).

Dalam bidang kehakiman, Nabi Muhammad sebagai tempat 
penyelesaian segala perselisihan dan percekcokan yang timbul di 
kalangan rakyat. Dalam Piagam Madinah ada disebutkan bahwa segala 
perselisihan dan percekcokan hendaklah didasarkan penyelesaiannya 
kepada Allah dan rasul-Nya.42 Pasal ini jelas menyatakan harus 
mengikuti perintah Allah di dalam Al-Qur’an yang bermaksud: “Apa 
saja perkara yang kamu perselisihkan maka hukum pemutusnya terserah kepada 
Allah. Hakim yang memiliki kekuasaan-Nya ialah Allah Tuhanku; kepada-Nyalah 
aku berserah diri dan kepada-Nyalah aku selalu berpedoman”.43

41Pasal 36, ayat 1.
42Pasal 23 dan 42.
43Al-Qur’an al-Karim, Surah Asy-Syura: 10.
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Menurut Dr. Hassan Ibrahim Hassan, beberapa sumber undang-
undang Islam menjadi lebih jelas dari perkataan-perkataan yang 
terdapat dalam perjanjian tanggung jawab bersama yang disusun oleh 
Muhammad Saw. Perjanjian ini telah mengikat orang-orang Islam di 
satu pihak dan orang-orang Yahudi di pihak lain, dan memberikan 
jaminan kepada orang-orang Yahudi akan kebebasan beragama dan 
ketenteraman.44 Bagi kota Madinah, rasul sendiri menjalankan tugas 
hakim. Bila kawasan negeri Islam bertambah luas, ‘ummal (kata 
majmuk ‘amil) telah dilantik dengan beberapa tugas yang meliputi 
tugas gubernur, pegawai tentara, petugas pajak, hakim, dan kepala 
polisi (muhtasib). Bahkan di Madinah sendiri, di tambah beberapa 
orang hakim yang dilantik untuk memenuhi keperluan yang mendesak. 
Walau bagaimanapun, sekiranya seseorang itu tidak berpuas hati 
dengan keputusan-keputusan mereka, sebagai langkah terakhir ia boleh 
membuat permohonan kepada Rasulullah. Baginda juga menerima 
permohonan dari wilayah jajahan-jajahan.45 Undang-undang sama bagi 
orang kaya dan miskin, dan prinsipnya tidak boleh ditukar dan diubah 
sesuai kebutuhan sendiri.

Memperhatikan Piagam Madinah, setiap orang tidak boleh dihukum 
karena kesalahan yang dilakukan oleh sahabat atau keluarganya,46 
dan perlindungan tidak boleh diberikan terhadap orang zalim dan 
bersalah.47 Kedua pasal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan 
dan kedaulatan undang-undang memberikan jaminan sepenuhnya. 
Seseorang itu dihukum lantaran kesalahannya dan hukuman dijalankan 
oleh terdakwa tanpa memperhatikan kedudukannya. Siapa yang 
melakukan kejahatan maka hukumannya orang itu dihukum oleh 
sebab kesalahannya, dan hukuman dijalankan oleh terdakwa tanpa 
memperhatikan kedudukannya. Siapa yang melakukan kejahatan maka 
ganjaran kejahatan itu akan menimpa dirinya dan keluarganya kecuali 
dia yang dizalimi48 dan mencari langkah membela diri. Setiap orang 
yang menjunjung piagam (konstitusi) ini dan percaya kepada Tuhan 

44Hassan Ibrahim Hassan, “Judiciary System from the Rise of Islam to 567 
A.H. (A.D. 1171)”, The Islamic Quarterly, Vol. vii, No. 1 & 2, 1963, hlm. 23.

45Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam, hlm. 172.
46Pasal 37, ayat 4.
47Pasal 47, ayat 1.
48Pasal 36, ayat 3.
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dan hari kiamat, tidak dibenarkan membantu orang-orang yang salah 
dan memberikan perlindungan kepadanya.49

Orang-orang yang didapati memberi perlindungan kepada penjahat 
akan menerima kutukan dan kemurkaan dari Allah di hari kiamat, 
dan tidak akan diterima darinya segala denda dan ganti rugi50 untuk 
membebaskan dirinya dari menerima hukuman. Orang-orang yang di 
hukum dengan kesalahan membunuh akan dikenakan dengan hukuman 
qisas, kecuali ia dimaafkan oleh keluarga korban yang terbunuh (waliyyu 
al-maqtul) dan setiap orang dikehendaki mengutuk segala perbuatan 
kejahatan.51 Firman Allah yang artinya: “Dan kami telah tetapkan di 
atas mereka bahwa jiwa dibalas dengan jiwa... tetapi siapa yang melepaskan 
hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya”.52 Pasal 13 
menyatakan arti sebagai berikut: “Semua orang-orang beriman yang bertakwa 
mesti menentang setiap orang yang berbuat kesalahan atau merancang perbuatan 
zalim atau perseteruan atau kerusakan di kalangan orang-orang mukmin; mereka 
hendaklah bersatu menentangnya sekalipun terhadap anak salah seorang dari 
mereka”. Allah juga berfirman yang artinya: “Dan hendaklah kamu saling 
tolong-menolong untuk berbuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu 
saling tolong-menolong untuk melakukann maksiat dan kemungkaran”.53

D. Pasal tentang Hak dan Tanggung Jawab dalam Piagam 
Madinah

Piagam Madinah dianggap sebagai satu dokumen penting yang 
memuat bagian-bagian yang berkaitan dengan hak rakyat dan tanggung 
jawab yang seharusnya dijalankan. Pasal 3 menegaskan bahwa kaum 
Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asal mereka, yaitu saling 
berbagi beban yang berkaitan dengan membayar dan menerima uang 
tebusan darah di antara mereka dengan cara yang baik dan adil di 
antara orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan suku-suku kaum 
Madinah, seperti Banu ‘Awf, Sa’idah, Harith, Jusyam, Najjar, Banu 
‘Amrin bin ‘Awf, Nabit, dan ‘Aws.54 Hak-hak mereka dijamin dengan 

49Pasal 22, ayat 1.
50Ibid., ayat 2.
51Pasal 21.
52Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Maidah: 45.
53Ibid., Surah Al-Maidah: 4.
54Pasal 3-10.
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sepenuhnya. Jaminan ini diberikan juga kepada orang-orang Yahudi dari 
mereka yang berketurunan dengan suku-suku di atas dan suku bangsa 
Tha’labah, Jafnah, dan Syutaibah termasuklah pengikut-pengikut atau 
sekutu Tha’labah55 dan semua pegawai-pegawai dan pembela atau 
ahli (bitanah) kaum Yahudi di mana mereka diberi layanan yang sama 
seperti kaum Yahudi.56

Dipermulaan Piagam Madinah disebutkan bahwa orang-orang 
muslimin dan muslimat dari kaum Muhajirin dan Ansar menjadi umat 
yang berbeda dengan orang-orang lain. Seperti yang disebut di dalam 
Al-Qur’an yang berarti: “Sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang 
satu dan Akulah Tuhan kamu dan sembahlah Aku”.57 Demikian juga firman-
Nya di dalam surah yang lain yang bermaksud: “Dan demikianlah kami 
jadikan kamu satu umat pilihan lagi adil supaya kamu layak menjadi orang 
yang memberi keterangan kepada manusia dan Rasulullah pun akan menjadi 
orang yang menerangkan”.58 Di dalam Surah Al-Anfal Allah berfirman 
yang berarti: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta 
berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka kepada Allah, dan orang-orang 
yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam 
yang berhijrah itu, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara 
satu dengan yang lain. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah 
maka kamu tidak bertanggung jawab sedikitpun untuk membela mereka 
hingga mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu 
dalam masalah menentang umat untuk membela agama, maka inginlah kamu 
menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia di antara 
kamu dengan mereka. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian 
mereka berhijrah dan berjihad bersama-sama kamu maka mereka adalah dari 
golongan kamu”.59

Memperhatikan perjanjian yang menjadi asas Piagam Madinah, 
kaum Yahudi dianggap sebagai satu umat yang hidup bersatu dengan 
warga negara yang beriman dengan maksud bahwa mereka hidup 
bersama dan saling bantu-membantu di bawah perjanjian hidup 
bersama di bawah pemimpin negara Islam. Mereka bebas menganut 

55Pasal 34.
56Pasal 35.
57Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Anbiya: 92.
58Ibid., Surah Al-Baqarah: 143.
59Ibid., Surah Al-Anfal: 72-75.
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dan mengamalkan agama mereka. Kebebasan ini bukan saja diberikan 
kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada pengikut-pengikut dan 
sekutu (mawali) mereka.60 Di dalam Al-Qur’an disebutkan melalui 
satu ayat yang artinya: “Kecuali mereka yang kamu mengikatkan perjanjian 
setia dengannya orang-orang musyrik, kemudian mereka tidak mengkhianati 
perjanjian kamu itu sedikitpun dan mereka tidak menolong seorang pun yang 
memusuhi kamu, maka sempurnakanlah pada mereka perjanjian mereka hingga 
habis temponya”.61 Demikian juga di dalam Surah Al-Anfal yang artinya: 
“Dan jika mereka memilih musuh cenderung kepada perdamaian maka engkau 
juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakallah kepada Allah”.62

Pasal 25 ayat 2 yang artinya: “Bagi Yahudi agama mereka dan bagi 
orang-orang Islam agama mereka...” Pembagian ini selaras dengan firman 
Allah yang bermaksud: “Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku”,63 dan 
ayat lain yang bermaksud: “Tidak ada paksaan dalam agama”.64

Keraguan terhadap hak-hak yang sudah dari dulu dimiliki oleh rakyat 
sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3, termasuklah segala kebiasaan baik 
yang tidak bertentangan dengan perikemanusiaan dan kepentingan awam. 
Pasal ini berarti bahwa kelahiran Islam bukan berarti penghapusan yang 
menyeluruh terhadap segala pekerjaan dari segi kemasyarakatan. Pekerjaan 
yang baik yang membawa pengertian sama dalam kebajikan dipertahankan 
oleh Islam.65 Segala adat kebiasaan yang telah dipertahankan oleh Piagam 
Madinah dalam dalam Pasal 3-11. Adat kebiasaan yang termasuk hukuman 
qisas dan diyat Pasal 21 berbunyi: “Barangsiapa membunuh orang yang 
beriman dengan tidak cukup alasan, maka hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh 
(qawadun) kecuali wali korban yang dibunuh bersedia dan rela menerima ganti 
rugi”. Setiap hukuman yang hendak dijatuhkan dengan memperhatikan 
pasal ini hendaklah diputuskan oleh badan peradilan sebagaimana yang 
dikehendaki oleh Pasal 23 dan 42. Ini berarti setiap kasus tidak boleh 
diputuskan oleh masing-masing pihak secara sendiri, harus mengikuti 
undang-undang Islam. Melalui cara-cara tertentu masalah-masalah yang 

60Pasal 25, ayat 3.
61Al-Qur’an al-Karim, Aurah At-Taubah: 4.
62Ibid., Surah Al-Anfal: 61.
63Ibid., Surah Al-Kafirun: 6.
64Ibid., Surah Al-Baqarah: 256.
65Al-Awa, Fi Nizam al-Siyasi, hlm. 34.
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melibatkan hubungan antarinvidu diselesaikan dengan undang-undang 
pribadi, kecuali kasus dan masalah dalam Islam.66

Hukuman qisas dan diyat dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menjaga hak manusia untuk hidup (hayat). Untuk menjaga kerukunan 
dalam masyarakat dan menjamin keamanan, Piagam Madinah telah 
mengatakan bahwa “jiran/tetangga harus diberi perlindungan (jar) 
seperti diri sendiri, tidak boleh disakiti (diganggu) dan dilakukan 
kesalahan padanya”.67 Jika seseorang itu tidak rela diganggu dan 
dilakukan kesalahan terhadap dirinya, maka tidaklah wajar baginya 
untuk melakukan perbuatan itu terhadap orang lain. Pernyataan 
ini memberikan pemahaman kepada orang-orang yang hendak 
melakukan kesalahan supaya bersifat balas kasihan terhadap orang lain. 
Pernyataan lainnya berbunyi: “Seorang wanita (al-hurmah) tidak boleh diberi 
perlindungann jiran/tetangga kecuali dengan izin keluarganya”.68 Pernyataan 
ini bertujuan untuk menjaga kehormatan seorang wanita.

Selain dari hak-hak tersebut di atas, rakyat juga berhak untuk 
mendapatkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah. Pasal 47 
ayat 4 menyebutkan bahwa: “Sesungguhnya siapa saja yang keluar dari 
rumahnya haruslah aman”. Ayat 5 berbunyi: “Dan barangsiapa yang menetap 
harus aman”. Kedua ayat ini merupakan hak untuk tinggal di Madinah 
dan hak untuk meninggalkannya. Keamanan dan perlindungan ini akan 
diberikan dengan syarat seseorang itu bukan orang zalim dan bersalah. 
Ini berarti negara boleh membatalkan atau menggantung hak ini jika 
didapati seorang itu telah melakukan kesalahan atau kezaliman.

Di samping pernyataan-pernyataan tentang hak rakyat, terdapat 
juga pernyataan yang berhubungan dengan kewajiban yang mesti 
dilaksanakan oleh rakyat. Di antaranya tanggung jawab orang-orang 
beriman ialah membantu orang-orang Islam yang berada di dalam 
kesulitan karena membayar uang tebusan darah.69 Orang-orang mukmin 
juga tidak dibenarkan mengambil sekutu (mawla) orang mukmin yang 
lain sebagai sekutunya, halif (confederate) tanpa adanya izin. 70 Tujuan 

66Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World, hlm. 
158-159.

67Ibid.
68Pasal 41.
69Pasal 1.
70Pasal 12.
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pernyataan ini ialah untuk menghindari terjadinya masalah saling 
meremehkan atau ejek antarpengikut yang dapat memecah belah 
kesatuan dan perpaduan umat. Setiap orang yang beriman dikehendaki 
menentang siapa saja yang melakukan kesalahan atau merencanakan 
tindak-tanduk yang zalim, perseteruan dan kerusakan di kalangan 
orang-orang mukmin.71 Penentangan terhadap perbuatan-perbuatan 
di atas hendaklah dilakukan oleh mereka sekalipun terhadap anak 
sendiri.72 Inilah konsep yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur’an 
dan Rasulullah di dalam Hadisnya.73

Seorang yang beriman tidak dibenarkan saling bunuh-membunuh 
sesama sorang beriman karena seseorang yang tidak beriman, maka 
bantuan tidak boleh diberikan kepadanya untuk melawan atau 
menentang orang Islam yang lain.74 Pernyataan ini menggambarkan 
konsep keterpaduan dan kerja sama di kalangan umat Islam bila 
menghadapi musuh Islam. Seperti yang disebutkan di dalam Al-
Qur’an yang artinya: “Dan orang-orang yang kafir, sebagiannya menjadi 
pendukung dan pembela bagi sebagian yang lain. Jika kamu (umat Islam) tidak 
menjalankan sifat tolong-menolong dan bantu-membantu yang diperintahkan 
oleh Allah, niscaya akan berlaku fitnah dan kekacauan di muka bumi dan 
kerusakan yang besar”.75

Kesatuan umat Islam dapat dilihat dengan lebih jelas dari Pasal 
15 ayat 2 yang berbunyi: “Sesungguhnya orang yang beriman adalah kawan 
di antara satu sama lain tanpa mengabaikan manusia (lain)”. Pernyataan 
“manusia lain” sebagai kawan dalam penjelasan di atas bukan berarti 
bahwa orang-orang bukan Islam dianggap sebagai musuh. Apa yang 
hendak ditekankan dalam uraian ini ialah “persaudaraan Islam” atau 
“persaudaraan seagama”. Orang-orang bukan Islam bukanlah tidak 
berhak mendapat kerja sama dan bantuan dari pemerintah Islam. Pasal 
15 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Jaminan Tuhan meliputi (menjaga nasib) 
orang-orang yang lemah”. Pada pasal yang lain pula ada menyebutkan 
bahwa bila berlaku peperangan maka setiap golongan dan kelompok 

71Pasal 13, ayat 1.
72Pasal 13, ayat 2.
73Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World, hlm. 

147-148. 
74Pasal 14, ayat 1 dan 2.
75Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Anfal: 73.
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hendaklah berjuang secara bergilir dan tidak boleh diserahkan kepada 
sebagian tentara saja, masing-masing diharapkan bekerja sama antara 
satu sama lain.76 Orang-orang Yahudi yang taat dan setia kepada negara 
berhak mendapat pertolongan tanpa dianiaya.77

Konsep hidup secara damai terdapat dalam Piagam Madinah, 
Pasal 45 ayat 1 berbunyi: “Dan apabila mereka diajak kepada perdamaiaan, 
mereka akan berdamai”. Ayat 2 pasal yang sama juga menambahkan: 
“Sesungguhnya mereka, apabila diajak kepada seperti yang demikian 
(perdamaian) maka menjadi kewajiban atas orang-orang beriman untuk 
(berdamai) dengan mereka kecuali mereka memusuhi agama (Islam). 
“Kewajiban untuk berdamai ini bukan saja terletak di atas tanggung jawab 
orang-orang Islam, tetapi juga orang- orang Yahudi. Setiap orang berkewajiban 
mengambil bagian dalam perdamaian itu”.78 Sebenarnya orang-orang yang 
beriman itu bersaudara maka damaikanlah di antara dua saudara kamu 
yang bermusuhan itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu 
memperoleh rahmat.79

E. Kedudukan Piagam Madinah Sebagai Konstitusi 
Negara

Penganalisisan kebanyakan dari ulama dan pakar Islam yang telah 
menganggap bahwa masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan 
Rasulullah Saw., telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan 
sebagai sebuah “negara” menurut undang-undang dan konstitusi di 
zaman modern ini. Persoalan yang timbul di sini adalah bolehkah dalam 
konteks konstitusi negara di zaman modern ini Piagam Madinah disebut 
sebagai “konstitusi negara Madinah”.

Para pakar Islam di samping juga para pakar dari dunia Barat 
telah memberikan sebutan atau nama yang berbeda-beda untuk 
“Piagam Madinah”. Di antaranya, Anthony Nutting menyebutkan 
bahwa “Piagam Madinah” itu sebagai “treaty” atau “treaty of alliance” 
(perjanjian persekutuan).80 Menurutnya setelah Rasulullah Saw., berada 

76Pasal 18.
77Pasal 16.
78Pasal 45 ayat 3.
79Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Hujurat: 10.
80Anthony Nutting, The Arabs, (New York: Clarson N. Patter Inc., 1964), 

hlm. 62.



Pengantar Ilmu Politik: Dalam Perspektif Barat dan Islam92

di Madinah, tugas beliau bukan hanya sekadar pemimpin agama, tetapi 
juga sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai 
suku yang menginginkan keadilan dan pemerintahan yang baik. Untuk 
tercapainya tujuan tersebut Rasulullah Saw., membuat satu “treaty” 
perjanjian persekutuan antara orang-orang Muslim dan Yahudi agar 
mereka tidak saling mengganggu dan menghina serta mempertahankan 
keamanan kota Madinah dari gangguan agresor.81

Menurut Profesor Madjid Khadduri piagam tersebut lebih daripada 
hanya sebagai sebuah perjanjian persekutuan (treaty of alliance), 
ini karena perjanjian itu merupakan suatu usaha Rasulullah Saw., 
untuk mengadakan rekonsiliasi antara suku-suku sebagai perjanjian 
persahabatan untuk menghapuskan semua unsur-unsur pertentangan 
antara suku-suku “Arab” di Madinah menjadi satu bangsa, dan perjanjian 
itu menjadi undang-undang negara Islam dalam tahap persiapan. Untuk 
itu Rasulullah telah berusaha keras untuk melahirkan sikap kesetiaan 
mereka kepada agama dan juga kepada negara Madinah yang baru 
diwujudkan itu.

Profesor Emile Dermenghem dan Profesor Jalal al-Din al-Surer 
telah menamakan sahifah tersebut sebagai “Piagam Madinah “ (Madinah 
Charter); di antara alasan yang beliau berikan ialah isinya mengakui 
hak-hak kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan mengakui 
kehendak umum warga Madinah supaya keadilan dapat diwujudkan 
dalam kehidupan masyarakat Madinah, di samping menyatakan 
kewajiban untuk semua golongan masyarakat Madinah yang wajib 
mematuhinya, atau melaksanakan semua ketentuan oleh semua warga 
negara. Adapun Jalal al-Din pula memberikan alasan yang membolehkan 
kita menyebutnya sebagai “piagam” atau “charter” karena di dalamnya 
terdapat peraturan -peraturan untuk setiap warga negara, di samping 
itu di dalamnya juga menjelaskan tentang hak dan tugas semua pihak 
sebagai syarat-syarat yang mengakui keberadaan mereka.82

Manakala Marduke Pickthal, H.A.R. Gibb, Wensinck, dan juga 
Montgomery Watt telah menyebutnya sebagai “Piagam Madinah” 

81Edward N. Teall, Webster’s World University Dictionary, (Washington: 
Publishers Company Inc., 1965), hlm. 1064.

82Muhammad Jalal al-Din al-Surur, Qiyam al-Dawlah al-‘Arabiyyah Islamiyyah fi 
Hayah Muhammad Saw., (Cairo: Matba’ah Mustafa Babi al-Halabi, 1952), hlm. 78-79.
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“Konstitusi Madinah” (Madinah Constitution). Di antara sebab-sebab yang 
membolehkan kita menyebutnya sebagai Konstitusi Madinah karena di 
dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum 
dan dasar-dasar sosial politik yang bertujuan untuk membentuk suatu 
masyarakat dan pemerintahan sebagai tempat untuk mempersatukan 
penduduk Madinah yang bersifat majemuk itu.83 Bagaimanapun menurut 
Judith S. Levey di dalam The New Columbia Encyclopedia, menjelaskan “ 
Konstitusi” adalah sebagai prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat 
fundamental dalam suatu bangsa, atau pernyataan secara tidak langsung 
tentang peraturan-peraturan, institusi-institusi, kebiasaan-kebiasaan 
apakah itu yang tertulis ataupun tidak tertulis.84 Di sini jelas bahwa 
konstitusi merupakan dokumen yang hanya memuat prinsip-prinsip 
pemerintahan yang bersifat fundamental. lni artinya hanya menjelaskan 
hal-hal yang bersifat asas atau pokok. Dengan demikian, tidak semua 
masalah yang dianggap penting bagi negara dimasukkan dalam 
konstitusi sebuah negara. 

Sen dan Das pula mengatakan bahwa sesuatu “konstitusi” 
bertujuan untuk menetapkan badan-badan kekuasaan dalam negara, 
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.85 Dr. Sa’ad Usfur pula telah 
mengemukakan empat unsur yang selalu ada dalam sebuah perundang-
undangan yaitu: keputusan tentang lembaga-lembaga negara, tentang 
administrasi pemerintahan, tentang badan-badan pengadilan, dan 
tentang cara pembentukan bangsa yang mendukung negara.86

Dari berbagai penjelasan di atas tentang pengertian yang 
berkaitan dengan konstitusi dan unsur-unsur serta ciri-ciri yang 
telah kita sebutkan di atas tadi, sangat jelas bahwa suatu konstitusi 
adalah suatu himpunan peraturan-peraturan asas atau pokok tentang 
penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat yang 
berkaitan dengan organisasi negara, kedaulatan negara, dan pembagian 

83Diambil dari J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam 
Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 
hlm. 115.

84Judith S. Levey, The New Columbia Encyclopedia, (New York: Columbia 
University Press, 1975), hlm. 514.

85C.F. Strong, Modern Political Institution, (London: Sadgwick and Jackson Ltd., 
1963), hlm. 66-67.

86Diambil dari  J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam 
Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an, hlm. 116.
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kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan kehakiman dalam 
sebuah negara.

Berdasarkan kepada kesimpulan ini juga kita harus mengakui bahwa 
Piagam Madinah tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh 
sebuah konstitusi, ini karena di dalamnya tidak ditemui penjelasan 
tentang pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan 
kehakiman, tetapi konstitusi ini menetapkan adanya pemegang hukum 
tertinggi, yaitu Rasulullah Saw.

Bagaimanapun sebagian ulama dan pakar Islam, termasuk Profesor 
Hamidullah menyatakan bahwa “Piagam Madinah” itu dapat disebut 
sebagai “konstitusi atau constitution” karena piagam tersebut telah 
memenuhi ciri-ciri lain, misalnya: 1) konstitusi dalam bentuk tertulis, 
2) menjadi dasar organisasi pemerintah masyarakat Madinah sebagai 
satu umat, 3) adanya kedaulatan negara yang dipegang oleh Nabi 
Muhammad Saw., 4) adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan 
yang bersifat fundamental, yaitu mengakui kebiasaan-kebiasaan 
masyarakat Madinah, mengakui hak-hak mereka, dan menetapkan 
kewajiban-kewajiban mereka.

F. Kesimpulan
Di dalam Konstitusi Madinah telah digariskan beberapa prinsip umum 
negara menurut keperluan pada waktu itu. Pada keseluruhannya 
terdapat prinsip utama yang ditekankan di antaranya:

1. Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah Saw., adalah sumber hukum 
negara;

2. Kesatuan umat dan kedaulatan negara;

3. Kebebasan beraktivitas dan tinggal di Madinah;

4. Hak dan tanggung jawab rakyat dari faktor ketahanan dan 
pertahanan negara;

5. Dasar hubungan baik dan saling membantu di antara sesama warga 
negara;

6. Tanggung jawab individu dan negara (pemerintah) dalam 
menegakkan keadilan sosial;

7. Beberapa undang-undang keamanan dan ketertiban, seperti 
hukuman qisas dan lain-lain telah dibukukan;
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8. Kebebasan beragama untuk semua golongan masyarakat yang 
menjadi warga negara;

9. Tanggung jawab negara terhadap orang-orang bukan Islam.

10. Konstitusi Madinah dapat diterima sebagai konstitusi tertulis yang 
pertama di dunia, seperti yang disebut oleh Profesor Hamidullah. 
Akan tetapi, semua prinsip-prinsip yang terkandung di dalam 
konstitusi itu semuanya berawal dari Allah Swt., dan bersesuaian 
dengan ajaran agama yang disampaikan sebagai wahyu kepada Nabi 
Muhammad Saw., melalui Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah Saw.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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A. Pendahuluan
Dalam sebuah negara yang berpedoman kepada syariat, setiap warga 
negara akan merasakan semua haknya yang dianugerahkan oleh Islam 
kepadanya. Pada hakikatnya pelaksanaan hak dan kebebasan yang 
terbaik oleh setiap individu, sudah tentu dapat menjamin kemajuan 
dan kekuatan negara Islam. Dengan demikian, negara modern pada 
masyarakat Islam harus senantiasa memastikan bahwa semua hak 
yang diberikan itu tanpa adanya batas-batas atau sekatan. Menurut 
pandangan Islam, negara tidak akan memperoleh apa pun manfaat jika 
sekiranya hak individu dilanggar. Oleh karena itulah, asas dan pendirian 
utama negara dalam Islam ialah untuk memberikan kepada setiap warga 
negaranya kesempatan untuk melaksanakan kehidupan islami yang 
sebenarnya. Bagaimanapun tujuan itu hanya dapat dicapai jika setiap 
warga negara menikmati sepenuhnya semua hak mereka mengikuti apa 
yang telah ditentukan oleh negara. Pada awalnya hak individu seorang 
warga negara di dalam sebuah negara menurut pandangan Islam ialah 
hak politik dan hak sipil.

Landasan utama untuk hak politik setiap warga negara dalam 
negara bersumber dari dua prinsip syariat. Pertama, Islam tidak 
membenarkan sebuah negara yang berlandaskan pengaruh atau 
penguasaan seseorang individu atau sesuatu pihak. Dengan kata lain, 
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sebuah negara hendaklah berdasarkan persetujuan dan kerja sama umat 
karena Al-Qur’an memerintahkan pelaksanaan syura yang dituntut 
oleh syariat.1 Kedua, ialah berkaitan dengan tanggung jawab warga 
negara untuk melaksanakan undang-undang syariat dalam segala 
aspek kehidupan,2 seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Swt., 
yang artinya: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”.3 
Bagaimanapun warga negara tidak boleh melaksanakan kedaulatannya 
secara langsung, oleh sebab itu muncullah teori perwakilan untuk 
menggunakan kekuasaan politik warga negara. Dengan demikian, warga 
negara memilih wakil mereka yang akan menggunakan kekuasaan politik 
untuk pihak mereka di samping melaksanakan undang-undang syariat. 
Warga negara menikmati hak istimewa dalam perwakilan politik, seperti 
orang-orang pemilik harta yang berhak melantik seseorang sebagai 
wakil bagi pemiliknya. Oleh karena itulah, kedaulatan yang sebenarnya 
terdapat pada warga negara, maka mereka mempunyai hak sepenuhnya 
untuk mewakili hak politik mereka kepada setiap pemimpin ataupun 
ulama dalam masyarakat di mana mereka hidup.

Memberikan hak politik seadilnya kepada setiap warga negara 
di samping memerintahkan mereka melaksanakan prinsip berdiskusi 
dengan tujuan bertukar pikiran di antara warga negara dan pemimpin 
mereka untuk kebaikan semua pihak, memerlukan adanya sebuah 
organisasi dan kepemimpinan. Apakah itu bersifat politik, ekonomi 
ataupun keagamaan. Jelas bahwa keinginan kepada adanya suatu badan 
yang disebut sebagai organisasi, penting sekali untuk mewujudkan 
keinginan orang ramai (colletive will) dapat direalisasikan. Dengan itu 
pula lahirnya sebuah organisasi prasyarat kepada setiap perjuangan 
orang ramai. Terdapatnya sebuah organisasi yang kukuh memerlukan 
terdapatnya beberapa orang pemimpin yang berkualitas yang mampu 
untuk menguasai waktu serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. 
Keadaan yang sesuai dengan ini juga Allah berfirman yang artinya: “Dan 
hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 
menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar”.4

1Al-Qur’an al-Karim, Surah Ali Imran: 159.
2Abdul Karim Zaidan, Role of State and Individual in Islam, (Delhi: Hindustan 

Publication, 1983), hlm. 19.
3Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-’A’raf: 3.
4Ibid., Surah Ali Imran: 104.
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Memperhatikan kualitas yang ada pada seorang pemimpin di zaman 
modern ini berbeda dengan kualitas yang ada pada seorang pemimpin di 
zaman awal keberadaan Islam yang hanya cukup berpengetahuan tentang 
hal-hal yang berkaitan agama dan keadaan politik di zaman itu, oleh 
sebab itulah pemimpin sekarang memerlukan lebih banyak tenaga yang 
bersifat keahlian untuk menjadikan seorang pemimpin itu memenuhi 
kehendak rakyat pada waktu itu, dan keperluan tersebut dapat dicapai 
dengan memobilisasikan tenaga-tenaga pakar ke dalam satu badan yang 
disebutkan dengan “partai politik”. Sesuai dengan prinsip kesamarataan 
hak politik dan kebebasan mengeluarkan pendapat oleh setiap warga 
negara di dalam Islam, maka mendirikan “partai politik” seperti yang 
dilaksanakan di zaman modern ini tidaklah bertentangan dengan syariat, 
sebaliknya akan membantu dalam memenuhi tuntutan Islam itu sendiri.

B. Munculnya Kemelut Politik dalam Sejarah Islam
Khalifah Uthman bin ‘Affan adalah seorang pemimpin yang memerintah 
sebuah negara yang telah berganti dari sebuah negara yang kecil di 
Madinah dan sekitarnya menjadi sebuah empayar yang sangat luas. 
Perubahan ini sekaligus telah mendatangkan suatu kesan atas struktur 
negara dan juga pada lingkungannya, di samping itu suatu generasi kaum 
Muslim yang digambarkan sebagai generasi yang kuat beragama dan 
memiliki semangat hidup yang tinggi, untuk menjadikan syariat sebagai 
common law telah digantikan dengan generasi baru yang dihasilkan oleh 
penaklukan wilayah yang pada akhirnya membawa kepada timbulnya 
prasangka kesukuan (primordial) dan kebangsaan. Sebagai akibat dari 
keadaan seperti ini, organisasi masyarakat Islam mulai mengkaji keadaan 
mereka sendiri dalam mencari persamaan di antara sistem politik yang 
unggul di zaman khalifah sebelumnya, dengan situasi seperti pada 
zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin ‘Affan. Oleh karena terdapat 
banyak perbedaan, akhirnya setiap perkumpulan dari masyarakat Islam 
ketika itu membentuk pandangan mereka sendiri tentang persoalan 
politik,5 dan sebagian dari pandangan tersebut kemudian berganti 
menjadi pegangan partai-partai politik. Pada umumnya pandangan-
pandangan yang lahir di akhir pemerintahan Khalifah Uthman boleh 
dikelompokkan kepada empat bagian: 1) berkaitan dengan permintaan 

5Ahmad Amin, Fajr al-Islam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), hlm. 252.
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untuk memberhentikankan gubernur-gubernur, 2) perdebatan tentang 
hak orang Quraisy dalam memegang jabatan khalifah dan gubernur, 
3) pandangan Abu Dhar al-Gafari tentang kebijakan keuangan, 4) 
perselisihan antara Ali bin Abi Talib dengan Mu’awiyyah bin Abi Sufyan 
(masalah timbangtara).

Permintaan untuk menyingkirkan gubernur-gubernur yang 
dilantik oleh khalifah telah dibuat pertama kalinya di Kufah apabila 
rakyat meminta Khalifah Uthman supaya menyingkirkan Al-Walid bin 
Uqbah. Uthman menerima permintaan rakyat dan mencopot jabatan 
Al-Walid. Bagaimanapun setelah itu rakyat Kufah turut menunjukkan 
rasa tidak puas mereka terhadap pengganti Al-Walid, yaitu Sa’id bin 
al-‘As dan meminta khalifah menggantikannya dengan gubernur baru, 
yaitu Abu Musa al-‘Ash’an, seorang yang telah disingkirkan sebelum ini 
oleh khalifah dari jabatan gubernurnya di Basrah, dan khalifah sekali 
lagi mengikuti kehendak mereka. Akhirnya unsur-unsur baru telah 
muncul dalam pergantian gubernur ini di masa pemerintahan Khalifah 
Uthman sehingga ia menjadi satu masalah di dalam masyarakat Islam 
pada waktu itu.

Jelas bahwa Khalifah Uthman telah membenarkan pencopotan 
gubernur apabila rakyat tidak setuju terhadap tingkah lakunya. 
Bagaimanapun masalah ini telah menyebar begitu cepat sehingga ia 
telah digunakan untuk menyingkirkan gubernur-gubernur yang menjadi 
wakil khalifah dan kemudian membawa kepada adanya satu rencana 
untuk menyingkirkan Khalifah Uthman. Akibatnya para penentang dan 
oposisi telah mendesak Khalifah Uthman untuk melepaskan jabatannya 
karena didakwa bahwa beliau telah melakukan beberapa kesalahan. 
Apabila khalifah enggan untuk berhenti dari jabatannya, mereka telah 
menyerang rumahnya dan membunuhnya ketika beliau sedang membaca 
Al-Qur’an. Khalifah Uthman merupakan korban pertama dari kebijakan 
pemerintahannya sendiri.6

Di samping tuntutan di atas, isu selanjutnya yang menjadi 
kemelut politik ialah berkaitan dengan hak untuk menjadi khalifah 
dan pengisian jabatan-jabatan lain dalam pemerintahan supaya tidak 
hanya terbatas kepada kaum Quraisy, yaitu suatu prinsip yang telah 

6Muhammad S. El-Awa, Sistem Politik Negara Islam, (Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 1991), hlm. 45.
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diterima umum sejak musyawarah Saqifah. Hal ini telah menyebabkan 
terjadinya rivalitas yang sengit di antara sebagian pembesar dan 
gubernurnya Sa’id bin al-’As di Kufah. Telah diceritakan bahwa dalam 
satu kejadian gubernur Sa’id berkata kepada pembesar-pembesar negeri 
Kufah bahwa: “Sawad (kawasan) ini adalah taman kaum Quraisy”, 
dan seorang dari pembesar negeri menjawab dengan marah sambil 
bertanya: “Adakah kamu bermaksud bahwa kawasan yang dikaruniakan 
oleh Allah ke atas kita melalui peperangan adalah suatu taman untuk 
kamu dan kaum kamu?”. Masalah ini akhirnya sampai ke tingkat yang 
berbahaya karena atas permintaan Sa’id bin al-’As, Khalifah Uthman 
telah mengusir mereka yang membantahnya dari Kufah kepada 
gubenurnya Mu’awiyyah bin Abi Sufyan di Syam, di mana mereka 
kemudiannya mengulangi penentangannya. Dan dalam perbincangan 
dengan Mu’awiyyah, perdebatan telah menjadi satu sindiran yang 
berat sebelah, yaitu: “Kaum Quraisy bukanlah golongan mayoritas 
atau terkuat pada saat jahiliah hingga menjadi ancaman kepada kami. 
Bags jannah (perlindungan yang diberi oleh negara) apabila pemimpin 
dipilih, kita harus menghadapi musuh”.7 

Ungkapan-ungkapan tersebut sudah tentu menunjukkan 
pertanda bahwa di tingkat lapisan bawah sekalipun telah terdapat 
satu penentangan yang kuat dan dengan sendirinya percaturan politik 
telah jatuh ke dalam masyarakat pada waktu itu. Ini karena peraturan 
politik berarti sesuatu pengasingan antara pemerintah dan rakyat 
berdasarkan pelaksanaan sebenarnya kekuasaan oleh pemerintah dalam 
masyarakat, tetapi dengan syarat pelaksanaan kekuasaan ini adalah 
untuk kepentingan umum yang bertujuan menjaga kedamaian sosial 
serta keselamatan dari kekuasaan dari luar.8 Seandainya keamanan ini 
terganggu karena terdapat kekuasaan lain yang mengancam sistem 
pemerintahan, ataupun merasakan ada yang berkemampuan untuk 
mengancam, maka bahaya kepada negara telah menjadi sangat jelas, 
terutama kepada struktur politiknya. Selanjutnya setelah itu masalah 
tersebut memang terjadi apabila Mu’awiyyah bergabung dengan 
oposisi dalam menentang Ali bin Abi Talib. Ini adalah di antara salah 

7Ibn Athir al-Jazri, Al-Kamil fi al-Tarikh, (Cairo: Matba’ah Babi al-Halabi, 1956), 
Jilid 3, hlm. 53.

8Taha Badawi, Muzakkirah fi Ilm al-Siyasah, (Riyad: Matba’ah Ahl al-Sa’ud, 
1975), hlm. 128-129.
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satu sebab yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam yang 
telah memberikan pengalaman yang penuh dengan ilmu hingga ke 
zaman modern ini.

Di samping isu-isu di atas, pandangan-pandangan lain yang juga 
turut mendukung ke arah munculnya kesulitan politik dalam masyarakat 
Islam pada waktu itu, ialah terdapatnya pandangan seorang sahabat 
Rasulullah yang bernama Abu Dharr al-Ghiffari, yang berkaitan 
dengan kebijakan keuangan. Di antara aspek penting dalam teori Abu 
Dharr ialah: “Seseorang yang beragama Islam tidak harus mempunyai 
kekayaan kecuali apa yang dapat menahannya untuk keperluan sehari 
semalam saja, atau sesuatu untuk dibelanjakan di jalan Allah, atau 
untuk menjanjikan kepada orang yang membuat kebajikan”.9 Untuk 
yang mendukung pandangannya beliau berpedoman kepada firman 
Allah yang artinya: “Mereka yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak 
membelanjakannya mengikut jalan Allah, berilah kabar kepada mereka  tentang 
hukuman yang menyakitkan”,10 seolah-olah jika harta melebihi belanja 
untuk tiga tujuan tersebut bertentangan dengan peringatan Al-Qur’an 
dan akan dihukum seberat-beratnya. Dengan munculnya pandangan 
Abu Dharr akibatnya terdapat suatu perdebatan yang terjadi di antara 
beliau dengan Mu’awiyyah bin Abi Sufyan, Abu Dharr berkata kepada 
Mu’awiyyah: “Harta adalah kepunyaan Allah”, dan Mu’awiyyah 
mencegah Abu Dharr dari menyebut masalah itu dan memberitahunya, 
“Saya tidak mengatakan yang ia bukannya kepunyaan Allah, tetapi saya 
juga akan mengatakan ia adalah harta kaum muslimin”. Kenyataan ini 
menunjukkan suatu pertanda kesabaran Mu’awiyyah bagi menghindari 
perselisihan dengan Abu Dharr berdasarkan pengetahuannya dalam 
fikih dan kedudukan di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah.11 Menurut 
satu riwayat bahwa bila Abu Dharr diminta untuk menghentikan 
pertentangan pandangannya kepada umum, beliau berkata kepada 
Mu’awiyyah: “Demi Allah, saya tidak harus berhenti sehingga Anda 
membagikan harta tersebut kepada semua orang”.12

9Muhammad Diya al-Din al-Rayyis, Al-Nazariyyah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah, 
(Cairo: Dar al- Ma’arif, 1969), hlm. 45-46.

10Diambil dari Muhammad S. El-Awa, Sistem Politik Negara Islam, hlm. 47.
11Abu Bakar bin al-Arabi al-Tabari, Tarikh al-Tabari, (Cairo: Matba’ah Babi al-

Halabi, 1375 H), Jilid 5, hlm. 73-76. 
12Ibn Athir al-Jazri, Al-Kamil fi al-Tarikh, hlm. 40.
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Para ahli dan pakar sejarah Islam memberikan analisisnya bahwa 
sebagai akibat dari penyebaran pandangan Abu Dharr itu golongan 
masyarakat miskin telah bertindak lebih dari itu dengan mendorong 
golongan kaya supaya memenuhi kewajiban mereka terhadap golongan 
miskin di dalam masyarakat tersebut. Keadaan ini menyebabkan rakyat 
membantah terhadap kebijakan pemerintahan Mu’awiyyah dan beliau 
meminta Khalifah Uthman untuk memanggil balik Abu Dharr ke 
Madinah (ibu negara), dan kemudian Abu Dharr meminta izin dari 
Khalifah Uthman untuk pergi ke pinggir kota Madinah yang dinamakan 
Al -Rabdha, tiga kilometer dalam perjalanan ke Makkah di mana beliau 
tinggal sendirian hingga sampai kepada kematiannya.13

C. Pertentangan Pendapat antara Ali bin Abi Talib dengan 
Mu’awiyyah bin Abi Sufyan (Masalah Timbangtara)

Memperhatikan pentingnya peristiwa timbangtara (penyelesaian 
persengketaan di luar mahkamah/lembaga pengadilan melalui pihak 
ketiga yang telah disetujui oleh pihak yang bersengketa) dalam 
sejarah politik masyarakat dan negara Islam, penjelasan perlunya 
untuk memahami realitas sejarah politik negara Islam di zaman 
awal keberadaan agama Islam, wajar bagi kita sebelum melihat 
pengaruh masalah tersebut terhadap negara Islam Madinah dengan 
memahami kejadian tersebut dalam gambaran deskripsi kejadian 
yang sejelas- jelasnya.

Pertemuan dan musyawarah diadakan oleh ‘Amr bin al-’As dan 
Musa al-’Ashari untuk membahas tentang masalah pertengkaran dan 
perbedaan pendapat di antara Ali bin Abi Talib dengan Mu’awiyyah bin 
Abi Sufyan. Kedua pemikir Islam itu bersepakat dalam musyawarah 
mereka untuk memecat kedua pemimpin tersebut, yaitu Ali dan 
Mu’awiyyah. Bagaimanapun ketika keputusan mereka hendak 
diumumkan kepada masyarakat, Abu Musa menginginkan supaya ‘Amr 
bin al-‘As memberitahukan kepada orang ramai terlebih dahulu, akan 
tetapi ‘Amr berkata: “Allah telah memberikan Anda suatu keutamaan 
yang melebihi saya dalam iman dan penghijrahan. Anda mewakili rakyat 
Yaman kepada Rasulullah dan wakil Rasulullah kepada mereka. Anda, 

13Ibid.
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harus bangun dan berbicara”.14Apabila Abu Musa berdiri dan berkata: 
“‘Amr bin al-‘As dan saya memecat Ali dan Mu’awiyyah dan memberikan 
jabatan khalifah kepada Abdullah bin ‘Umar al-Khattab, karena beliau 
belum pernah mengikuti peperangan ini dengan tangan atau lidah”.15 
Kemudian apabila ‘Amr berdiri dan beliau berkata: “Wahai rakyat. Ini 
adalah Abu Musa, syekh bagi kaum Muslim dan yang terpelajar dari 
orang Irak, yang tidak akan menjual agama untuk keuntungan dunia. 
Beliau telah memecat Ali bin Abi Talib dan saya sahkan Mu’awiyyah bin 
Abi Sufyan”. Pada peringkat ini Abu Musa bertanya dengan rasa marah: 
“Apa yang telah terjadi dengan Anda? Se moga Allah mengutuk Anda! 
Yang serupa dengan Anda adalah anjing, jika Anda menyerangnya, ia 
akan terengah-engah dengan lidah terjulur”. Lalu ‘Amr al-‘As menjawab: 
“Dan yang serupa dengan Anda adalah seekor keledai yang membawa 
buku”. Dengan itu maka terjadilah kekacauan di kalangan orang 
ramai dan ‘Amr dan Abu Musa saling mengutuk di antara satu dengan 
lainnya.16 Untuk dapat membuat suatu analisis yang objektif dalam hal 
ini, kita harus mengetahui secara mendalam tiga hal berikut ini: 1) sebab 
yang sebenarnya terjadi pertentangan di antara Ali dan Mu’awiyyah 
yang akhimya membawa kepada peperangan, 2) kedudukan tentang 
jabatan untuk kedua mereka dari segi undang-undang, 3) watak Abu 
Musa sebelum peristiwa timbangtara (perbedaan pendapat) berlaku.

1. Sebab Pertentangan di antara Ali dan Mu’awiyyah

Penyebab utama dari pertentangan antara Ali dengan Mu’awiyyah adalah 
karena terjadinya pembunuhan Khalifah Uthman Ibn ‘Affan. Peristiwa ini 
juga telah menyebabkan pertentangan antara Ali dengan mereka yang 
memeranginya di dalam peperangan al-Jamal (Perang Unta). Setelah 
pembunuhan Uthman dan ikrar taat setia kepada Ali bin Abi Talib 
dibuat, satu kelompok dari sahabat Rasulullah yang terdiri dari Talhah, 
Al-Zubir, dan Umm al-Mukminin (Aisyah binti Abu Bakar al-Siddiq) 
berpendapat bahwa Ali harus dipersalahkan karena tidak menuntut 
keadilan atas kematian Uthman dan tidak melakukan qisas (tindak 

14Muhammad S. El-Awa, Sistem Politik Negara Islam, hlm. 52. Ibid., hlm. 52-53.
15Ibid., hlm. 52-53.
16Abdullah dan Muslim ibn Qutaibah, Al-Imamah wa al-Siyasah, (Cairo: 

Matba’ah Babi al- Halabi, 1967), hlm. 118.
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balas) terhadap pembunuh-pembunuhnya. Mu’awiyyah juga sepakat 
dengan pandangan ini dan akibatnya beliau enggan untuk berikrar 
taat dan setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib, ataupun mematuhi 
perintahnya di Damsyik. Sedangkan Ali merasa yakin bahwa bai’ah yang 
diberikan oleh umat Islam di Madinah sah berdasarkan persetujuan 
kaum muslimin yang hadir di Madinah, oleh sebab itulah beliau terikat 
atas semua kaum muslimin yang hadir ketika itu, yakni beliau terikat 
kepada seluruh kaum muslimin.17

Ketika keengganan Mu’awiyyah untuk berikrar setia kepada 
Ali jelas, Ali menganggap bahwa dengan terjadinya penyerangan 
kepadanya, Mu’awiyyah dan rakyat Syria adalah pemberontak. 
Bagaimanapun dengan memperhatikan kedudukan Ali sebagai kepala 
negara melalui pelantikannya sebagai khalifah, beliau bertekad untuk 
memaksa mereka supaya mematuhi dirinya sebagai khalifah. Dengan 
itu tercetuslah peperangan antara Ali dan Mu’awiyyah. Mu’awiyyah 
mengancam dan menentang Ali karena kesalahannya tidak menuntut 
keadilan atas meninggalnya Uthman serta tidak menghukum 
pembunuh-pembunuhnya. Dengan kata lain, Mu’awiyyah merasa 
pembunuh Uthman hendaklah dibela terlebih dahulu sebelum ikrar 
taat setia kepada Ali sebagai khalifah. Bagi Ali pula menganggap 
itu merupakan satu penentangan terhadap kekuasaannya dan suatu 
pelanggaran terhadap ikrar umat Islam Madinah terhadap beliau, dan 
ini merupakan satu tindakan yang dapat dianggap sebagai penentangan 
dan jika perlu harus diatasi dengan kekerasan, seperti yang termuat di 
dalam Surah Al-Hujurat yang artinya: “Dan jika sesuatu pihak melakukan 
pemaksaan kepada pihak yang lain, lawanlah pemaksa itu sehingga mereka 
kembali kepada perintah Allah”.18

Jelas bahwa kedua pendamai sebelum ini telah ditugaskan untuk 
memberikan keadilan terhadap perselisihan yang terjadi antara Ali dan 
Mu’awiyyah. Bagaimanapun harus jelas di sini bahwa soal perselisihan 
yang sebenarnya ialah tentang isu apakah ikrar taat setia kepada Ali 
harus dibuat sebelum atau setelah menghukum para pembunuh- 
pembunuh Uthman, suatu perkara yang tidak ada keterkaitan secara 
langsung dengan perselisihan jabatan khalifah. Bagaimanapun kedua 

17Ibn Hazm al-Zahiri, Al-Fast fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal, (Cairo: Matba’ah 
Babi al-Halabi, 1964), Jilid 4, hlm. 141.

18Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Hujurat: 9.
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pendamai itu tidak membuat pengadilan atas perkara yang harus 
diselesaikan. Persoalan yang tinggal apakah mereka telah mencapai 
keputusan sehubungan dengan penggulingan Ali dan Mu’awiyyah 
dari kekuasaannya?

2. Kedudukan Ali dan Mu’awiyyah dari Segi Hukum

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Mu’awiyyah bin Abi 
Sufyan telah dilantik sebagai gubernur di Damsyik oleh Khalifah ‘Umar 
Ibn al-Khattab. Mu’awiyyah telah melaksanakan kekuasaannya di sana 
hingga wafatnya ‘Umar Ibn al-Khattab. Apabila Uthman Ibn ‘Affan 
mengambil alih jabatan khalifah setelah kematian ‘Umar, Uthman 
mengesahkan jabatan Mu’awiyyah sebagai gubernur. 

Mu’awiyyah dan pengikut-pengikutnya telah menjadi pembelot 
dan pemberontak yang menentang Khalifah Ali bin Abi Talib.19 Keadaan 
inilah yang sebenarnya terjadi, maka sangat jelaslah bahwa keputusan 
oleh kedua pendamai dalam mempertahankan pengumuman tentang 
kekuasaan Ali dan Mu’awiyyah tidak berkaitan dengan kedudukan 
Mu’awiyyah. Oleh sebab itu, kita dapat beranggapan bahwa kedua 
pendamai ditugaskan untuk menentukan jabatan khalifah, maka dengan 
demikian dapat kita bayangkan mereka mungkin akan menggulingkan 
Ali dari kekuasaannya, tetapi persoalannya Mu’awiyyah dapat 
digulingkan dari jabatan apa?20

3. Perwatakan Abu Musa al-‘Ash’ari

Abu Musa al-‘Ash’ari adalah mantan seorang gubernur yang dilantik 
untuk beberapa wilayah pemerintahan Islam semenjak zaman Khalifah 
‘Umar Ibn al-Khattab. Di antara negeri-negeri di mana Abu Musa al-
‘Ash’ari telah menjadi gubernur ialah, Aden, Zabaed, Basrah, Kufah, 
yang dianggap sebagai tempat terakhir beliau mengabdikan diri sebagai 
gubernur di masa pemerintahan Uthman Ibn ‘Affan.21 Ibn Hazm 
al-Zaheri telah meletakkan Abu Musa al-‘Ash’ari dalam kelompok 
pertengahan untuk kalangan ahli-ahli hukum sahabat Rasulullah 
dan beliau berkata tentangnya: “Pandangan terhadap undang-undang 

19Muhammad S. El-Awa, Sistem Politik Negara Islam, hlm. 55.
20Ibid., hlm. 56.
21Ibid., hlm. 57.
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dari tiap-tiap mereka dapat dijadikan sebagai sebuah buku kecil”. 
Beliau menyatakan sahabat-sahabat tersebut berjumlah lebih 160 
orang berdasarkan pendapat mereka terhadap undang-undang yang 
dikeluarkan: Abu Musa al-‘Ash’ari diletakkan pada tempat yang ke-15.22 
Tambahan pula, telah disahkan bahwa beliau adalah di antara mereka 
yang menghafal Al-Qur’an semasa zaman Rasulullah dan terkenal 
sebagai seorang guru.23

Dengan melihat pada kedudukannya sebagai seorang sarjana 
dan juga sebagai seorang pembesar pemerintah, sulit bagi kita 
untuk mengatakan bahwa Abu Musa telah salah paham tentang 
persengketaan yang beliau sendiri telah diminta untuk mengadilinya, 
dan beliau memberikan keputusan yang tidak berkaitan dengan pokok 
sengketa (didakwa untuk menggulingkan Mu’awiyyah) bersamaan 
dengan kenyataan lain yang dikaitkan dengan sebelum atau setelah 
keputusan dibuat.

 Pokok masalah yang sebenarnya ialah karena ketidaktepatan 
cerita tersebut disebabkan tidak ditemukannya dalam teks yang 
telah didokumentasikan yang dapat menjamin tentang riwayat yang 
sah. Salah seorang sarjana Abdul Razzaq menceritakan bahwa kedua 
pihak yang bersengketa itu telah bersepakat untuk menyerahkan 
soal persengketaan tersebut kepada umat.24 Dan menurut Al-
Daraqutni bahwa kedua pihak yang bersengketa telah sepakat untuk 
menyelesaikan “perkara tersebut” pada kelompok sahabat yang 
disenangi oleh Rasulullah hinggalah beliau wafat.25 Al-Mas’udi telah 
membuat penganalisisan yang sama. Suatu hal yang tidak dapat 
diragukan bahwa “masalah tersebut” pada kedua belah pihak yang 
bersengketa telah bersepakat untuk berpedoman kepada umat atau 
kepada kelompok yang disukai oleh Rasulullah, yaitu keengganan 
Mu’awiyyah untuk berikrar taat setia kepada Ali. Sebenarnya masalah 

22Ali Ahmad Ibn Hazm al-Zaheri, Majmu’ al-Rasail, (Beirut: Dar al-Ma’arif, 
1957), hlm. 320. Jalal al-Din al-Sayuti, Al-ltqan fi ‘Ulum Al-Qur’an, (Cairo: Matba’ah 
Babi al-Halabi, 1951), Jilid 1, hlm. 72.

23Abdul al-Razzaq bin Haniniam al-San’ani, Al-Musannaf, (Cairo: Mukhtar 
al-Islami, 1976), hlm. 465.

24Abu Bakar bin al-’Arabi, Al-’Awasim Min al-Qawasim, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1965), hlm. 178.

25Abdul al-Qadir al-Baghdadi, Al-Farq Bayna al-Firaq, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1973), hlm. 56.
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ini adalah persengketaan tentang keengganan Mu’awiyyah untuk 
mengikut perintah Ali di Damsyik sebagai khalifah yang sah. Adapun 
tentang persengketaan jabatan khalifah mungkin tidak terlihat di sini, 
ini karena Mu’awiyyah sendiri tidak menuntut atau menolak hak Ali 
kepada dirinya. Ia berpegang kepada isu ikrar setia dan pengakuan 
perintahnya di Damsyik yang dikuasai bukan dengan berbagai hak 
undang-undang, tetapi karena kedudukannya secara de facto dengan 
mengambil kesempatan terhadap kesetiaan rakyat kepadanya setelah 
menjadi gubernur selama lebih kurang 20 tahun.

Keputusan pada dua pihak yang bersengketa untuk mengacu 
kepada persengketaan antara Ali dan Mu’awiyyah kepada kelompok 
sahabat yang disenangi oleh Rasulullah hinggalah baginda wafat jelas 
tidak dilaksanakan. Di sini sangat jelas bahwa peristiwa timbangtara 
(penyelesaian persengketaan di luar mahkamah/lembaga pengadilan 
melalui pihak ketiga yang telah disetujui oleh pihak yang bersengketa) 
telah menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat Islam semenjak 
dahulu hinggalah membawa kepada munculnya beberapa kelompok 
atau partai politik setelah itu.

D. Lahirnya Partai Politik di Zaman Klasik Islam
Jelas bahwa peristiwa timbangtara telah menyebabkan kemunculan 
kelompok-kelompok yang mempunyai perbedaan pandangan politik 
di dalam masyarakat Islam zaman awal keberadaan agama Islam. 
Perpecahan pertama terjadi pada pasukan tentara Ali bin Abi Talib pada 
saat terdapat satu kelompok yang menolak keputusan timbangtara 
disebabkan terdapatnya pertentangan dan perbedaan dalam pandangan 
mereka. Kelompok ini mendakwa bahwa mereka menolak “prinsip 
timbangtara” itu sendiri dan “bukannya keputusan penipu”. Kelompok 
ini menegaskan “tidak ada peraturan lain kecuali daripada Allah”. Oleh 
sebab itulah, tidak boleh menafikan dan menolak keputusan Allah dan 
menerima keputusan manusia. Dan Allah telah memutuskan bahwa 
pihak yang menyerang harus ditentang sehingga mereka kembali ke 
jalan Allah: “Dan seandainya dua pihak kaum mukminin berlawan, maka 
buatlah perdamaian di antara mereka. Dan seandainya salah satu pihak 
melakukan penyerangan kepada pihak yang lain, kamu harus menentang 
penyerang tersebut sehingga mereka kembali ke jalan Allah”.
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1. Kelompok Khawarij 

Perkumpulan Khawarij adalah kumpulan yang pertama menggunakan 
slogan “tidak ada peraturan lain kecuali daripada Allah”. Untuk melihat 
betapa besarnya pengaruh slogan tersebut sehingga menimbulkan 
kekacauan dalam masyarakat Islam pada waktu itu, ialah dengan 
melihat kepada lahirnya kelompok itu sendiri yang terbagi kepada 
lebih dari dua puluh kelompok, di samping ketidakadilan yang 
dilakukan oleh mereka dengan menggunakan slogan tersebut. Selagi 
slogan “tidak ada peraturan -peraturan lain kecuali daripada Allah” 
diinterpretasikan mengikut cara yang dibuat oleh golongan Khawarij, 
dan oleh karena manusia mempunyai perbedaan pendapat dalam 
hal- hal yang kontraversi, sedangkan mereka telah menafsirkan setiap 
perbedaan pendapat sebagai penentang keputusan Allah ataupun tidak 
memercayainya. Dengan demikian, ruang untuk perbedaan pendapat 
yang diakui oleh agama Islam tidak terdapat dalam pikiran mereka.

Setiap pihak yang mempunyai pandangan yang berbeda akan 
ditentangnya karena masing-masing menganggap mereka di jalan yang 
benar untuk menegakkan perintah Allah. Bukan saja para pemikir 
dan pakar Islam, bahkan juga Khalifah Ali bin Abi Talib sendiri telah 
mengkritik pendirian golongan Khawarij ini melalui satu respons 
yang beliau berikan terhadap teriakan golongan tersebut di Masjid 
Madinah yang berbunyi: “Tidak ada peraturan-peraturan lain kecuali 
daripada Allah”, lalu Khalifah Ali menjawab: “Itu adalah benar, tetapi 
itu telah digunakan untuk tujuan yang buruk (tujuan jahat). Kami akan 
menjamin Anda dalam tiga ketetuan: “Kami tidak akan menghalangi 
kamu dari memasuki masjid Allah untuk bersembahyang, kami 
tidak akan memulai serangan kepada kamu atau enggan membantu 
kamu asalkan kamu bekerja sama dengan kami”. Tujuan jahat yang 
dimaksudkan oleh Ali terdapat dalam tuduhan Khawarij, yang beliau 
bersalah karena kufr (kekufuran) yang mewajarkan penentangan mereka 
kepadanya dan menyebabkan tindakan-tindakan yang buruk. Riwayat 
lain berkaitan dengan dialog di atas telah dikisahkan oleh sebagian 
pengikut Syiah sebagai berikut: Ali telah menjawab atas dakwaan 
mereka (golongan Khawarij) yang mengatakan: “Tidak ada peraturan 
lain kecuali daripada Allah” adalah, “Ya, tidak ada peraturan lain kecuali 
daripada Allah; tetapi mereka ini mengatakan yang tidak ada peraturan 
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kecuali dari Allah, dan manusia mesti mempunyai amir (kepercayaan 
dan keyakinan)”.26

Walaupun Khalifah Ali bin Abi Talib telah berhasil menentang 
mereka di Nahrawan, tetapi mereka telah menjadi kuat kembali dan 
kemudian memberontak menentang negeri-negeri Umayyah dan 
Abbasiyyah. Sehingga mereka ini menjadi sumber dari banyak kesulitan 
di dalam masyarakat Islam untuk suatu waktu yang panjang. Walaupun 
kumpulan Khawarij ini telah terpecah kepada dua puluh kumpulan dan 
hanya bersepakat tentang dua prinsip utama saja:

Pertama, berkaitan dengan pertimbangan umum golongan ini 
terhadap Ali dan mereka yang mendahuluinya. Mereka menerima 
keabsahan Abu Bakar, ‘Umar, dan bagian pertama pemerintahan 
Uthman, tetapi menolak bagian akhir zamannya. Mereka juga menerima 
pemerintahan Ali sampai pada peristiwa timbangtara. Setelah itu 
mereka bukan saja menolak Ali, bahkan juga mengutuknya sebagai 
orang yang tidak percaya kepada Allah.

Kedua, berkaitan dengan keyakinan mereka tentang keperluan untuk 
menentang perintah yang tidak adil, kekayaan yang dianggap sebagai 
fard (kewajiban keagamaan) dan tidak wajar seandainya dilalaikan. Bagi 
mereka hitungan atau kekuatan keinginan atau usaha bukanlah syarat 
utama untuk mengganti keadaan yang tidak adil, akan tetapi menurut 
mereka orang yang berkemampuan mesti memberontak, walaupun 
hanya sendiri tanpa memperhatikan apakah ada pemberontakannya 
untuk mencapai suatu maksud ataupun tidak.27

2. Kumpulan Syiah

Lahirnya kelompok Syiah sebenarnya adalah hasil dari tindakan 
kelompok Khawarij yang meninggalkan Khalifah Ali bin Abi Talib 
bersama satu kelompok tentara yang setia kepadanya. Golongan ini 
mempunyai teori politik yang tersendiri, yaitu ketaatan terhadap AN 
al-Bayt (keluarga Rasulullah), dogma ini juga pada asasnya berkaitan 
dengan persoalan suara hati atau perasaan, yaitu kecintaan terhadap 
AN al-Bayt. Oleh sebab itulah, untuk dikenali dan diterima oleh orang 

26Imam al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, (Cairo: Matba’ah al-Halabi, 
1976), hlm. 58.

27Abdul al-Qadir al-Baghdadi, Al-Farq Bayna al-Firaq, hlm. 55-56.
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ramai mereka telah mengambil waktu yang lama melalui evolusi sejarah 
sehingga akhirnya keberadaan mereka juga mendapat pengakuan dan 
legitimasi dari kelompok Khawarij.

Seperti yang telah kita ketahui dalam persengketaan di antara Ali 
dan Mu’awiyyah, setelah kedua-duanya berdamai dan mengumumkan 
keputusan mereka. Kelompok Syiah menyatakan dukungan mereka 
terhadap Ali dengan berkata: “Kami berutang kepada Anda, yaitu sumpah 
setia yang kedua. Kami berikrar untuk setia kepada sekutu-sekutu Anda, 
dan kami akan menentang musuh-musuh Anda”.28 Bagaimanapun 
kelahiran golongan Syiah tidaklah boleh dikatakan disebabkan oleh ikrar 
taat setia ini saja. Bahkan dua faktor lain yang juga turut memainkan 
peranan yang kuat untuk kebangkitan mereka. Pertama, faktor yang 
melibatkan pencantuman keadaan dan yang dikaitkan dengan kejadian-
kejadian peristiwa sejarah yang membantu menambahkan perasaan 
kesetiaan dan kecintaan terhadap Ali dan keluarganya. Ia juga membawa 
akibat tragis atas jihad Ali di sepanjang zaman pemerintahannya yang 
berakhir dengan pembunuhannya oleh golongan Khawarij. Kedua, faktor 
lain ialah berkaitan dengan implikasi sosial, ekonomi, dan kebudayaan 
dengan menyertakan mualaf-mualaf yang meminta nasihat kepada Syiah 
dalam pembentukan masyarakat Islam. Antara implikasi yang paling 
penting adalah dukungan mereka terhadap pemikiran Syiah yang tidak 
mungkin untuk dijelaskan di sini.29 Walaupun Syiah telah dibagikan 
kepada banyak golongan dan yang paling penting berita pertama yang 
muncul ialah: al-Kinasiyah, kemudian al-Imamiyah, al-Zaydiyah, dan al-
Ismailiyah. Walaupun golongan ini berbeda dalam prinsip-prinsip politik, 
undang-undang, dan asal-usul mereka, bagaimanapun mereka semua 
berpendapat yang sama tentang kemuliaan Ali, hanya untuk jabatan 
khalifah dan pewarisan hak tersebut kepada keturunannya yang mesti 
diberikan melalui pelantikan dari imam kepada penggantinya. Namun, 
mereka berbeda pendapat tentang peraturan penggantian pemimpin 
setelah Ali. Golongan Zaydiyah berbeda terhadap dua masalah yang 
terakhir. Menurut mereka tidak perlu ada pelantikan untuk jabatan 
imam yang akan jatuh kepada siapa yang menjadi keturunan Fatimah 
yang memiliki pengetahuan, tabah, murah hati, taat, dan mempunyai 
kemampuan untuk berjuang dalam mempertanyakan haknya. Oleh 

28Ibn Athir al-Jazri, Al-Kamil fi al-Tarikh, hlm. 134.
29Ahmad Amin, Fajr al-Islam, hlm. 269-278.
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karena bagi mereka imam adalah aktif bukan pasif. Sedangkan golongan 
Imamiyah memercayai imam tersembunyi yang akan muncul kembali 
pada waktunya dan membentuk keadilan di dunia yang sekarang ini  
telah dipenuhi oleh ketidakadilan. Kepercayaan ini tidak diterima oleh 
golongan Zaydiyah. Kedua, al-Zaydiyah tidak memercayai keunggulan 
imam-imam, tidak seperti Imamiyah dan Ismailiyah. Dengan sebab inilah 
Zaydiyah membenarkan ijtihad dan telah melahirkan banyak ahli hukum 
berpandangan bebas yang telah menerbitkan banyak hasil pemikiran 
dan analisisnya tentang perundang-undangan.30

3. Kelompok Mu’tazilah

Golongan Mu’tazilah (yang terpisah) telah dilahirkan oleh Wasil bin 
Ata dan ‘Amr bin ‘Ubaid pada awal abad kedua hijrah sebagai hasil 
dari penarikan diri dari kelompok guru mereka Hassan al-Basri yang 
mengajarkan bahwa orang yang melakukan kesalahan besar adalah 
fasig (berdosa), pandangan yang disetujui oleh golongan Majority 
Ummah dan berbeda dengan kaum Khawarij. Mereka mengatakan 
bahwa orang yang demikian itu adalah kafir walaupun definisi mereka 
terhadap kafir berbeda. Golongan Abadiyah mendefinisikan Kufr sebagai 
tidak bersyukur kepada Allah. Dan mendefinisikan Shirk dengan 
menyekutukan Allah. Wasil bin Ata dan mereka yang melakukan 
dosa besar. Kedudukan ini mengasingkan seseorang dari lingkungan 
iman, tetapi tidak menggolongkan beliau ke dalam golongan Kufr atau 
hipokrit. Oleh sebab itulah, mereka terpisah dari guru mereka Hassan 
al-Basri yang tidak menyetujui pandangan mereka dan memanggil 
mereka al-Mu’tazilah (mereka yang terpisah), yaitu suatu nama yang 
memberikan mereka kemasyhuran dan tidak dibantah oleh banyak 
ahli sejarah.31

Golongan Mu’tazilah kemudian membentuk beberapa prinsip 
tertentu yang menurutnya iman terbentuk dengan hanya mengikuti 
sebagian asas berikut: teori pengantar antara dua keadaan, yaitu 
kebenaran janji-janji Allah (surga) dan ancaman (neraka), dan perintah 

30Ibn Hazm al-Zahiri, Al-Fast fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal, hlm. 11. Lihat 
juga Said al-Afghani, Risalah fi al-Nlufadalah al-Sahabah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), 
hlm. 101. 

31Abdul al-Qadir al-Baghdadi, Al-Farq Bayna al-Firaq, hlm. 93-101.
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melaksanakan yang benar dan larangan membuat kesalahan.32 Secara 
terperinci dapat dikatakan bahwa penyebab yang membawa kepada 
perbincangan prinsip pertama semata-mata karena motif politik, 
yaitu untuk membentuk suatu standar atau patokan untuk mengukur 
perbedaan dalam masalah-maslah politik, terutama yang berkaitan 
dengan peperangan dan perselisihan ataupun persengketaan yang 
terjadi di kalangan para sahabat. Masalah inilah yang menyebabkan 
kelompok-kelompok muslimin mempunyai pendapat yang berbeda. 
Contohnya golongan Khawarij yang menganggap seseorang itu sebagai 
kafir jika tidak mengikut doktrin mereka, namun golongan majority 
muslimin, atau kemudian dikenali sebagai AN al-Sunnah (kumpulan 
yang mengikuti tradisi Rasulullah) secara prinsipnya tidak menganggap 
barangsiapa yang melakukan dosa dari kalangan AN al-Qiblah (orang 
menghadap Kakbah) sebagai kafir. Sebaliknya golongan Mu’tazilah 
menganggap seseorang yang melakukan dosa besar terletak di 
pertengahan antara iman dan kufur. Golongan Mu’tazilah mengukur 
segala perbuatan dan kata-kata para sahabat mengikut ukuran ini dan 
mencari kebanyakan mereka serta menyakitkan hati yang lainnya. 
Mereka mengatakan, sedangkan para sahabat sendiri tidak berhenti 
dari menggunakan pedang menentang satu sama lain, maka mengapa 
mereka harus berhenti dari memaparkan kesalahan sendiri? Bagi pihak 
Mu’tazilah, keberanian begini selalu kurang mendapat penghargaan 
daripada sahabat. Inilah sebabnya mengapa golongan majority kaum 
muslimin tidak menyukai Mu’tazilah yang dianggapnya sebagai orang 
yang menyimpang dari agama dan sunah Rasulullah Saw. Pandangan 
mereka yang paling berbahaya berdasarkan doktrin ini adalah rumusan 
mereka yang satu pihak di dalam peperangan Unta (berpedoman 
kepada Ali dan kelompoknya, Talha, Al-Zubair, dan ‘Aishah dengan 
kelompoknya) adalah fasiq (berdosa), tetapi oleh karenanya tidak dapat 
dipastikan pihak manakah itu, golongan Mu’tazilah memutuskan fasiq 
(berdosa) terhadap kedua belah pihak.33

Kaum muslimin wajib bertindak berdasarkan prinsip menyeru kepada 
perkara yang benar dan mencegah yang salah, seperti yang terkandung 

32Penjelasan secara terperinci mengenai prinsip-prinsip tersebut telah dibuat 
oleh Al-Qadi al-Jabbar bin Alunad, Sharh al-Usul al-Khamsah, (Cairo: Matb’ah Babi 
al-Halabi, 1975).

33Abdul al-Qadir al-Baghdadi, Al-Farq Bayna al-Firaq, hlm. 104. 
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di dalam Al-Qur’an. Golongan Mu’tazilah memperkenalkannya di dalam 
bentuk yang baru dengan menjadikannya suatu syarat untuk iman, yaitu 
tanpanya iman tidak akan menjadi lengkap. Pandangan ini mempunyai 
kesan yang istimewa dalam pandangan politik golongan Mu’tazilah. 
Kedudukan mereka tentang berbuat benar dan mencegah kemungkaran 
adalah asas iman yang memerlukan campur tangan dari mereka yang 
berkuasa atas kaum muslimin ketika itu. Satu sebab berlakunya 
penindasan oleh pemerintah atas beberapa orang Mu’tazilah adalah 
karena kesadarannya apabila jumlah mereka bertambah dan memperoleh 
kekuasaan yang cukup, mereka akan memberontak menentang dan 
melawan pemerintah yang tidak adil dengan menyatakan terjadinya 
suatu kesalahan, itu boleh dilakukan apabila keadaan menunjukkan 
adanya kemampuan untuk menjatuhkan pemerintah yang demikian. 
Oleh sebab itulah, mereka tidak setuju dengan golongan Khawarij 
yang menganggap pemberontakan menentang pemimpin yang tidak 
adil sebagai kewajiban individu tanpa memperhatikan akibatnya. 
Berdasarkan keyakinan inilah golongan Mu’tazilah memberontak 
dan menentang Al-Walid bin Yazid bin ‘Abdul al-Malik, ketika beliau 
melakukan kezaliman serta korupsi dan akhirnya beliau digulingkan. 
Kemudian sepupunya Yazid bin al-Walid, seorang yang adil dan takut 
kepada Allah menggantikannya.34 Sebagai tanda syukur beliau melayani 
golongan Mu’tazilah dengan baik.

Oleh karena pengasas Zaydiyah, yaitu Zaid bin Ali murid Wasil 
bin Ata, penggunaan prinsip menyeru kepada perkara yang benar dan 
mencegah yang mungkar, mempunyai kesan kepada golongan Zaydiyah. 
Mengikut pandangan Zaid, imam sendiri mesti menuntut haknya 
untuk pekerjaan imam. Inilah yang menyebabkan golongan Mu’tazilah 
mendukung golongan Zaydiyah dalam pemberontakan menentang 
Hisham bin Abdul al-Malik.35

Sebagai tambahan kepada golongan tersebut yang dikenali melalui 
pandangan politik mereka, terdapat juga golongan lain yang hanya 
berkaitan dengan masalah keagamaan saja, walaupun tidak dapat 
diragukan bahwa golongan yang disebutkan di atas juga mempunyai 
pandangan politik tersendiri. Akan tetapi, di sini kita hanya berminat 

34Muhammad S. El-Awa, Sistem Politik Negara Islam, hlm. 67.
35Al-Qadi al-Jabbar bin Alunad, Sharh al-Usul al-Khamsah, hlm. 128-148.
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terhadap pandangan politik mereka saja. Sebagian orang mungkin 
berpikir bahwa golongan tersebut dalam berbagai bentuk telah 
memecahkan kaum muslimin kepada kelompok-kelompok yang 
bertentangan dan partai-partai yang saling bertentangan. Perkara ini 
tidak benar sama sekali, ini karena walaupun terdapat banyak ahli 
hukum, filsafat, dan penganalisis yang dikaitkan dengan sesuatu 
kelompok, tetapi golongan mayoritas kaum muslimin dan kebanyakan 
ahli hukum mereka, para sarjana, dan penganjur-penganjur al-Sunnah 
selalu bersatu dan memiliki jumlah anggota terbesar atau al-Jamaah bagi 
para muslimin. Mereka menjauhkan diri dari mengikuti pandangan-
pandangan ekstrem yang kemudian dipanggil dengan AN al-Sunnah. 
Mereka, lebih menyukai pemodernan dalam mengeluarkan pandangan 
dan bertindak mengikut konsep Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah, 
seperti yang diriwayatkan oleh para sahabat dan golongan mayoritas 
pengganti mereka.

E. Islam dan Pendirian Partai Politik
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, tentang pandangan Islam 
dalam mendirikan “partai politik”, perlu bagi kita terlebih dahulu 
mengetahui apa yang disebutkan oleh Al-Qur’an dan juga oleh Sunah 
Rasulullah yang berkaitan dengan “partai politik”.

Satu perkataan ataupun istilah yang sama dengan perkataan “partai” 
di dalam bahasa Arab modern ialah perkataan “al-hizb”. Allah Swt., 
menyebutkan dalam sebuah firman-Nya sebagai berikut: “Pataqaddamu 
amrohum bainahum zuburo kulli hizbin bima ladaihim farihun”, yang artinya: 
“Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan (agama)-nya menjadi beberapa 
golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka 
masing-masing”.36 Demikian juga firman-Nya di dalam Surah Ar-Rum: 
“Minal lazina farraqu dinahum wakanu syi ya lan kullu hizbin bima ladaihim 
farihun”, yang artinya: “Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, 
dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan 
apa yang ada pada golongan mereka”.37 Di dalam hadis Rasulullah kita 
temukan sebuah sabdanya yang berkaitan dengan hal ini, misalnya 
sabdanya yang berbunyi: “Tafitariqu ummati ‘ala thalathin wasab’ina 

36Al-Qur’an al-Karim, Surah Al-Mu’minun: 53.
37Ibid., Surah Ar-Rum: 32.
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firqatan”, yang bermaksud: “Umat saya (masyarakat Islam) akan terpecah 
belah kepada tujuh puluh tiga golongan”.38

Penggunaan perkataan “al-hizb” di dalam ayat di atas merujuk 
kepada orang-orang yang menggunakan nama Rasulullah, dalam 
usahanya menciptakan perpecahan di kalangan kaum muslimin 
dengan melahirkan mazhab yang bersifat teologi yang berbeda-beda, 
seperti yang telah disebutkan sebelum ini, dan setiap kelompok 
mazhab tersebut memopulerkan pegangan mereka dan bukannya 
mengajarkan ajaran Islam yang berpedoman kepada ajaran tauhid 
(keesaan Allah Swt.). Bahkan dalam keadaan tertentu Al-Qur’an juga 
telah menggunakan perkataan “al-hizb” dan perkataan “syiya’an” dengan 
mengacu kepada orang-orang yang menentang Rasulullah, seperti orang 
Yahudi dan juga orang kafir seperti yang berlaku di dalam peperangan 
al-Khandaq. Tidak kita temukan bahwa kedua perkataan tersebut 
pernah digunakan dengan mengacu kepada perkataan “partai” yang 
dimaksudkan di dalam ilmu politik di zaman modern.

Bagaimanapun sebagian ahli dan pakar Islam, seperti Abu ‘Ala al-
Maududi dan juga Al-Wasfi telah menggunakan ayat-ayat di atas sebagai 
bukti dalam memperkukuh pendapat dan alasan mereka bahwa Islam 
melarang mendirikan sembarang partai politik. Misalnya Abu ‘Ala al-
Maududi berkata: “Sebenarnya oleh karena kamu menganggap diri kamu 
itu hanya sebagai warga negara suatu negara bangsa, dan melupakan 
diri kamu sebagai anggota partai di dunia ini dengan tujuan menjadikan 
ideologi partai tersebut yang dominan. Dengan demikian, selama kamu 
tidak dapat mengembangkan konsep yang jelas tentang partai politik, 
maka kamu tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan”.39

Bagaimanapun kita lihat bahwa kenyataannya Abu ‘Ala al -Maududi 
di atas tidak menjelaskan penggunaan perkataan “partai politik” dalam 
konteks yang digunakan di zaman modern ini. Sebaliknya Maududi 
menggunakan perkataan “partai” yang mengandung arti sebagai 
“masyarakat Islam” (the Islamic ummah) yang mewakili “partai Allah” 
(hizbi Allah) untuk menentang partai Barat. Seorang pakar dan ahli 
Timur Tengah, al-Wasfi berkata: “Di antara pengaruh yang paling kentara 

38Abdul al-Qadir al-Baghdadi, Al-Farq Bayna al-Firaq, hlm. 4.
39Diambil dari Nu’man Ahmed al-Khatib, “Islamic Thought and Political 

Parties”, Islamic Order Quarterly, Vol. 10, No. 1, 1988, hlm. 15.
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atau jelas sebagai natijah atau alasan yang kuat dari pengintegrasian 
demokrasi dengan Islam adalah mendirikan parti politik. Ini adalah 
satu penghinaan kepada Islam,40 karena keadaan ini dapat membawa 
kepada perpecahan, dan kenyataan ini bertentangan dengan Islam”.41

Abu ‘Ala Maududi dan Al-Wasfi telah menganggap partai politik 
sebagai satu instrumen perpecahan dan persengketaan, dan bukan 
satu hal yang dapat membawa kepada kestabilan dan pembangunan. 
Pandangan kedua pakar dan ahli tersebut sulit untuk dapat diterima, ini 
karena Islam sendiri memberikan hak kebebasan untuk mengeluarkan 
pendapat, di samping itu Islam juga menganggap bahwa perbedaan 
pendapat di kalangan individu adalah sesuatu yang bersifat manusiawi, 
dan bahkan kadang-kadang perbedaan pendapat itu juga dapat membuka 
jalan untuk mendapatkan suatu kebenaran dan menghilangkan kesalahan. 
Dengan demikian, partai itu merupakan satu faktor yang membina dan 
bukan sebagai alat perusak. Sebagai sikap dalam menguatkan pandangan 
ini kita kutip apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal kepada 
Imam al-Syafi’i, seperti berikut ini: “Saya telah berdoa kepada Imam 
al-Syafi’i selama empat puluh tahun di dalam sembahyang saya, dan 
Imam al- Syafi’i pula berkata tentang Imam Malik bahwa dalam hal yang 
berkaitan dengan keilmuan, Imam Malik merupakan seorang pakar dan 
ahli yang terbaik, tidak ada orang yang dapat menandinginya”.42

Untuk dapat memberikan pandangan dan analisis yang lengkap dan 
jelas berkaitan dengan alasan mendirikan partai politik, perlu terlebih 
dahulu bagi kita untuk memahami bahwa pemikiran yang mendukung 
pendirian partai politik di dalam Islam, bukanlah maksud dan tujuan 
mendirikan partai politik dengan tujuan untuk mendukung terciptanya 
kelas atau status sosial yang baru dalam masyarakat Islam, sebaliknya 
mendirikan partai itu merupakan satu ungkapan yang menginginkan 
bahwa partai politik itu akan dapat membuat program pembangunan 
untuk negara. Sikap ini sesuai dengan semangat syariat Islam itu sendiri, 
di samping itu partai politik juga akan dapat lebih memperkukuh 

40Ibid.
41Lukman Thaib, Political System of Islam, (Kuala Lumpur: Penerbit Amal, 

1994), hlm. 79.
42Asaf Husain, Revolution and Counter Revolution, (London: Frances Pinter 

Publishers, 1985), hlm. 140. Lihat juga Lukman Thaib, Political System of Islam, hlm. 
80.
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kesatuan dan persatuan dalam masyarakat melalui pembentukan 
mekanisme demokrasi, yang disebut sebagai partai politik Islam yang 
dapat dipercaya akan kemanfaatannya untuk elemen demokrasi dan 
pembangunan institusi demokrasi. Lahirnya partai politik akan dapat 
memberikan kebahagiaan kepada warga negara. Tanpa kehadiran dan 
wujudnya forum politik ataupun partai politik, sudah pasti tidak akan 
ada sebuah pemerintahan yang bersifat demokrasi yang akan dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik. Agama Islam yang dianggap sebagai 
agama yang bersifat demokrasi menyatakan kelahiran dan terdapatnya 
partai politik tidaklah bertentangan dengan semangat keislamannya. 
Oleh sebab itulah, partai politik harus diberikan kesempatan dan 
kekuasaan untuk berfungsi dengan benar di bawah sistem pemerintahan 
Islam untuk menjamin hak setiap individu dilindungi, di samping akan 
dapat menciptakan mekanisme yang dapat menjaga penyalahgunaan 
kekuasaan tidak akan terjadi pada penguasa negara. Untuk memenuhi 
tujuan tersebut kita harus memperhatikan bahwa setelah keberhasilan 
mereka dalam suatu revolusi rakyat Iran melalui pemerintahan yang 
lahir pada waktu itu, telah menciptakan sebuah partai politik yang 
disebut dengan “Islamic Republic Party (IRP)” yang telah diasaskan oleh 
ulama tauhid (tauhidic ulama), seperti Ayatullah Baheshti, Muhammad 
Javid Bahanor, Syed Ali Khomenei, dan juga Hashemi Rafsanjani.43

Setiap orang Islam yang mempelajari ajaran syariat sudah pasti akan 
dapat memahami bahwa Islam memberikan tempat untuk mendirikan 
partai politik di dalam sistem politik Islam. Hal ini dari sudut analisis 
hukum Islam dapat dinyatakan di bawah kategori yang dibolehkan (al-
mubah). Dalam Islam partai politik dapat didirikan dengan berdasarkan 
kepada kepentingan dan keinginan warga negara. Bahkan kalau kita nilai 
dan analisis sejarah Islam itu sendiri, kita juga akan dapat memahami 
bahwa diskusi dan perbincangan di Saqifah Bani Saidah berkaitan 
dengan isu pelantikan pemimpin negara (khalifah) setelah wafatnya 
Rasulullah Saw., merupakan satu petunjuk yang jelas bahwa golongan 
al-Muhajirin dan juga golongan al-Ansar berdiskusi tentang hak mereka 
untuk memimpin sebagai satu golongan politik. Di samping itu di dalam 
sebuah perundangan Islam yang dibuat dan disusun oleh Al-Azhar di 
Mesir untuk dilaksanakan dalam sebuah negara yang menginginkan 

43Khurshid Ahmad, Proportional Representation and the Revival of Democratic 
Process in Pakistan, (Islamabad: Institute of Policy Studies, 1983), hlm. 10.
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untuk disebut sebagai negara Islam, membenarkan dan memberikan 
tempat untuk keberadaan sebuah partai politik di dalam suatu negara 
Islam.44 Demikian juga halnya di dalam deklarasi pernyataan hak 
asasi manusia di dalam Islam tidak melarang untuk mendirikan partai 
politik.45 Dengan demikian, sangat jelas lahirnya sebuah partai politik 
memang diperlukan untuk adanya peranan dalam mengaktifkan proses 
politik di dalam masyarakat.

F. Kesimpulan
Walaupun sepanjang sejarah Islam kita juga memahami bahwa lahirnya 
kelompok-kelompok politik seperti yang telah kita sebutkan di atas, 
bagaimanapun keberadaan partai politik sebagai instrumen bagi suatu 
perundangan yang bersifat demokrasi adalah suatu fenomena zaman 
modern. Dalam sebuah sistem pemerintahan yang sumber kekuasaannya 
tergantung kepada unit keluarga, suku, ataupun kelas-kelas masyarakat 
tertentu di dalam sebuah negara, sudah pasti kestabilan politik di dalam 
negara tersebut ditentukan oleh unit-unit tersebut. Dengan bertambah 
luasnya sumber atau asas kekuasaan suatu pemerintahan, sudah pasti 
memerlukan terdapatnya suatu instrumen atau suatu institusi yang 
dapat menjadi penghubung di antara warga negara dengan sumber 
kekuasaan politik dalam negara.

Semenjak dua abad yang lalu partai politik telah dianggap sebagai 
satu agensi yang sangat penting keberadaannya, karena melaluinya orang 
ramai sebagai pemilih dapat menggunakan hak mereka dalam menilai 
keberadaan suatu sistem pemerintahan, di samping itu partai politik 
juga dapat bertindak sebagai sumber kekuasaan. Partai politik akan 
memberikan kesempatan kepada semua rakyat untuk ikut serta dalam 
proses pembuatan keputusan melalui wakil mereka untuk membuat 
kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Dengan 
demikian, keberadaan partai politik di dalam Islam bukanlah sesuatu 
yang bertentangan dengan syariat asalkan partai politik itu digunakan 
untuk tujuan kepentingan agama, dan warga negara.

44Al-Azhar, The Constitution for an Islamic State, (Cairo: Higher Research Council 
of al-Azhar, 1951).

45The Islamic Council of Europe, The Declaration of Universal Islamic Human 
Rights, (London: The Islamic Council of Europe, 1985).
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